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RINGKASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat dan tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak
berlaku surut. Permohonan untuk menguji undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-undang Dasar 1945 harus dianggap
sah atan ndak bertentangan sebelum putusan hakim Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah
dinndangkan pada tanggal 15 Oktober 2004, sehinggga Para Pemohon
berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk manguji Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang
Dasar 1945 sesuai dengan pasal Pasal 50 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang yang
dapat dimohonkan untuk diup adalah undang-undang yang diundangkan setelah
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945,

Judicial review merupakan salah satu instrumen vang stralegis untuk
melindung hak konstitusional warga negara dan perbuatan pemegang kekuasaan
(cq legislatif dan cksekutif ) vang menyimpang dan konstitusi Sehingga
mekanisime yang pantas untuk melakukan kontrol, adalah kontrol yudisial dengan
cara menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukakan pengujian
setiap produk Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Hal imi  beram
kita telah masuk dalam babak baru kehidupan ketatanegaran di indonesia, karena
sebelumnya tidak pemah dilaksanakan judicial review terhadap setiap produk
Undang-undang yang di buat oleh legislatif dan eksekutif.

Berdasarkan uraian tersebut dalam penulisan sknpsi ini mengambil judul
“KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA
NOMOR 072-073/PUU-11/2004 TERHADAP JUDICIAL REVIEW
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH” adapun rumusan masalahnya adalah apakah
Dissenting  Opimion  mempengaruli  Keabsahan  Putusan  Mahkamah
Konstitusi,apakah akibat hukum dengan dikabulkannya Yudicial Review oleh
Mahkamah Konstiutsi terhadap pasal 57 (1), Pasal 66 (3e), Pasal 67( le), dan pasal
82 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintah Daerah

Tujuan penulisan skripsi imi adalah untuk mengkap dan menganalisa
pengaruh dissenting opinton terhadap Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi,
dan untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dengan dikabulkannya
Yudicial Review oleh Mahkamah Konstiutsi terhadap pasal 57 (1), Pasal 66 (3¢),
Pasal 67(le), dan pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntah Daerah,

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi im
adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yunidis normatif adalah suatu
pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkap dan menganalisa
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi

Xt
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BABI
PENDAHULUAN

L1.Latar Belakang

Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 khususnya dalam Pasal | ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar Perubahan
tersebut bermakna bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang
Undang Dasar. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan
beberapa peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pemerintahan,

Sebuah tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia
talah  dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) ketika melakukan Perubahan ketiga Undang-Udang Dasar (LUD)
1945 (9 November 2001), yang diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar
1945

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara berfungsi menangani perkara
tertentu dibidang ketatanegaraan, hal ini dalam rangka menjaga konstitusi agar
dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakvat dan cita-
cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstutusi sekaligus untuk menjaga
terselenggaranya  pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi
terhadap pengalaman  kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu vang banvak
menyimpang dan konstitus:

Berdasarkan pasal 24C  ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Mahkamah
Konstitusi  berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir vang
putusannya bersifat final untuk menguyi Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara vang
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kewenangannva di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dari semua kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang
dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dipandang sebaga
kewenangan vang paling essensial. Dikatakan essensial karena judicial review
merupakan salah satu instrumen vang strategis untuk melindungi  hak
konstitusional warga negara dan perbuatan pemegang kekuasaan (cq legislauf
dan eksekutif ) yang menyimpang dari konstitusi. Pandangan senada disampaikan
oleh salah satu hakim mahkamah konstitusi Dr. Harjono S.H, M.C.[., menurut
mereka bila dilihat dari perspektif perbandingan eksistensi lembaga Mahkamah
Konstitusi vang dipraktekkan oleh negara lain, maka ujt konstitusionalitas
adalah wewenang utama, sedangkan yang lainnya merupakam wewenang asesoir
atau tambahan (Soimin dan sulardi, 2004:118). Pasal 50 Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi menvatakan bahwa undang-undang vang dapat
dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang vang diundangkan setelah
Perubahan Pertama Undan-Undang Dasar 1945, vaitu pada tanggal 19 Oktober
1999 tndang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan
pada tanggall5 Oktober 2004, Dengan demikian, Para Pemohon berpendapat
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadil perkara pengupan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar 1945,

Proses pengujian Undang-Undang Pemenntah Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar 1945, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menemukan arti
yang terkandung dalam norma Undang-Undang Dasar 1945, apakah isi dan
undang-undang Pemerintah Daerah itu bertentangan ataukah tidak dengan
Undang-Undang Dasar. Proses pengujiannya dilakukan dengan cara interpretas
dan konstruksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir (interpreter of the
constitution) dan sebagai pengawal Konstitusi (guardian of the constitution), dan
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batu ujian atau sandaran yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu
sendiri.

Salah satu cini konstitusi sebagai dokumen hukum, adalah bahwa Undang-
Undang Dasar dimaksudkan untuk dapat bertahan lama sehingga harus memiliki
jangkauan jauh ke depan dengan rumusan yang sifatnya umum agar dapat
menyesuaikan dinn kepada perkembangan masyarakat dan tafsiran tidak hanya
didasarkan pada teks Undang-Undang Dasar maupun maksud pembuat Undang-
Undang Dasar waktu istilah tertentu diadopsi pada saat pembuatan Undang-
Undang Dasar, tetapi harus juga memperhatikan sejarah, keadaan yang
berkembang pada waktu pembuatan Undang-Undang Dasar atau perubahannya,
konteks, tujuan, dan struktur dan satu konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat dan tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak
berlaku surut. Permohonan untuk menguji undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-undang Dasar 1945 harus dianggap
sah atau tidak bertentangan sebelum putusan hakim Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa undang -undang tersebut bertentangan dengan undang-undang
Dasar 1945, konsekuensi, akibat putusan hakim mahkamah konstitusi tersebut
adalah “ Ex nunc” yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya Artinya,
akibat ketidaksahan undang-undang tersebut karena menurut Mahkamah
Konstitusi bertentangan dengan undang-Undang Dasar (konstitusi)

Terjadinya dissenting opinion diamara hakim Mahkamah Konstitusi dalam
melakukan judicial review  undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Dasar merupakan sesuatu yang
wajar dalam praktek ketatanegaraan, karena majelis hakim Mahkamah Konstitusi
dalam memutus permohonan yang digjukan oleh pemohon memakai teori-teori
konstitusi sebagai dasar dalam memutus perkara ketatanegaraan. Putusan tersebut
harus dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaran negara.
Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
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Konstitusi pasal 45 ayat (10) yang menyatakan bahwa “dalam hal putusan tidak
tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan avat (8),
pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan

Diberlakukannya pasal-pasal tertentu, terutama Pasal 57 avat (1), Pasal 66
ayat (3e), Pasal 67 ayat (1e), Pasal 82 ayat (2), dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya pemilu vang
demokratis, luber, dan jurdil karena dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan
umum vang tidak mandin, karena Komisi Pemilithan Umum Daerah (KPUD)
bertanggung jawab pada DPRD schagaimana dijelaskan oleh para pemohon
dalam pokok permohonan. Para Pemohon merasa dirugikan hak-hak
konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan mempunyai kewajiban hukum untuk mengajukan
permohonan uji matenil kepada Mahkamah Konstitusi. Jika dikaitkan dengan
beberapa pasal tersebut diatas, yang menyatakan bahwa KPUD bertanggung
jawab kepada DPRD, dimana DPRD sebagai lembaga politik (unsur-unsurnya
adalah partai-partai politik yang merupakan kelompok kepentingan) dan peserta
pilkada, maka sangat potensial pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara
langsung vang luber dan jurdil ndak mencerminkan adanya pemilihan yang
demokratis dan kredibel

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materiil yang
diajukan hima lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan enam belas KPUD telah
memberikan peluang bagi  Pemerintah untuk membuat regulasi vang berupa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai pay ung hukum
bagt pelakasanaan pilkada langsung Pengundangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini harus dicermati agar tidak dijadikan alat
bagi Pemerintah Pusat untuk mengokohkan posist dan intervensi dalam
pelaksanaan pilkada langsung didaerah-daerah. sehingga pelaksanaan pilkada
dapat berjalan secara luber dan jurdil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
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Beberapa matenn isi Peraturan Pemernntah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) vang saat im sudah diundangkan oleh Pemenntah adalah baik dan perlu
didukung, seperti pelepasan DPRD dari segala perannya dalam penyelenggaraan
Pilkada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pembenan kewenangan
pada KPU untuk melakukan supervisi dan bimbingan tekms kepada KPUD: serta
adanya peluang pengunduran pelaksanaan Pilkada Juni 2005

Is1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) masih harus
dikritisi lebih lanjut, hal ini dikhawatirkan pemerintah telah melampui batas
kewengannya dalam membuat regulasi berkenaan dengan pelaksanan Pilkada

_Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan fasilitasi dan dukungan
perlu diperjelas dan diperinci guna menghindari aktivitas Pemerintah yang
mengurangl independensi penvelenggara dan keadilan terhadap para peseria
Pilkada Pengambilan keputusan pengunduran Pilkada akibat bencana kerusuhan,
atau gangguan lainnya oleh Pemerintah harus didasarkan pada permintaan KPUD
yang bersangkutan. Pertanggungjawaban KPUD kepada publik hendaknya
melalui penyampaian seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada Tanggungjawab
pelaksanaan pilkada harus berada di tangan KPLID sebhagai penyelenggara yang
mandiri. Tanggungjawab im tidak boleh diambil oleh Pemenntah Pusat atau
Daerah, karena dapat menegasikan kemandirian KPUD. Hal imi untuk menjaga
dan menjamin terlaksananya Pilkada yang bersih, & demokratis.

Berdasarkan gambaran diatas, Adanya pengajuan permohonan oleh
pemohon dalam hal i diwalkaly oleh lima Lembaga Swadaya Masvarakat (LSM)
dan enam belas KPUD yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan
judicial review terhada udang-udang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, karena dengan diundangkannya Undang-Undang  tersebut, pemohon
menganggap hak-hak Konstitusionalnya telah dilanggar, dan beberapa pasal
dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah vang
mengatur  pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung berpotensi
menyebabkan pilkada tidak terlaksana secara luber, jurdil, dan demokratis.
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Karena KPUD sebagai pelaksana pilkada harus bertanggung jawab kepada
DPRD, sedangkan KPUD tidak mempunyai struktur herarkis dengan DPRD.

Dan fenomena tersebut diatas penulis tertarik uniuk mencoba mengusung
tema tersebut menjadi bahan skripsi dengan judul:
KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 072-
073/PUU-II2004 TERHADAP JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.

L.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka saya membatas
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. adalah sebagai berikut:
1. Apakah Dissenting Opinion mempengaruhi Keabsahan Putusan Mahkamah
Konstitusi
Apakah akibat hukum dengan dikabulkannya Yudicial Review oleh
Mahkamah Konstiutsi terhadap pasal 57 (1), Pasal 66 (3¢), Pasal 67(1e), dan
pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntah
Daerah?

b3

1.3 Tujuan Penulisan
Twuan penuhsan skripsi 1im antara lain:

a.Untuk mengkap dan menganalisa pengaruh Dissenting Opimon  terhadap
Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi

b.Untuk mengkajn dan menganalisa akibat hukum dengan dikabulkannya
Yudicial Review oleh Mahkamah Konstiutsi terhadap pasal 57 (1), Pasal 66
(3¢), Pasal 67(l¢), dan pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah?
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1.4 Metodologi

Penulisan sknpsi membutuhkan suatu metode penulisan vang tepat.
Metodologl merupakan cara yang digunakan dalam memahami dan mengkaji
serta menganilisis permasalahan schingga di peroleh pengertian yvang integral
(komprehensif), Metodologi  pada hakikatnya memberikan pedoman tentang
cara ilmuwan mempelajan, menganalisa dan memahami lingkunagna vang di
hadapi ( Soerjono Sockanto, 1984:6) Metodologi vang digunakan dalam skripsi
ini adalah sebagai berikut:

L4.1 Pendekatan Masalah

metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah metode pendekatan yuridis normatuf Metode vuridis normatf adalah
suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan
menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan
Judul skripsi ini, untuk selanjutnya di hubungkan dengan permasalahan vang
dibahas (Soemitro, 1990:10)

1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum,

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan
skripsi imi adalah, sebagai benkut:
| Metode Studi Kepustakaan

metode studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi,

teori-teotl, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yvang berhubungan
dengan pokok permasalahan vang dibahas ( Soemitro, 1990:98). studi kepustakan
vang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dengan mengkap dan menelaah
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia, karya
ilmiah, serta buku-buku dan literatur vang berhubungan dengan permasalahan
yang dibahas dlam skripsi i
2 Bola Salju
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Metode ini digunakan untuk mengangkat suatu tema atau topik yang akan
dibahas dalam penulisan skripsi tentunya terdapat pokok-pokok masalah yang
harus di pecahkan sehingga penulis mencari bahan hukum yang saling berkaitan
satu dengan yang lain untuk dapat mengupas masalah tersebut satu persatu,
sehingga kesimpulan yang didapat dari membaca dan meneliti bahan-bahan
hukum yang digunakan itu merupakan pemecahan terhadap pokok-pokok
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini (Philipus M. Hadjon, 1997-6)

1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Sebagai bahan kelengkapan untuk menunjang penyusunan skripsi ini, maka
digunakan berbagai sumber bahan hukum, sumber bahan hukum vang gunakan
diantaranya, sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder. dan
sumber bahan hukum tersier.
| .Bahan hukum primer
bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari teks atoritatif
vaitu peraturan pundang-undangan vang semuanya bersifat mengikat
2 Bahan hukum sekunder
bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di peroleh baik dari literatur
atau buku-buku, majalah, jurnal yang relevan dengan keperluan dalam
penulisan skripst ini (Hadjon, 1997:5)
3.Bahan hukum tersier
bahan hukum tersier adalah bahan hukum vang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer mapun bahan hukum sekunder seperti
kamus, ensiklopedia, dan lain-lamn (Soekanto, 2003°33)

1.4.4 Analisis Bahan Hukum
Analisa bahan hukum vang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah dengan metode deskriptif kualitatif, artinva suatu suatu metode untuk

memperoleh gambara secara singkat mengenai suatu permasalahan vang tidak
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didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan
norma-norma dan kaidah-kaidah hukum vang berkaitan dengan masalah yang
bahas (Soemitro, 1998:138). Setelah bahan hukum dianalisa dan dibahas
kemudian ditank suatu kesimpulan vyang dimula: dan suatu permaslahan yang
bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau dan hal-hal yang
umum menuju hal-hal yvang bersifat khusus ( Ashofa, 1998:15)
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia vang memenksa,
mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. telah menjatuhkan
putusan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia nomor 32
tahun 2004 fentang pemerimtah Daerah (vang selanjutnya di sebut Undang-
undang Pemerintahan Daerah) terhadap Undang-Undang Dasar  Republik
Indonesia (vang selanjuinya di sebut Undang-Uindang 1945) dengan perkara
Nomor 072-073/PLIL-11204.

Pihak-pihak vang mengajukan permohonan di dalam perkara ini terdin atas
dua kelompok pemohon. Pemohon pertama adalah kelompok pemohon dengan
nomor perkara 072/PUU-I1/2004 yang terdin dari Pusat Reformast  Pemilu
Indonesia(Cetro);  Yayasan  Jaringan  Masvarakat  Pemantau  Pemilu
Indonesiat JAMPPI);, Yavasan Jaringan Pendidikan Peruilu  Untuk Rakvat
(JPPR), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, Dan Kimitraan Masyarakat
Indonesial YAPPIKA), [ndonesia Corruption Watch(ICW). Pemohon kedua
adalah kelompok pemohon dengan nomor perkara 073/PULI-LI/2004 yang terdin
dari Muhammd Taufik mewakili KPU Provinsi Jakarta, Drs setia Permana
mewakili KPLI Provins: Jawa Barat, Indra Abidin mewakihh KPLI Provinsi
Banten, Hasyim Asy'ari mewakili KPU Provinsi Jawa [engah. Drs Wahvudi
Pumomo, M Phil mewakilit KPU Provinsi Jawa Timur,Suparman Marzuki
mewakili KPU Provinst Yogyakart, Irham Buana Nasution, S H. mewakilhh KPU
Provinst  sumatra  Lltara, Pattimura mewakih KPLUT Provinsi  Lampung,
Prol.Dr H.Jassin I1. Tuloli mewakili KPU Provinsi Gorontalo, Prof.. . .Razal
Abdullah, SH, mewakihi KPL Provinsi Jambi; Ahmad Svah Mirzan, Msi,
mewakili KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr Hj. Yulida Ariyvanti,SH,

it


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

1§

mewakili KPU Provinsi Riau; Dr. Ardivanta Saptawan Msi, mewakili KPU
Provinst Sumatra Selatan; HM.Zainawi Yazid, SH, mewakili KPU Provinsi
Bengkulu, Prof. DR. IL.M. Jafar Haruna Msi, mewakili KPU Provinsi kalimantan
Timur; DR. Ricard A D Siwu PhD, mewakih KPU Provinsi Sulawes1 Utara.
Pithak —pihak 1m adalah mewakilh Komisi pemilihan Umum dan beberapa
Provinst di Indonesia dan keseluruhannya selanjutnya di sebut sebagar para
pemohan.

Pemohon didalam perkara nomor O072/PUU-II2004 menyatakan bahwa
kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) perubahan
ketiga Undang-lindang Dasar 1945 Juncto Pasal 10 Undang-Undang nomor 24
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili perkara pengujian undang-undang nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Para pemohon sebagai lembaga swadayva masyarakat berbentuk badan hukum
privat yang bersifat nirlaba, merasa hak-hak Konstitusionalnya dirugikan dengan
diberlakukannya pasal-pasal tertentu dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah karena menyebabkan tidak terselenggaranya
pemilthan kepala duerah langsung dengan demokratis, [uber dan jurdil sebab
pemilihan kepala daermmh secara langsung dilaksanakan oleh suatu Komisi
Pemulihan Umum vang tidak mandin dan independen, oleh karenanya pemohon
mempunya kewajiban hukum untuk mengajukan permohonan ujt materul kepada
mahkamah konstitusi. Pokok perkara vang menjadi perhatian para pemohon
dalam permohonan 1 adalah(1) pemilu termasuk didalamnyva pilkada.(2)
Penyelenggara Pilkada langsung dan (3) independensi penyelenggaraan pilkada
secara langsung. Berdasarkan alasan atau wramian prakaranva para pemohon
memohon agar Mahkamah Konstitust membenkan putusan atas  petitum
sebagaimana tercantum didalam surat permohonan,

Pemohon didalam perakara nomor 073 /PUU-1L-2004 menvatakan bahwa
kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) perubahan
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ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 10 Undang-Undang nomor 24
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitui, bahwa Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk mengadili perkara pengujian undang-undang nomor 32 tahun
2004 tenatng Pemenntah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Para
pemohon beranggapan bahwa pemberiakuan beberapa pasal-pasal tertentu dalam
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah menyebabkan
pelaksanaan pilkada langsung tidak terlaksana secara luber dan jurdil, sehingpa
para pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Para pemohon dalam
permohonan ini menyatakan tiga hal yang menjadi pokok perkara ini yaitu
mengenai pemilu  termasuk  didalamnva adalah pilkada, independensi
penvelenggaraan pilkada langsung dan penyelenggara pilkada Berdasarakan
uraian perakaranya para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitus:
memberikan putusan atas petilum sebagaimana vang tercantun didalam surat
permohonan.

Hakim Mahkamah Konsitusi setelah membaca surat-surat bukti yang
diajukan oleh pemohon, membaca peraturan Peundang-undangan vang berlaku
dan setelah mendengar keterangan para pihak terkait baik dari pemerintah, dewan
Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum  maupun pihak-pihak lainnva
Telah memberikan putusan pada hari semn tanggal 21 maret 2005 vang
dibacakan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum
pada han selasa tanggal 22 maret 2005

Mahkamah  Konstutusi  dalam  memberikan  putusan  mempunyai
pertimbabangan hukum sebagai berikut
- Memmbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 juncto pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan vang diajukan oleh

pemohaon
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- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi para pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing) akan letapi mayontas hakim
mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa para pemohon memibk kedudukan
hukum (legal standing). Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan lebih
lanjut dalil-dalil dan petitum para pemohon dalam pokok perkara,

- Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pelaksanaan pilkada
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tenatng
pemerintah daerah bertentangan dengan prninsip independenst penyelenguaraan
Pemilihan [mum karena temyata tidak menyebutkan produk hukum
“Keputusan KPU™ untuk mengatur lebih lamjut aturan pilkada tetapr justru
diatur dalam oleh “peraturan Pemerintah™ yang semata-mata ditentukan oleh
pemerintah sendiri, dimana pemerintah berpotensi untuk ikut campur lebih jauh
dalam urusan penvelenggaraan pilkada, schingga bertentangan dengan pasal
22E Undang-Undang Dasar 1945

- Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan penyelenggara pemilu secara
nasional hanyalah KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E avat (5)
Undang-undang Dasar 1945, sehingga keberadaan KPUD  sebagaimana
ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah untuk mevelenggarakan pilkada yvang bertanggung jawab kepada
DPRD adalah mengingkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang
bersifat nasional dn mandin, KPUD scbaga penyelenggara Pilkada seharusnya
bertanggung jawab kepada KPU dan hanya memberikan laporan kepada
DPRD.

- Menimbang bahwa keterangan ahli vang diajukan oleh para pemohon
sebagaimana termuat dalam duduk perkara Pada pokoknya memperkuat dalil-
dalil para pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada
langsung yang diatur dalam Undang-undang pemenntah Daerah bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan keterangan pthak DPR dan
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pemerintah menyatakan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945

Menimbang bahwa terhadap dasar-dasar dalil para pemohon tersebut
mahkamah Konsitusi berpendapat bahwa pilkada langsung tidak termasuk
dalam kategon pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan pasal 22E
Undang-Undang Dasar 1945, namun untuk mengimplementasikan pasal 18
Undang-Undang Dasarl945 oleh karena 1tu penyelenggaraannya dapat berbeda
dengan pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar
1945,

- Menimbang bahwa Mahkamah tidak mengabulkan petitum para pemohon atas

pasal | angka 21 dan pasal 106 ayat (1) sampai dengan avat (7) Undang-
Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 mengabulkan Petitum pemohon untuk pasal 57
ayat (1), pasal 66 ayat (3) huruf ¢, pasal 67 ayat ( 1),huruf huruf ¢.dan pasal 82
ayat (2).

Mahkamah Konstitusi berdasar pertimbangan hukum diatas maka

permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagian dan memberikan putusan

sebagal berikul:

=

Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dengan menyatakan
bahwa pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat ® .. vang bertanggung
jawab  kepada DPRD"pasal 66 ayat (3) huruf ¢ “meminta
pertanggungjawaban pelaksanaan tigas KPUD™. pasal 67 avat (1) huruf ¢
sepanjang anak kalimat “ ... kepada DPRD”, pasal 82 ayat (2) sepanjang
anak kalimat * . _oleh DPRD"; undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemernintah Dacrah  bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar
tahun 1945,

Menyatakan pasal 57 ayat (1) sepamang anak kalimat ... vang
bertanggung jawab kepada DPRD™, pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta
prianggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD™ pasal 67 ayat (1) huruf e
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sepanjang anak kalimat “kepada DPRD™. pasal 82 ayat (2) sepanjang anak
killimat™..........~ oleh DPRDY’; Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah tidak mempunya kekuatan hukum mengikat;

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selebihmya;

4, Memenntahkan pemuatan putusan ini dalam benita negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinva

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum vang di pergunakan dalam penulisan sknipsi i1 adalah
berbagai Peraturan Perundang-undangan vang berlaku dan berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas dalam skripsi. diantaranya:
I. Undang-Undang Dasar 1945
Pasal | avat (2) :
Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar.
Pasal | ayat (3) ,
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 24C ayat (1)
Mahkamah Konstilusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengup undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannva diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilthan umum
Pasal 18 ayat (4)
Gubernur, Bupati, dan  Walikota masin-masing sebagai  kepala
pemerintahan  daerah provinsikabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis

Pasal 22
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|. Dalam hal-ikhwal kegentingan vang memaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang,
2. Peraturan Pemenntah itu harus mendapat  persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut,
3 Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus
di cabut.
Pasal 22E avat (1) :
Pemilihan Umum duilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia
Jujur, dan adil setiap lima tahun sckali.
Pasal 22E avat (5) :
Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilah umum vang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Pasal 10 ayat (1)
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama  dan
terakhir yang putusannva bersifat final Untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga nepara vang
kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
¢ Memutus pembubaran parta politik; dan
d  Memutus perselihan tentang hasil pemilihan umum
asal 45 ayat (7)
Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-
sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara
terbanvak

Pasal 45 ayat (8)
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Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana
dimaksud pada avat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak suara
terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi.
Pasal 45 avat (10) :
Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud
pada avat (7) dan avat (8), pendapat anggota Majelis Hakim vang berbeda
dimuat dalam putusan.
Pasal 50 :
Lindang-undang yang dapat dimohonkan untuk dioj adalah Undang-
undang vang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 51 ayat (1) :
Pemohon adalah phak vang menganggap hak dan‘atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunyva undang-undang, yaitu:
perorangan warga negara Indonesia,
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesual dengan perkembangan masvarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang,
¢. badan hukum pubhk atau privat.atau
d. lembaga negara.
Pasal 51 ayat (2) .
Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang
hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada
avat (1)
Pasal 51 ayat (3) -
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2),pemohon wajb

menguraikan dengan jelas bahwa:
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a  Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan
berdasarkan UUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; dan/atau
b, maten muatan dalam ayat, pasal.dan /atau bagan undang-
undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tabun 1945
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal | angka 21 :
Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnva disebut KPUD adalah
KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebgaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Pasal 67 huruf e .
KPUD memperanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD.
Pasal 82 ayat (2) :
Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukt melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi
pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Pasal 7 avat (1 ).
|. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun|945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Perawuran Pemenintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah:

a. Peraturan Daerah Provinsi
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b. Peraturan Kabupaten/Kota
¢. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Temtang Pemilihan Umum anggota
DPR, DPD, DPRD.
Pasal 135 ayat (1)
Pemantau pelaksanaan Pemilu dapat dilakukan oleh pemantau pemilu.
Pasal 135 ayat (2):
Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi lembaga
swadaya masyarakat, badan hukum. dan perwakilan pemenntah luar
neger.
6.Peraturan Pemerintah Penggant Undang-undang (Perpu) nomor 3 tahun 2005
tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
Pasal 236A .
Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan,gangguan
keamanan, dan/atau gangguan lamnya di seluruh atau sebagian wilavah
pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda vang
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 4
(1) Pemlihan diselenggarakan oleh KPUD.
(2) Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
KPUD Provinsi menetapkan KPUD kabupatewkota sebagai bagian
pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan
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(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.

1.3 Landasan Teori
Landasan teon vang dipergunakan didalam penulisan skripsi ini, adalah
sebagai berikut:

2.3.1Pengertian Sistem Pemerintahan

Setiap negara yang ada di dunia ini selaly menganut dan mengatur istem
pemerintahannya. Karena setiap negara selalu mempunyai Undang-Undang Dasar
atau Konstitusi, Sistem Pemerintahan vang dianut oleh setiap negara dapat kita
temukan dalam konstitusi atau undang-undang dasarnva.

Menurut Sri Soemantri yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan adalah
suatu sistem hubungan kekuasaan antar lembaga-negara. Dalam pada itu, sistem
pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-
lembaga negara vang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 (dalam Soewoto, 2004 292-293),

Sistem Pemerintahan merupakan gabungan dan dua istilah “Sistem™ dan
“Pemenntahan” Sistem adalah suatu keseluruhan, terdin dan beberapa bagian
yang mempunval  hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun
hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan 1u
memmbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibainya jika
salah satu bagian tidak bekena dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya
( Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 171) Pemenntah dalam arti luas adalah
segala  urusan  yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tdak diartikan
sebagar pemenniah yang hanya menjalankan tugas aksekutif saja, melainkan juga

meliputi  tugas-tugas lainnya termasuk legislatif’ dan yudikatif Karena itu
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membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana
pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang
menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan
kepentingan rakvat Ditimjau dari segi pembagian kekuasaannya, organisasi
pemerintahan itu dibagi menurut garis horizontal dan vertikal Pembagian
kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda
jemisnva yang menimbulkan berbagai macam lembaga didalam suatu negara,
sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua ganis hubungan
antara Pusat dan Daerah dalam sistem desentralisas: dan dekonsentrasi (Kusnardi
& Harmaily, Tbralim, 1988:171)

Menurut Moch Mahfud MD, vang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan
adalah materi konstitusi tentang wewenang dan cara bekerjanya lembaga-
lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). (Moch. Mahfud MD, 2001:72)

Pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja
antara lembaga-lembaga negara, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikanf dalam

menjalankan kekuasaannya demi menyelenggarakan kepentingan rakyat.

2.3.2 Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem

Ketatanegaraan di Indonesia

Tugas Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang menjadi kewajiban atau
tanggungjawab  Mahkamah Konstitusi sedangkan wewenang mahkamah
Konstitusi adalah hak atau kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak.

Dengan demikian pengertian tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi

adalah sesuaty yang berhubungan dengan tanggungjawab atau kewajiban dan
kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam membuat suatu keputusan ( Kamus Besar
Rahasa Indonesia, 1999:Balai Pustaka).

Tugas dan wewenang mahkamah konstitusi diatur dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Bab [I1 pasal 10,

diantaranya:
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Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:

a.Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

b.Memutus sengketa kewenangan lemabaga negara yang kewenangannva di
berikan oleh Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
¢.Memutus pembubaran partai politik; dan

d, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tugas Mahkamah Konstitusi diatur oleh Undang-UOndang Nomor 24 tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 13 avat (1), dan ayat (2).
diantaranya:

(1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan  berkala kepada
masyarakat secara terbuka mengenai:

a. permohonan vang terdaftar, diperiksa.dan diputus;

b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dimuat dalam berita berkala
vang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2.3.3 Pengertian Judicial Review

Mengenai  diakwinya  judicial review di  Indonesia, menurut  Jimly
Assimddigie. merupakan upaya pengupan oleh lembaga yudicial terhadap produk
hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislauf, eksekutif, ataupun
yudikatif. Pemberian kewenangan tersebul  kepada hakim merupakan penerapan
prinsip “chek and balences™ berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (
yang di percaya dapat lebih menjamin perwuudan gagasan demokrasi dan cita
negara hukum atau rechistaats ataupun rule of law) ( Fatkhurohman, Dian,
Aminudin, dan Sirajudin, 2004:25) .

Bilamana diartikan kata per kata tanpa mengkaitkannya dengan sistem
hukum tertentu, Toetsingsrecht berarti hak menguyi, sedangkan judicial review


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

23

berarti peninjauan oleh lembaga pengadilan sehingga pada dasarnya, kedua istilah
tersebut mengandung arti yang sama, yaitu kewenangan untuk menguji atau
memnjau. Perbedaannya adalah dalam istilah judicial review sudah secara
spesifik ditentukan bahwa kewenangan tersebut dimiliki oleh pelaksana lembaga
pengadilan, yaitu hakim ( Fatmawan 2005:5)

Baik di dalam kepustakaan maupun dalam prakiek dikenal adanva dua
macam hak menguyi. vaitu:

1. hak mengup formal (Formale toetsingrecht) dan
2. hak menguji material (matenal toetsingrecht ).

Dimaksud hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah
suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-
cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang bearlaku ataukah tidak (Sri Soemantri, 1997.6). Pengujian formal
buasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas
kompetensi institusi yang membuatnya
Menurut Prof. Harun Alrasid, hak menguyp formal adalah mengenai prsedur
pembuatan Uundanng-Undang (dalam Fatmawati 2005:12)

Dimaksud hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki
dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan 1sinya sesuai
atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah
suatu kekuasaan tertentu (verordenende mach) berhak mengeluarkan suatu
peratuaran tertentu. Pengupan  matenal  berkatan  dengan  kemungkinan
pertentangan maten atau 1si suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih
tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan vang dimiliki suatu aturan
dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum (Sn soemantri, 1997 9)

Menurut  Harun  Al-rasid hak menguji matenal adalah mengenai
kewenangan pembuat undang-undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak
dengan peraturan yvang legih tinggi (dalam Fatmawati, 2005: 12)
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Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, Judicial review merupakan
kewenangan bagi setiap hakim tanpa memandang tingkatan pengadilan pada
negara yang menganut common law sistemsedangkan pada negara yang
menganut civil law system, pengujian hanya dilakukan oleh lembaga kbusus
sehingga menjadi rancu karena membandingkan dua sistem hukum vang berbeda
sedangkan indonesia hanya menganut salah satu dan sistem hukum tersebut

dalam hal kekuasaan kehakiman (dalam Fatmawati. 2005 12-13)

2.3.4 Pengertian Dissenting Opinion

Terminologr  dissenting  opinion  bukanlah menjadi hal vang baru
dikalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi kelompok masyarakat
yang merupakan komunitas hukum yang memang secara tatanan keilmuan telah
mempelajari teori-teori maupun aplikasinya dalam bidang hukum. Prinsip dari
adanya dissenting opimion adalah adanya suatu perbedaan vang terjadi, vang di
Indonesia isu im mengemuka secara ckslusif di bidang hukum pidana Namun
dalam perkembangan 1lmu hukum, istlah itu juga mengemuka dalam hukum tata
negara seiring dengan terjadinya perbedaan pendapat diantara hakim Mahkamah
Konstitusi dalam memutus perkara ketatanegaraan. Dissenting opinion dipahami
berkenaan dengan perbedaan pendapat antara majelis hakim vyang ada
schubungan dengan kasus yang ditanganinya, dimana terdapat perbedaan antara
putusan yang dibuat oleh majehs hakim vang menangam suatu kasus tertentu
dengan majelis hakim lainnya dalam menangam kasus (An Wahyudi hertanto,
Mappi, 2005)

Didalam Black’s law Dictionary (halaman 1990: 472) vang dimaksud
dengan dissenting opinion adalah Contrariety of opinion: disagreement with the
majority; refusal to agree with something already stated or adjudged or to an act
previously performed. The term is most commonly used to denote the explicu
disagreement of one or more fudges of a court with the dicision passed by the

majordy upon a case before them. In such evemt, the non-concurringjudge is
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reported as “dissenting”. A desert may or may not be accompanied by a
dissenting opinion.( opini yang berlawanan; ketidaksepakatan dengan mayoritas;
penolakan untuk menyetujui terhadap sesuatu yang telah ditetapkan diputuskan
atau bertindak sebelum diselenggarakan: istilah inj biasanva digunakan untuk
melanjutkan ketidaksetujuan yang jelas dari satu atau lebih hakim suatu
pengadilan dengan keputusan vang disahkan oleh mayoritas pada suatu kasus
sebelumnya)

Menurut Artidjo Alkostar, definisi dari dissenting opinion sebagai berikut.
Dissenting opinion adalah suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain
(Varia Peradilan),

Menurut M. Hadi Subhan, definisi teniang dissenting opinion adalah
sebagai berikut. Dissenting opinion adalah pendapat yvang berbeda dengan apa
yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus
perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim ity kalah
suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim (
www tempointeraktif)

Setelah mekanisme dissenting opinion, maka hakim Mahkamah Konstitusi
dalam hal menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh masyarakat yang
menganggap hak-hak konstitusionalnya dilanggar dengan dikeluarkan suatu
produk undang-undang vang bertentangan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan
majelis hakim Mahkamah Konstitusi tersebut harus dimuat dalam Lembaran
Negara sesuai dengan aturan vang telah di tentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  Hal ini agar masyarakat bisa mengakses putusan-
putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi
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BAB II1
PEMBAHASAN

3.1. Pengaruh Dissenting Opinion terhadap Keabsahan Putusan Mahkamah

Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan hak uji Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemernintah Daerah yang dibacakan secara
bergantian oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan sembilan Hakim Mahkamah
Konstitusi, terdapat tiga Hakim Konstitusi yang berpendapat berbeda (dissenting
opimton). Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan
empat pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah langsung vang
pokok bahasannya menyvangkut pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kemandirian KPUD sebagai
penvelenggara Pilkada tidak mungkin dicapai kalau harus bertanggung jawab
kepada DPRD vang terdin dan unsur-unsur partai pohuk. DPRD secbagai
lembaga politik dianggap memiliki kepentingan politik dalam persaingan di
tingkat lokal dan bisa mengintervensi KPUD melalaui  wewenangnya vang
diberikan oleh Undang-undang. Karena 1w KPUD harus bertanggung jawab
kepada pubhk, Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannva tidak merinei
secara konkrit lembaga mana yang bisa merepresentasikan publik

Menurut  penelitt - senior  pusat reformasi pemilu  (Cetro) Smita
Notosusanto, dalam hal ini mewakili ima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
dan 16(enam belas) KPUD menyatakan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut adalah banci karena di satu sisi menolak Pilkada adalah pemilu di sisi
lain mengamanatkan penyelenggaraan Pilkada berdasarkan asas-asas pemilu
sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Putusan itu justru membuat kacau
dan semakin menghancurkan seluruh aspek desain pelaksanaan pemilu Pilkada
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Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa DPRD ndak berhak
membatalkan pasangan calon yang berdasarkan putusan pengadilan terbukt
melakukan money politik  alau melangar aturan Pilkada Kewenangan itu
seharusnva berada ditangan KPUD karena lembaga itulah vang menetapkan
calon. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan a confrario actus atau
pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan badan yang sama dalam
pembentukannya dan KPUD hanya melaporkan pelaksanaan pilkada kepada
DPRD. Hal ini untuk menjamin independensi KPUD dalam menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah secara langsung,

Mahkamah Konstitusi telah memutus belitan rantai parlemen lokal
terhadap KPUD sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah secara langsung
akibat desain Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemernintah Daerah
Karena putusan Mahkamah Konstitusi, KPUD | menjadi bebas dan independen
terhadap kekuatan-kekuatan plolitik lokal yang terjelma dalam DPRD.
Sayangnya, lembaga penjaga konstitusi itu tidak menyabungkan kembali
pertalian antara KPUD dan KPU yang dipaksa putus oleh parlemen pusat vang
mendasain Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Mahkamah Konstitusi juga tidak bermyali memutuskan ancaman cengkraman
pemenntah pusat dalam proses pemlihan Kepala Daerah secara langsung dengan
membunuh hak ekslusif pemenntah pusat sebagai regulator.

Argumentasi  Mahkamah  Konstitust  mengenai  independensi
penyelenggara Pilkada terbelah. D1 satu sist menvatakan, KPUD harus terjamin
independensinya dan pengaruh DPRD. Namun di sisi lain menyatakan, peran
regulasi pemerintah pusat dalam Pilkada ndak bertentangan dacngan Konstitus
Padahal, peran regulasi itu dinilai banvak pihak akan berpengaruh besar terhadap
independensi penyelenggara pilkada. Pengaruh bisa berupa, pos-pos angaran
pilkada dalam APBN di kontrol pemerintah dan KPUD sebagai penyelenggara
pilkada harus mau berkompromi dengan pemerintah pusat agar dana vang

dibutuhkan bisa di kucurkan oleh pemerintah pusat.
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epositol versitas Jembe

Pada saat mangajukan permohonan, pemohon telah menvodorkan satu
soal krusial kepada Mahkamah Konstitusi, apakah pilkada termasuk kedalam
pemilu atau tidak Jawaban atas pertanyaan ini paling tidak akan berpengaruh
pada tiga hal; vang pertama, penyelenggara pemilihan kepala daerah. yang kedua,
independensi penyelenggara pemilihan kepala daerah, dan vang ketiga. siapa
yang berhak menjadi pengadilan dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
Para pemohon tegas menyebut pilkada masuk kedalam rezim pemilu (Smita
Notosusanto, Jawa pos 23 Maret 2005)

Ada banyak alasan untuk menyebut pilkada adalah pemilu, salah satunya
adalah melihat kaitan sistematis antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar
1945. Pasal 18 ayal (4) menyebutkan kepala daerah di pilih secara © demokrans”,
sedangkan pasal 22E ayat (2) menvatakan pemilu dimaksudkan untuk memilih
presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perlu di catat
pesan yang terkandung dalam pasal 22E ayat (1) yang menyatakan pemilu
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur. dan adil
(jurdil).

Makna dipilih secara “demokrats” dalam pasal |8 avat (4) membenkan
alternatif bagi pembuat Undang-undang untuk memilth cara memilih kepala
daerah secara langsung atau tdak langsung Tapi, Pembuat Undang-undang
memilih cara permilihan secara langsung, apalagi kemudian mengadops: asas-asas
pemilu luber dan jurdil, adalah sangat beralasan untuk mengaitkan pemilihan
kepala daerah langsung dengan pemilu. Pasal 22F ayat (2) Undang-undang Dasar
1945 harus ditafsirkan secara lebih ckstensif menyangkut pemilihan Kepala
Dacrah secara langsung.

Dengan paradigma yang jelas bahwa pemilihan kepala dacrah adalah
bagian dari pemilu, instrumen-instrumen lanjutan pemilu harus pula dipaka
dalam pilkada. Wewenang untuk menyelenggarakan pilkada tidak pada KPUD
secara sendin-sendiri, melainkan diletakkan di pundak KPU secara nasional

Kewenangan regulasi membuat aturan lebih lanjut berkenaan dengan pemilihan
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kepala daerah langsung tidak diberikan kepada pemerintah, tetapi harus oleh
KPU sendiri seperti halnya pada pemilu tahun 2004, terakhir Mahakamah
Konstitusi sendirilah, yang harus menyelesaikan sengketa pemilu, ndak boleh
diserahkan kepada Mahkamah Agung Jalan pikiran 1mi, sayangnya tdak
diterima oleh Mahkamah Konstitusi, hanya terjelma dalam pendapat minoritas
hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan vang akhimya mengajukan
dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,

Mahkamah Konstitusi hanva menafsirkan pemilihan kepala daerah
langsung kedalam pengertian pemilu, dalam arti matenal, tetapi udak
mengartikan pemilu dalam arti formal sebagaimana diatur dalam pasal 22E
Undang-undang Dasar 1945 Bagi Mahkamah Konstitusi, bisa saja pilkada
dimasukkan ke dalam pemilu dengan Konsekuensi penyelenggara dan pembuat
regulasi pilkada adalah KPU, lalu pengadilan sengketa hasil pemilu adalah
Mahkamah Konstitusi. Namun, apabila pembentuk Undang-undang nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur hal yang lain, bagi Mahkamah
konstitusi, tidak pula keliru Mahkamah Konstitust hanya meyampaikan pesan
dalam pertimbangan hukum, “untuk masa vang akan datang diperlukan lembaga
penyelenggara  pemilu  yang independen, profesional, dan mempunyai
akuntabilitas untuk menvelenggarakan pemilu di indonesia yang fungs: tersebut
seharusnya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum  sebagaimana dimaksud
oleh pasal 22E Undang-undang Dasar 1945 dengan segala perangkat
kelembagaan dan pranatanya ™

Putusan Mahkamah Konstitusi vyang serba tanggung, tidak bisa
diklasifikasikan sebagai konservatilf dan juga masih jauh untuk dikatakan
progresif, karcna putusan mahkamah konstitusi, hanya mencan selamat untuk
dirinya sendiri. Menurui Chaster James Antinieau (Kompas, 30 Apnl 2005) ada
lima metode penginterpretasian konstitust; (1) literal dan legalistik, (2) kaku dan
dangkal, (3) progresif, (4) purposif atau berdasar maksud pembuat konstitusi,
dan (5) liberal. Suatu keputusan pengujian keputusan konstitusi sebaiknya tegas
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mengambil salah satu paradigma metode interpretasi konstitusi. Putusan
Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada tidak tegas dan mengambil salah satu
paradigma interpretasi itu, dan hanya mengabungkan pendekatan literal sekaligus
progresif. Suvatu metode menggabungkan interpretasi vang absurd dan
memperpanjang ketidakjelasan konsep Pilkada

Padahal untuk mengakhin kesemrawutan konsep pilkada, Mahkamah
Konstitusi harus berani dan tegas guna mengawal konstitusi Menggunakan
metode literal akan ketinggalan zaman, sebagaimana menggunakan motede
progresif akan di cap kebablasan Namun, ketegasan sikap itu, akan
menghadirkan Mahkamah Konstitusi vang jelas jenis kelamin dan pendiriannya,
bukan Mahkamah Konstitusi yang hanya “cari selamat™ sendiri. Kalau putusan
hukum Mahkamah Konstitusi sudah mulai kompromistis, seperti kebanyakan
penyusunan perundang-undangan oleh lembaga politik, maka Mahkamah
Konstitusi akan terperosok pada penyakit bangsa vang selalu ragu dan akhirnya
memilih jalan tengah vang aman, padahal membahavakan.

Dalam vonis yang bersifat final dan mengikat, menjelis hakim Mahkamah
Konstitusi sebenarnya tidak bersuara bulat. Diantara sembilan hakim Mahkamah
Konstitusi, tiga hakim Mahkamah Konstitust berbeda pendapat atau dissenting
opinion. Sesual dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 24
tahun 2003 tentang Mahkamh Konstutus:i, Khususnva Pasal 45 avat (1)
menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara  berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan
alat bukti dan kevakinan hakim. Lebih lanjut pasal 45 ayat (7) menegaskan jika
dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh
tidak dapat di capai kata mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak
Bahkan, jika dalam musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara
terakhir ketua sidang pleno hakim Mahkamah Konstitusi menentukan. Pasal 45
ayat (10).menegaskan bahwa apabila dalam hal putusan tidak tercapai mufakat
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bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan avat (8), pendapat anggota majelis
hakim yang berbeda di muat dalam putusan.

Sekalipun dalam putusannya, hakim Mahkamah Konstitusi terjadi
dissenting opinion atau berbeda pendapat dalam menafsirkan pasal vang
diajukan oleh pemohon untuk di judicral reveiw, tidak akan mempengaruhi
keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi, karena pada akhimya, mekanisme
vang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penentuan putusannya dengan
cara suara terbanyak atau voting, dan itu merupakan cerminan dan negara yang
menganut paham demokrasi. Dengan kata lain, suara mayoritas hakim Mahkmah
Konstitusi 1tulah vang dijadikan dasar untuk memutus perkara vang diajukan oleh
pemohon dan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi murm bersandarkan pada
logika hukum bukan logika polink, karena dalam memutus perkara
ketatanegaraan hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan konstitusi sebagai
parameter mutlak dalam setiap menjatuhkan putusan. Apabila tenjadi dissenting
opimon atau perbedaan pendapat, maka pernyataan masing-masing hakim vang
mengajukan pendapat berbeda harus di muat dalam putusanya, hal ini untuk
menunjukkan pada publik atau seluruh rakyat Indonesia bahwa putusan itu telah
dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas. Disamping agar pencan
keadilan (justiabelen) tidak merasa ditipu dan dikhianati oleh lembaga pengadilan
seperti pengalaman pada orde-orde sebelumnya.

3. L1LPengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia atau sening disebut
scbagar hak menguj  atau judicial review, tidak dapat dilepaskan dari
kemandirian kekuasaan kehakiman (Independemt Judiciary), karena judicial
review pada dasarnya merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi “independent
Judiciary ”. Hak menguj pada hakekatnya merupakan inherent dengan kekuasaan
kehakiman, Hak menguji merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam
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menjalankan fungsi mengadihi. Demi hukum itu sendirt, maka diadakan lembaga
hak mengup vaitu Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak konstitusional
warga negara yang dijamin dalam Undang-undang Dasar, karena ndak jarang
peraturan perundang-undangan yang di produk oleh legislanf dan eksekutif
melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar sebagai hukum dasar
yang harus dijadikan rujukan oleh pembuat Undang-undang (Bambang Sutiyoso
dan Sri Hastuti Puspita sari, 2005: 107)

Suatu produk peraturan perundang-undangan yang berfentangan dengan
Undang-Undang Dasar atau tidak sesuai dengan aspirasi masvarakat harus diubah
dan dicabut, dan lembaga yang berwenang untuk mengubah atau mencabut
adalah pembentuk Undang-undang itu sendin. Akan tetap apabila pembentuk
Undang-undang itu sendini tidak mampu mengubahnya, maka tugas hakimlah
untuk menyesuaikan dengan perkembangan, dengan cara menilai, menafsirkan
atau mengujinva, dalam konteks Indonesia tugas tersebut di serahkan pada
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yvang paling berwenang untuk menilainya
dan mengujinya.

Mahkamah Konstitusi vang dibentuk pada tahun 2003 dengan Undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beranggotakan (9
sembilan) orang hakim yang diketuai oleh seorang hakim yang dipilih dari hakim
Mahkamah Konstutusi. Dalam hal memutus permohonan yang diajukan oleh
pemohaon, hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan vang diajukan oleh
pemohon dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam sidang pleno vang harus
dihadin oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi kecuali dalam keadaan luar
biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim Mahkamah Konstitusi vang dipmpin oleh
ketua Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan empat pasal pada
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)
menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menyvambut baik pembatalan
itu. Tapi, yang lain menganggap itu sebagai keputusan yang bias dan tetap
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menguntungkan parpol besar. Perbedaan pendapat juga terjadi didalam tubuh
hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan yang diajukan oleh
lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan enam belas KPUD, perbedaan
pendapat dikalangan hakim tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah
dissenting opinion.

Doktrin dissenting opinion sebenarnya lahir dan berkembang dalam
negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law atau negara Anglo-
Saxon, sepertt Amernika dan Inggris. Di Indonesia sendirt yang sebagian besar
hukumnya masih menganut sistem hukum Fropa Kontinental sebelumnva juga
tidak menganut sistem dissemting opinion. Hanya, jika terjadi perbedaan pendapat
antar anggota dalam suatu mejelis hakim. maka pendapat vang berbeda dari salah
satu anggota majelis tersebut, dicatatkan dalam sebuah buku rahasia vang
disimpan oleh ketua pengadilan. Namun seiring dengan berjalannva waktu dan
kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas penegak hukum di Indonesia,
maka sistem disennting opinion diadopsi dalam sistem hukum indonesia sebagai
bentuk pertanggung jawaban lembaga kehakiman terhadap seluruh rakyat
Indonesia ( Hertanto,Ari Wahyudi, Mappi Februari 2005). Sistem ini juga
diadopst dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
konstitusi khususnya pasal 45 ayat (1) sampai ayat (10).

Dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi telah diatur secara eksplisit
bahwa hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda pendapat dapat menyertakan
perbedaan pendapatnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kurun
waktu dua (2) tahun Mahkamah Konstitusi berdiri di Indonesia sudah lebih dari
iga putusan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya memuat dissenting opinion.
Doktrin dissenting optmon sudah mendapat legalitas yang sempumna dalam
sistem hukum Indonesia, khusunva dalam hukum tata negara dan kondisi ini
diadopsi dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
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Hakekat adanva dissenting opinion adalah untuk memberikan
akuntabilitas kepada masvarakat pencari keadilan (justiabelen). Hakim
Mahkamah Konstitusi akan menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon
yang menganggap hak-hak konstitusionalnya dilanggar Undang-undang nomor
32 tahun 2004 tentang Pemernntah Daerah khususnya yang mengatur pemilihan
Kepala Daerah secara langsung merupakan salah-satu kasus Undang-undang
vang melanggar hak-hak konstitusional warga negara Schingga pada saat,
memutus Undang-undang nomor 32 tahu 2004 tentang Pemerintah Daerah, hakim
Mahkamah konstitusi terjadi dissenting opmion. Sedangkan disisi lain dissenting
opinion sendin merupakan instrumen yang memberikan kebebasan kepada hakim
untuk menemukan hukum yang tumbuh didalam masyarakat Bahkan jika
seorang hakim dalam menangani suatu kasus dihadapkan pada pilihan antara
menggunakan dasar konstitusi atau perangkat hukum vang bertentangan dengan
konstitusi, padahal keduanva relevan pada kasus vang ditangaminya, maka hakim
dalam memutus perkara ketatanegaraan harus menggunakan konstitusi scbagai
sandaran mutlak dalam memutusnya.

Teon tentang Mahkamah Konstitusi pertama kali di kembangkan oleh
Hans kelsen ketika dia merancang konstitusi Austria pada tahun 1920 menurut
Kelsen, tugas Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator vang
menjalankan fungsi lemslasi secara negatif yang berarti badan peradilan
mengawasi proses pembentukan Undang-undang vang dijalankan oleh parlemen
Dengan kata lain, Mahkamah Konstitus: mitra dan parlemen dalam membuat
kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang (Kompas, |11
April 2005).

Di indonesia saat ini Mahkamah Konstitus: sedang terjebak diantara dua
kutub. Apakah Mahkamah Konstitusi harus lebih agresif memainkan peran
sebagai pembuat kebijakan atau hanya menvelesaikan kasus-kasus yang muncul
di meja mereka dan mengembalikan proses pembuatan kebijakan kepada DPR.

Mahkamah Konstitusi sadar betul bahwa perannva akan selalu membawa
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kontroversi dan oleh karena itu mereka sangat hati-hati. Oleh karena itu, bisa
dipahami bahwa sering kali Mahkamah Konstitusi hanva memberikan kerangka
pemikiran besar dan selanjutnva diserahkan kepada pemernintah dan DPR.

Dalam proses pengambilan putusan, alur yang harus digunakan oleh
Mahkamah Konstitusi tetap harus mengacu pada aturan yang telah ada, vaitu
Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitust. Dimana
dalam Pasal 28 ayat (1) vang menegaskan bahwa * Mahkamah Konstitusi
memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi
dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa
dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua Mahkamah
Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) dalam hal ketua Mahkamah
Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebgaimana di maksud dalam
ayat (1), sidang di pimpin oleh Wakil Ketus Mahamah Konstitusi. Begitu juga
jika dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada
waktu yang bersamaan, sidang pleno di pimpin oleh ketua sementara vang di
pilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi, Dan dalam Pasal 28 avat (4)
juga mengaskan bahwa sebelum sidang pleno schagaimana dimaksud pada ayat
(1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdin
atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memenksa yang
hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan dan putusan
Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk wmum,

Dalam pengujian terhadap Undang-undang nomor 32 tahun 2004 entang
Pemerintah Daerah, Mahkamah Konstitusi telah melewat semua persyaratan
vang ditentukan dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Kostitusi, Dimana semua mekanisme telah di penuli oleh hakim Mahkamah
Konstitusi, mulai memeriksa, mengadili, dan membentuk panel hakim yang
anggotanya fterdiri atas sekurang-kurangya 3 (tiga) orang hakim Kkonstitusi,
sampai pada pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Maka secara legal-

formal alur putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan judicial review
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Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diajukan
oleh pemohon telah sah, baik dari segi hukum formalnya maupun hukum
materialnya dan para pihak yang mangajukan permohonan harus menerima
putusan Mahkamah Konstitusi dengan jiwa yang demokratis. Karena hakim
Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terhadap Undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menggunakan konstitusi

sebagai parameternya.

3.1.2.Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi atas Pasal-Pasal vang di

Judicial Review

Pendapat hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal yang di judicial
review dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
yang mengatur pemiliha kapala daerah secara langsung Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi
mengemukakan Pendapat Berbeda (Dissenting Opimon) diantara hakim
Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H, sebagai hakim anggota berpendapat
bahwa:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung, menurut
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberlakukan pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pilkada langsung)
Dari sudut pandang konstitusi, Pilkada langsung adalah Pemilihan Umum,
sebagaimana dimaksud Pasal 22 E ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 22
E ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi . Pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Juridische vraagstuk = Tatkala pemilihan anggota Dewan Perwakilan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

37

Rakyat Daerah (DPRD) tergolong pemilihan umum (Pemilu) dalam makna
general election menurut Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, mengapa niat Pilkada langsung tidak termaktub
dalam pasal konstitusi dimaksud? Hal dimaksud harus diamat dan sudut
penafsiran sejarah (‘historische interpretatie’). Pasal 22 E ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku di kala
Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, diputuskan dalam Rapat Paripumma MPR-RI ke 7 (lanjutan 2), Sidang
Tahunan MPR-RI di kala tanggal 9 November 2001. In kala itu. Pilkada
langsung belum merupakan gagasan (ide) konstitusi dari Pembuat Perubahan
Konstitusi. Pembuat Perubahan Konstitusi belum merupakan idee drager atas
Pilkada langsung. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menganut
sistem pemilihan secara tidak langsung, sebagaimana termaktub pada Pasal 18
ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, berbunyi: “Gubernur, Bupati dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan
kota dipilih secara demokratis.” Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945
berlaku atas dasar Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945 dikala tanggal
18 Agustus 2000, menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara tidak langsung, sebagaimana dianut dalam Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdahulu, yakm Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dipthh oleh DPRD. Tatkala Perubahan Ketiga Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di kala tahun 2001,
Pembuat Perubahan Undang-undang Dasar belum termyata mengadopsi sistem
Pilkada langsung dalam konstitusi. Tatkala Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemenntahan Daerah memberlakukan sistem Pilkada langsung
maka scharusnya secara konstitusional, Pilkada langsung digolongkan selaku
PEMILU menurut Pasal 22E ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Namun
pembuat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 keliru tatkala Pilkada langsung
dirujuk pada Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang mencerminkan
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moment opname Pilkada secara tidak langsung menurut Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999, bukan me-refer Pasal 22E ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
Manakala Pilkada langsung dipandang tergolong PEMILU menurut Pasal 22E
ayat (2) Undang-udang Dasar 1945 maka penyelenggara Pemilu bisa KPU namun
dapat pula KPUD. Jika KPU selaku institusi dimaksudkan untuk menjabarkan
Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 maka Pilkada langsung dapat saja
diselenggarakan oleh KPU. Secara mandatum, KPU dapat menugaskan kepada
KPUD-KPUD selaku pelaksana (mandatans) Pilkada langsung di daerahdaerah.
Namun tatkala Pilkada langsung dikaitkan dengan sistem pemernntahan otonomi
daerah dalam kaitan negara kesatuan maka beralasan pula manakala pelaksanaan
Pilkada langsung pada tataran daerah otonom diselenggarakan oleh KPUD.
Pelimpahan kewenangan pemenntahan darit  Pemerintah Pusat kepada
Pemerintahan Daerah (otonomi) berlangsung secara delegation of authority,
bukan mandatum. Semua beralih kepada daerah otonomun (dengan beberapa
kekecualian), termasuk Pilkada langsung Pembuat Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 membuat konstruksi hukum pelimpahan kewenangan secara
delegation of authority, dalam rangka penyelenggaraan Pilkada langsung, vakm
dari KPU kepada KPUD. Tatkala terjadi pelimpahan kewenangan
penyelenggraan Pilkada langsung atas dasar delegasi maka KPLI kehilangan
kewenangan dimaksud, semua beralih kepada KPUD Pemberian “wewenang
khusus' kepada KPUD selaku penyelenggara Pilkada langsung, sebagaimana
dimaksud pada Pasal | butir 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bermakna
kewenangan atas dasar delegation of authority. Konsekuensi lainnva. ketika
disepakati bahwa Pilkada langsung adalah PEMILU menurut Pasal 22E ayat (2)
UUD 1945 maka kewenangan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada
langsung adalah Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945,
bukan Mahkamah Agung Frasa kalimat konstitusi yang menyebut kewenangan
Mahkamah Agung adalah mencakupi, “ .. wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang”, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24A avat (1) UUD 1945
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fidak dapat dipahami sebagai pencakupan kewenangan memutus perselisihan
hasil pemilihan umum karena hal dimaksud tidak termasuk rechisprekende
Sfunctie yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung sehubungan dengan
mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan lain dari Mahkamah
Agung, sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
adalah kewenangan yang diberikan atas dasar undang-undang dalam arti wer,
Cresetz, bukan constitutionele bevoegheden dalam arti Undang-undang Dasar atau
Girundgesetz. Constitutionele bevoegheden dalam hal mengadili perselisihan hasil
pemilihan umum hanya pada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24 C avat
(1) Undang-undang Dasar 1945. Kewenangan dimaksud diberikan oleh pembuat
konstitusi, tidak dapat disimpangi dengan menyerahkan kewenangan justisial
semacamnya kepada de weigever. Seyogianva Mahkamah mengabulkan semua
permohonan Para Pemohon, kecuali vang berpaut dengan Pasal 1 butir 2]
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 manakala status KPUD selaku
penyelenggara Pilkada langsung adalah dalam kaitan selaku penerima delegasi.

2, Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., scbagai hakim anggota berpendapat
sebagai benkut.

I. Meskipun nampaknya tidak ada yang tidak sependapat, bahwa pemlihan
kepala daerah secara demokratis seperti yang ditentukan oleh Pasal 18 ayat
(4) Undang-Undang Dasar 1945 oleh pembentuk Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah telah ditafsirkan sebaga
“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala dacrah dalam satu pasangan
secara lungsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan [vide Pasal 24
ayal (3)f", tetapi nampaknya, paradigma berpikir yang dipakai dalam
memaknar pemilihan kepala daerah secara langsung (disingkat Pilkada
langsung) bisa berbeda-beda.

2. Pembentuk Undang-undang berangkat dari paradigma bahwa Pilkada langsung

adalah urusan penyelenggaran pemerintahan daerah, sehingga termasuk rezim
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hukum pemerintah daerah dan tak ada kaitannva dengan pemilihan umum
(Pemilu) dan hukum Pemilu menurut Pasal 22F Undang-undang Dasar 1945,
meskipun secara tdak segan-segan mengadopsi prinsip-prinsip hukum
pemilu, dan bahkan meminjam aparat Pemilu, yaitu KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang merupakan aparat dan bagian yang tak terpisahkan
dengan KPU dengan “diberi baju” KPUD, sehingga lepas ikatannya dengan
KPU dan ruh independensinya dikurangi, antara lain harus bertanggung jawab
kepada DPRD, untuk menjadi penyelenggara Pilkada langsung. Sementara
itu, para Pemohon berangkat dari paradigma bahwa Pilkada langsung tak lain
adalah Pemilu, oleh karena itu harus tunduk pada hukum Pemilu, sehingga
semua  prinsip-prinsip Pemilu harus dianut oleh Pilkada langsung
penyelenggara dan wewenang regulasinya harus ada pada KPU,

. Ketentuan-ketentuan tentang Pilkada langsung vang didesain pembentuk
Undang-undang melalui Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 telah dibuat sedemikian rupa dalam perspektif
pemberian peran yang besar kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengendalikan Pilkada langsung dengan
mengabaikan peranan KPU sebagai sebuah lembaga negara yang bersifal
nasional, tetap, dan mandin. Pencomotan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dari mata rantai ikatannya dengan KPU dengan diberi label
KPUD adalah sebuah desain untuk melumpuhkan kemandinannya sebagai
penyelenggara Pilkada langsung Sehingga, pengabulan beberapa petitum
permohonan justru malah akan merusak seluruh desain bangunan Pilkada
langsung yang memang bersandar pada sebuah paradigma tertentu
Sebaliknya, permohonan Para Pemohon yang berangkat dari paradigma
Pemilu dalam desain Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945, pengabulan
sebagian dari pefitum permohonannya, tidaklah bermakna apa-apa jika
dikaitkan dengan alur penalaran hukum yang mendasari dalil-dalil dalam
positanya. Oleh karena itu, dalam menyikapi permohonan pengujian pasal-
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pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Pilkada
langsung tersebut, seharusnya Mahkamah berdiri pada titik tolak yang jelas
dan tidak mendua, yaitu bahwa “Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara
demokratis adalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada
langsung), Pilkada langsung adalah Pemilu, dan Pemilu adalah Pemilu vang
secara substansial berdasarkan prinsip-prinsip vang ditentukan dalam Pasal
22E Undang-undang Dasar 1945" Dengan titik berdin yang jelas tersebut,
amar putusan Mahkamah akan berada dalam dua alternatif yang ekstnim,
vakni; Menerima seluruh dalil para Pemohon dengan amar menyatakan
seluruh pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 vang terkait Pilkada
langsung mulai Pasal 56 sampai dengan Pasal [ 19 tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, jadi bersifat ultra-petitum, karena jika hanya sebagian vang
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat justru akan merusak
seluruh bangunan hukum Pilkada langsung vang paradigmanya bukan
paradigma Pemilu. Putusan ultra-petitum pernah dilakukan Mahkamah dalam
kasus permohonan pengujian Undang-undang Ketenagalistrikan, sebab kalau
vang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya pasal-
pasal yang tercantum dalam peritum yang nota bene adalah “pasal Jantung”
Undang-undang dimaksud, malah akan timbul kekacauan. Maka, apabila “ruh
Pemilu" dijadikan ruhnya Pilkada langsung, mutatis  mutandis  akan
meruntuhkan desain bangunan Pilkada langsung yang semula tidak diberi ruh
Permilu; Menerima seluruh dalil dan argumentas: para Pemohon, ftetapi
amarnya justru sebaliknya, vaitu menolak seluruh petitum  permohonan,
karena memang sangat disayangkan bahwa petitum yang dimohonkan tidak
“match” dengan seluruh dalil dan argumentasi permohonan para Pemohon
mungkin juga para Pemohon memang bingung, sebab  desain seluruh
bangunan sistem Pilkada langsung tidak bertumpu pada paradigma Pemilu,
sehingga jika akan diberi paradigma Pemilu, mestinya Para Pemohon munta

seluruh pasal vang terkait Pilkada langsung dinyatakan tidak mempunyai



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

kekuatan hukum mengikat. Atau, pada dasarnya ingin berada pada titik berdiri
(stand point) pembentuk undang-undang dengan seluruh paradigmanya, vang
hasilnya pasti juga akan menolak seluruh permohonan para Pemohon
4. Mahkamah sebagai “the guardian of constitution”, seyogyanva memberikan
pencerahan dalam membangun sistem ketatanegaraan dan sistem demokrasi
Indonesia vang berkelanjutan (sustainable democracy), bukan demokrasi
yang patah-patah, “mulur mungkret”, sepert gelang karet Sebab, semua
demokrasi modern memang melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua
pemilihan adalah demokrans. Pengalaman Indonesia selama tiga dasa warsa
Orde Baru selalu ada ritual pemilihan (Pemilu dan Pilkada), tetapi udak bisa
dikwalifikasi sebagai pemilihan vyang demokratis Apakah kita akan
mengulangnya dengan Pilkada langsung versi Undang-undang Nomor 32
Tahun 20047 Padabal amanah Konstitusi vang tercantum dalam Pasal 18
ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan kepala daerah harus
dipilih secara demokratis, yang harus memiliki ukuran-ukuran tertentu,
seperti ada tidaknya pengakuan dan perlindungan HAM, adanva
kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada langsung yang bisa menghasilkan
pemerintahan daerah yang legitimate, dan terdapat persaingan yang adil dan
para peserta Pilkada langsung. Ukuran-ukuran tersebut harus tercermin
dalam electoral laws (asas, sistem, hak pihih, penyvelenggara, dan lain-lain)
dan electoral process (peserta, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan
suara, penentuan hasil dan penyelesaian sengketanva, dan lain-lain) y
5. Pada akhirnya, dengan kesadaran bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang
tidak sckali jadi, maka apa boleh buat, apabila Pilkada langsung yang
demokratis yang menjadi obsesi rakyat selama ini, dengan Undang-undang
yang sebagian ketentuannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,
pelaksanaannya justru tidak akan “seindah warna aslinya”. Mudah-mudahan,
di masa depan, peraturan perundangan-undangan yang terkait Pilkada
langsung bisa dibuat lebih responsif yang mampu menangkap hakikat dan
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makna pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana diamanatkan
Konstitusi.

3. MARUARAR SIAHAAN, S.H, sebagai hakim anggota berpendapat bahwa .

Permohonan pemohon untuk seluruhnya seyogianya dikabulkan, dengan

alasan sebagaimana diuraikan di bawah i, Permohonan Para Pemohon

sesungguhnya dapat dinilai dan dipertimbangkan dengan menjawab pertanyaan

mendasar sebagal berikut:
|. Apakah Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor

ra

32 Tahun 2004, sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar
1945, merupakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam
Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945 atau dipandang hanya termasuk dalam
Pemenntah Daerah.

Apakah KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala dacrah yang
bertanggung jawab kepada DPRD dapat dipandang sebagai independent atau
mandiri dalam melaksanakan pemilihan secara langsung, bebas dan rahasia
serta jujur dan adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 22E ayat (1) dan
ayat (5) Undang-undang Dasar1945 Sebelum menjawab kedua pertanyaan
pokok tersebut, maka menjadi penting untuk diuraikan bahwa dalam proses
pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, maka dalam
menemukan arti yang terkandung dalam norma Undang-undang Dasar 1945,
dilakukan interpretasi dan konstruksi oleh MK sebagai penafsir (interpreter of
the constitution) dan sebagai pengawal Konstitusi (guardian of the
constitution), dan batu ujian vang digunakan adalah Undang-undang Dasar
1945 itu sendiri. Salah satu ciri konstitusi sebagai dokumen hukum, adalah
bahwa dia dimaksudkan untuk dapat bertahan lama sehingga harus memiliki
jangkauan jauh ke depan dengan rumusan vang sifatnya umum agar dapat
menyesuaikan din kepada perkembangan dan tafsiran tidak hanya didasarkan
pada teks Undang-undang Dasar maupun maksud pembuat Undang-undang
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Dasar waktu istilah tertentu diadopsi pada saat pembuatan Undang-undang
Dasar, tetap harus juga memperhatikan sejarah, keadaan yang berkembang
pada waktu pembuatan Undang-undang Dasar atau perubahannya, konteks,
tujuan, dan struktur dan satu konstitusi. Nilai-nilai, tujuan dan filosofi atau
pandangan hidup yang mendasari batang tubuh Undang-undang Dasar
sebagaimana terlihat dalam pembukaan (preambule) merupakan nilai internal
yang tidak dapat diabaikan dalam menafsir konstitusi; Dalam seluruh keadaan
itulah  melihat konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara, vang
berkembang dan tumbuh (evolving constirution) sebagai satu instrumen
pemerintahan yang diharapkan bisa bertahan dan mengatur kekuasaan
pemerintahan  dalam dalil-dalil yang lebih umum, yang membutuhkan
pendekatan tidak secara tunggal. Di satu saat pendekatan dan penafsiran dapat
lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan jika dilakukan dengan metode
penafsiran ftertentu, di lain saat pendekatan kesisteman akan memenuhi
kebutuhan dalam perkembangan zaman, Berdasarkan latar belakang pendirian
demikian, akan dinilai dan dipertimbangkan masalah-masalah pokok vang
terkandung dalam permohonan para pemohon sebagai berikut:

Pemilihan kepala daerah masuk pemilu atau Pemerintahan Daerah.
Permohonan Para Pemohon yang berpendapat bahwa aturan dalam Pasal 24
ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan “Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang
bersangkutan”, seharusnya termasuk pemilihan umum, sehingga seharushya
pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) merujuk pada Pasal 22F avat (1) dan avat (5),
dimana pemilihan umum  untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota
scbagai Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil yang diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum vang
bersifat nasional, bebas dan mandiri. Tidak dapat dihindan jikalau pendekatan
kesisteman juga dijadikan dasar untuk menafsir Undang-Undang Dasar 1945,

_—
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maka apa yang menjadi infent (maksud) pembuat perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 tidak dapat dilihat secara berdiri sendiri, melainkan harus juga
mempertimbangkan proses dan sejarah perubahan yang dilakukan secara
parsial (bertahap) sehingga konsep yang seharusnya dapat operasional
digunakan membangun sistem, tidak menjadi berkurang artinva. Dilihat
secara harfiah, terpisahnya pengaturan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden,
DPR, DPRD dan DPD dari Kepala Pemerintahan Daerah tampaknya seolah-
olah tidak keliru mengkategorikan Pilkada bukan termasuk Pemilihan
Umum. Tetapi penyebutan anggota DPRD dalam Pasal 22F ayat (2) a quo
tidak harus ditafsir secara limitatif, karena justru menurut Pasal 3 avat (1)
Undang-undang Nomeor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: (a) pemerintah
daerah provinsi yvang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD
provinsi, (b) pemenntah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah
daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota”, dalam Bagian Kesatu Bab
IV diatur tentang penyelenggara pemerintahan, dalam Pasal 19 ayat (2)
dinyatakan "penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah
dan DPRD". Hal itu telah menyebabkan argumen Pemerintah dalam
keterangan tertulisnya tanggal 7 Februari 2005 menjadi tidak tepat dengan
menyebut bahwa substansi Pasal 18 ayat (4) berbeda dengan substansi Pasal
22E, meskipun ada unsur yang sama yakni upaya demokratisasi dalam
penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan keterangan tertulis
dari Pemerntah. Justru hemat kami, argumen tersebut mendukung kebenaran
tafsiran bahwa Pilkada sevogianya dimasukkan dalam Pasal 22E, karena
pembuat Undang-undang juga dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang a quo
menyebut secara tegas bahwa “Presiden dan Pemerintah Daerah serta DPRD
adalah penyelenggara Negara”, oleh karena mana kategori Presiden,
DPR.DPD, Kepala Daerah dan DPRD merupakan penyelenggara negara yang
tidak harus dipisahkan pengertian pemilihannya dalam upaya demokratisasi
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dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia vang berlangsung secara
nasional dan tidak dibeda-bedakan. Hal ini timbul karena terjadinya
Perubahan Undang-undang Dasar 1945 secara parsial dimana Pasal 18 avat
(4) merupakan hasil Perubahan Kedua yang berada dalam Bab VI tentang
Pemenntah Daerah dan Pasal 22E merupakan hasil perubahan ketiga vang
diletakkan dalam bab baru yaitu Bab VI1IB tentang pemilihan umum. Sesuai
dengan asas perundang-undangan yang berlaku juga dalam Undang-Undang
Dasar, secharusnya pembuat Undang-undang membaca dan menafsirkan Pasal
18 ayat (4) dalam konteks perubahan ketiga vang menghasilkan Pasal 22F
dalam Bab VIIB tersebut, schingga tidak bisa ditafsir lain bahwa pemilihan
Kepala daerah secara demokratis dalam Pasal 18 avat (4) Undang-l/ndang
Dasar 1945 adalah dengan Pemilihan Umum vang dimaksud Pasal 22E Bab
VIIB Undang-Undang Dasar 1945 Jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dalam
Pasal 22E Bab VIIB tersebut seharusnya mendasari pelaksanaan Pasal 18 avat
(4) dalam bentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Sistem pemilihan
umum dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima
tahun sekali oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap
dan mandiri, adalah sistem dan asas yang (elah ditetapkan oleh Pembentuk
Undang-Undang Dasar 1945 untuk rekruitmen secara demokratis pejabat
pejabat penyelenggara pemenntahan, yang harus menjadi mekanisme
standard yang berlaku sama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Meskipun pemilihan kepala daerah diatur dalam Bab VI Undang-Undang
Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah, namun pemilihan pejabatnya sama
dengan Bab [II tentang Kekuasaan Presiden yvang menyebut pemilihan
Presiden/Wakil Presiden dan Bab VII tentang DPR dan Bab VIIA tentang
DPD, masing-masing menyebul juga rekrutmennya dengan pemilihan tetapi
kemudian disebut juga dalam Bab VIIB tentang Pemilthan Umum. Konstitusi
adalah kerangka kerja organisasi kenegaraan, vang memuat asas atau prinsip

yang pokok, sedang rincian lebih jauh akan dilakukan pembuat undang-
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undang. Asas atau prinsip tersebut akan menyangkut kategori yang boleh
meliputi organ, kewenangan dan proses penetapan orang-orang yang duduk
untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Oleh karena itu konstitusi dibagi
dalam bab-bab sesuai dengan kategon masalah vang diatur. Konstitusi itu
bersifat dinamis dan berubah, meskipun diharapkan akan memliki daya laku
yang panjang, karenanya dinamika politik kekuasaan dan kesadaran
pengaturannya atau pembatasannya juga menjadi berubah. Dengan mengikuti
dinamika tersebut, kategori pengaturan dalam konstitusi juga berubah, tetapi
tetap dalam garis besar yang menyangkut organisasi kekuasaan, kewcnangan
dan dengan perkembangan proses pengangkatan pejabat publiknya melalui
pemilihan umum menjadi satu persoalan penting vang mebutuhkan
pengaturan tersendiri dalam konstitusi. Perubahan, sebagaimana dibuktikan 4
kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tidak sekali jadi dan langsung
selesai, karenanya boleh terjadi

adanya penggalan kategon permasalahan yang tidak diorganisasikan secara
serasi dalam bab-bab konstitusi Sejarah Perubahan Pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah (Bab VI) yang mengatur bahwa
Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, memiliki DPRD, yang
anggotanya dipilih melalui pemilu, tapi Kepala Daerah yang dipilih secara
demokratis adalah hasil perubahan kedua. Bab VIIB temtang Permilihan
Umum, lahir melalw perubahan ketiga, tanpa memasukkan pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota secara expresis verbis di dalamnya,
dipengaruhi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang baru efektf berlaku
| Januari 2001, sehingga perubahan ketiga 2001 dipengaruhi undang-undang
tersebut. Penafsiran konstitusi vang dilakukan olch semua organ, termasuk
pembuat undang-undang juga harus melakukan penafsiran ketika membuat
Undang-undang sebagai perintah Undang-Undang Dasar, tetapr tetap harus
taat asas. Penafsiran atau interpretasi fersebut akan dibimbing oleh

staatsfundamentalnorm dan cita hukum (rechisidee) “Persatuan Indonesia™
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yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan
pejabat publik dalam dinamika demokras: adalah harus dengan standar yang
sama yang dapat mewujudkan prinsip dan rakyat, oleh rakvat dan untuk
rakyat sebagai inti pengertian Demokrasi. Pembuat undang-undang harusnya
menjabarkan proses pemilihan pejabat penyelenggara pemerintahan, yaitu
Presiden/'Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Gubernur, Bupati serta
Walikota dalam kelompok kategon yang sama, yang tunduk pada Bab VIIB
Undang-Undang Dasar 1945, dalam undang-undang tersendin, terpisah dan
pengaturan otonomi daerah. Oleh karenanva, kami dapat membenarkan
argumen Para Pemohon dan berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah
termasuk pemilihan umum, dengan mana bukan saja asas-asasnya diambil
alih dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, pengaturan dan
penvelenggaraannya juga harus tunduk pada sistem dan awran Undang-
Undang Dasar 1945 dalam Bab VIIB tentang Pemulihan UUmum yaitu Pasal
22E ayat (1) sampai dengan avat (6). Pasal-pasal konstitusi harus dilihat dan
dibaca dalam satu-kesatuan konstitusi ketika merancang dan membuat
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pasal yang satu dengan pasal
yang lain yang menyangkut kategori yang sama harus dilihat dalam satu
kesatuan yang harmonis, Jikalau harmonisasi demikian tidak terdapat dalam
konstitusi itu sendin, adalah menjadi tugas Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk melakukannya melalui interpretasi. (Heinrich Scholler, Notes on
Constiutional  Interpretation, hal 19) Tafsir vang tidak hanya tekstual,
melainkan juga kontekstual, historis dan sistematis, dengan mendudukkan
pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 secara serasi dalam satu kesatuan
(principle of the unity of Constitution), merupakan cara melihat yang
seharusnya juga dilakukan oleh pembuat Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004, dalam membangun penyelenggaraan ketatanegaraan yang demokraus di
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakui otonomi Pemernntah
Daerah, dan pilihan kebijakan harus dilakukan dengan batas yang digariskan
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dalam konstitusi dalam tafsir yang mempertimbangkan struktur konstitusi
Disharmoni yang terjadi antara Pasal 18 ayat (4) dengan Pasal 22E
sebagaimana telah diutarakan juga dapat terjadi karena Perubahan Kedua
Tahun 2000 masih dipengaruhi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 yang baru efektif berlaku 1 Januar 2001, sehingga tampaknva dielakkan
untuk mengatur pemilihan kepala daerah dalam perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 secara berbeda dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
yang baru effektif berlaku tahun 2001 tersebut. Hal demikian diperburuk oleh
tiadanya waktu vang cukup dalam pembahasan dan penyerapan masukan dan
seluruh stakeholder secara wajar, karena dibicarakan di akhir masa jabatan
DPR tahun 1999-2004, yang menurut Ahli Bivitn Susanti, SH. LLM
“misterius™, sehingga harmonisasi vang dibarapkan dilakukan ndak
terlaksana.

. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Independen Konsekwensi
pendirian yang membenarkan bahwa pemilihan Kepala Daerah masuk dalam
pemilihan umum yang tunduk pada Bab VIIB Pasal 22E ayat (1) sampai
dengan ayat (6), membawa akibat hukum dalam pemilihan kepala dacrah
yang meliputi hal-hal berikut ini; Penyelenggara pemilthan umum untuk
memilih kepala daerah adalah suatu komisi pemilthan umum yang bersifat
nasional, tetap dan mandir; KPU beserta KPU Propinsi dan KPU
Kabupaten/Kotamadya, yang ditetapkan scbagai penyelenggara pemilihan
umum secara nasional, tetap dan mandir menurut Undang-undang Nomor |2
dan 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan
Presiden/Wakil Presiden juga menjadi penyelenggara permbihan Kepala
Daerah;. Partisipan atau peserta dalam kompetisi rekrutmen jabatan publik
tersebut, tidak ikut serta dalam penvelenggaran dan pengaturan (regulator)
pemilihan umum, Pengertian mandin atau independen, yaitu melakukan
tugasnya secara bebas dari pengaruh pihak manapun adalah satu sistem
jaminan untuk memungkinkan adanya penyelenggara yang imparsial atau
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tidak memihak dalam rekrutmen penyelenggara pemernintahan, vang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemberian idependensi pada
penyelenggara pemilu dimaksudkan untuk dapat bersikap imparsial,
merupakan sistem yang harus diberlakukan dalam penyelenggaraan Pilkada
tersebut sebagaimana telah dilakukan dalam Pemilihan Umum secara nasional
tahun 2004 yaitu secara mandin juga diatur oleh penyelenggara 1tu sendin.
Oleh karenanya adanya Peraturan Pemenntah sebagai pelaksanaan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004, meskipun dari segi aturan perundang-
undangan diperbolehkan sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang, akan
tetapi sebagai satu sistem dan mekanisme pemilihan umum dalam rekrutmen
jabatan publik, merupakan hal yang tidak serasi dengan jaminan demokrasi,
dalam pengertian dan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakvat. Demikian pula
ketentuan yang mewajibkan penyelenggara pemilihan kepala daerah vang
memberi pertanggungan jawab kepada DPRD, baik keuangan maupun
penyelenggaraan pemilihan, adalah merupakan hal yang mengancam sistem
jaminan independenst yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Peserta
atau kompetitor dalam rekrutmen pimpinan penyelenggara pemerintahan,
sebagaimana yang dikemukakan ahli dan kami setuju, seyoganya tidak turut
dalam proses dan mekanisme seleksi atau pemilihan yang dilakukan, Desain
yang dirancang dalam pemilu nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar 1945, seharusnya juga memadi desain yang diberlakukan di
tingkat daerah, sehingga tampak adanya kesatuan dan konsistensi sistem yang
dianut, tanpa melupakan adanya perbedaan antara dacrah yang satu dengan
vang lain, terutama yang telah diben otonomi khusus. Harus menjadi
pertimbangan utama, bahwa BabVIIB Pasal 22E vang mengatur
penyelenggaraan pemilihan umum vang independen, telah melahirkan hak
asasi manusia dan warganegara, setidaknya implied human right, yang
menjadi kepentingan konstitusional warganegara vang harus dilindungi,

dengan standar dan acuan yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Argumen
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Pemerintah dan DPR dibangun atas dasar tafsir tekstual untuk menyusun
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga memunculkan paradigma
yang tidak bersesuaian dengan sistem yang dikehendaki oleh Undang-Undang
Dasar 1945 dilihat dan seluruh perubahan yang dilakukan dan konteks sistem
pemerintahan yang demokratis. Adalah menjadi tugas Mahkamh Konstitusi
sebagai interpreter of the constitution dan guardian of the constitution dalam
sistem pembagian dan pemisahan kekuasaan Negara, untuk meluruskan tafsir
tersebut dan melalw interpretasi tersebut melakukan harmonisasi antara satu
pasal dengan pasal yang lain schingga Undang-Undang Dasar 1945 dalam

empat kali perubahannya memenuhi asas the unmiry of constituiion.

3.2.Akibat hukum dengan dikabulkannya Yudicial Review oleh Mahkamah
Konstiutsi terhadap pasal 57 ayat (1), Pasal 66 (3e), Pasal 67(1e), dan
pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.

Hukum posistif yang mengatur dumia peradilan ( kekuasan kahakiman)
juga mengalami pasang surut, beberapa perubahan menyangkut substansi dan visi
serta orientasinya dalam rangka menyesusikan din dengan perkembangan dan
perubahan sistem politik pada saat ini

Keberadaan kekusaan kehakiman juga tidak terlepas dan konfiguras: poliuk.
Menurut Benny K Harman, kekuasan kehakiman bersifat independen apabila
peran dan (ungsinya tidak terikat atau tunduk pada visi dan kepentingan politik
pemerintah, organisasi dan administrasinya tidak menjadi bagian dari birokrasi
pemerintah, dan memihki kewenangan judicial review. Sedangkan kekuasan
kehakiman vyang tidak independen mempunvai indikator-indikator; sifat
putusannya mencerminkan visi dan kepentingan elit politik dan keinginan
pemerintah; organisasi dan admimstrasinya menjadi begian dari  birokrasi
pemerintahan serta tidak memiliki wewenang  judicial review (Bambang

Sutivoso dan Sri Hlastuti Puspitasani, 2005: 98).
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Latar belakang judicial review di Indonesia dapat di telusuri, paling tidak,
sejak awal lahimya orde baru. Menurut Moh. Mahfud MD (dalam Soimin dan
Sulardi, 2004: 118-119), ketika 1tu para ahli hukum tata negara telah menggagas
perlunya kelembagan hak up matenal atau judicial review atas Undang-undang
guna menjamin tertib hukum atau menjamin kesesuaian Undang-undang dengan
konstitusi vang mendasarinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa penelusuran sejarah
dan analisis terhadap produk hukum vang menunjukkan dengan jelas bahwa
watak produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politk vang
melahirkannya. Hal 1ni harus pula diartikan bahwa kelompok dominan
(Penguasa) dapat membuat UUndang-undang atau peraturan perundang-undangan
menurut visi dan sikap politiknya sendiri vang belum tentu sesuai dengan jiwa
konstitusi yang berlaku Sehingga untuk mengantisipasi pelanggaran terhadap
konstitusi maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol Yudisial, dan
bukan sistem yang diserahkan kepada mekanisme pasar sistem politik. Dimana
digantungkan kepada kekuatan yang dominan.

Untuk melakukan kontrol yudisial maka lembaga peradilan adalah
pilihannya Kontrol yudisial yang diperlukan ditujukan agar tetap terjaga
konstitusionalitas dari pelaksanaan kekuasaan polittk yang ada Praktek
ketatanegaraan yang ada, uji konstitusionalitas dapat diserahkan kepada peradilan
biasa, atau kepada peradilan yang khusus. Maka Mahkamah Konstitusilah
merupakan peradilan yang khusus untuk melakukan uji konstitusionalitas dan
fungsi kerjanya untuk melakukan kekusaan peradilan dalam sistem konstitus.
Dalam konsep hak wji, prinsip utamanva dianutnya supremasi konstitusi dimana
konstitusi menjadi acuan utama dalam mengup peraturan perundang-undangan,
Konstitusi yang secara hierarkis merupakan hukum vang tertingg  dalam
peraturan perundang-undangan menjadi barometer bagi perundang-undangan di
bawahnya.

Setelah terjadi perubahan Undang-undang Dasar 19435, terdapat kejelasan

mengenai hak uji matenal terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.
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Pada perubahan ketiga, tahun 2001, MPR telah mengadakan perubshan yang
cukup prinsipiil dalam pasal 24. Dalam pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa
Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-undang. Sedangkan pasal 24C avat (1) ditegaskan bahwa Mahkamah
Konstitusi (MK) berwenang menguji Undang-undang terhadap Undang-undang
Dasar.

Ketentuan mengenai hak uji dalam Undang-undang Dasar 1945 setelah
perubahan menjadi sangat signifikan karena semakin memperjelas mengenai hak
uji tersendiri maupun lembaga vang berwenang mengujinya. Berbeda dengan
sebelumnya, dimana hak uji hanya diatur dengan Undang-undang, dan itupun
sebatas hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
undang. Sedangkan hak uji terhadap Undang-undang menjadi tidak jelas pada
tangan lembaga apa. Pada tahun 2000, seiring dengan terbitnya Tap MPR No
II/MPR/2000 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
memang disebut bahwa MPR yang berhak menguji Undang-undang, tetapi oleh
banyak kalangan, hak uji kepada MPR tidak tepat sebab MPR bukanlah lembaga
hukum atau lembaga peradilan, melainkan lembaga politik. Schingga jika hak itu
ada pada MPR bukan judicial review melainkan sebuah political review.

Sejarah mengenai hak uji terhadap peraturan perundang-undangan dimulai
dari Amenka Serikat melalui kasus Madison vs Marburi pada tahun 1803, Hakim
Agung John Marshal dalam memutus kasus tersebut menyatakan bahwa Undang-
undang negara bagian sebagar Undang-undang vang tidak sah dan bertentangan
dengan konstitusi Amerika Senkat (Bambang Sutiyoso dan Sm Hastuti
Puspitasan, 2005 110). Dia menyatakan

“It is one of the purposes of written constitution to define end limit the
power of legislature. The legislature can not be permitted 1o pass statutes
contrary to constitution, if the letter is to pervail as superior law. A court
avoid choosing beiween the constitution and a conflicting statute when both
are relevant to a case which the court is ask to decide. Since the constittion
is paramount law, judges have not choice but to prefer it 1o refuse to give
effect to later. "
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Pengujian peraturan perundang-undangan pada hakikainya adalah
melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan agar tdak
merugikan hak-hak warga negara. Tolok ukur dalam pengujian 1m adalah
konstitusi. Belajar dan pernyataan Hakim Marshal. bahwa konstitusi membatasi
kekuasaan pembuat Undang-undang yang berarti bahwa para legislatur tidak
boleh membuat Undang-undang yang substansinya bertentangan dengan
konstitusi. Itu makanya dalam hak uji material dikenal adanva supremasi
konstitusi dimana konstitusi menjadi dasar nilai tertinggm dalam mengup
peraturan perundang-undangan Bahkan jika scorang Hakim dalam menangan
suatu kasus dihadapkan pada pilihan antara menggunakan dasar konsitusi atau
menggunakan perangkat hukum yang bertentangan dengan konstitusi, padahal
keduanya relevan pada kasus yang ditanganinya, maka dia harus berpihak pada
konstitusi.

Secara teoritis maupun dalam praktek dikenal adanya dua macam hak uy,
yaitu hak ujt formil (Formele toetsingsrecht) dan hak up materul (materiale
toetsingsrecht) (Bambang Sutivoso dan S Hastuti Puspitasan, 2005 111}
Dalam sistem hukum Indonesia memungkinkan adanya hak uji materil yang
dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi), Istilah judicial review sebetulnya kurang tepat apabila digunakan
dalam sistem hukum Indonesia, karena judicial review hanya dikenal dalam
sistem hukum negara Anglo Saxon. Untuk sistem hukum di Indonesia istilah
teknis yang digunakan adalah hak uji material, yaitu kewenangan untuk menguji
secara materiil suatu produk peraturan perundang-undangan tertentu, baik dalam
tataran Undang-undang maupun yang ungkaimya berada di bawah Undang-
undang, dimana peraturan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan
yang lebih tngg (Bambang Sutiyoso dan S Hastut Puspitasar, 2005 109),

Kekuasaan kehakiman sebagai institusi penegak hukum harus terlepas dan
intervensi kekuasaan cksekutif dan legislatif, dan harus di ben kekuasaan penuh
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untuk melakukan pengujian (judicial review) terhadap produk Undang-undang

yang dihasilkan oleh kedua lembaga yaitu eksekutif dan legislatif Dan lembaga

yang pantas diberi kekuasaan untuk melakukan pengupan (judicial review)
adalah Mahkamah Konstitusi.

Alasan yang mendasan mengapa wewenang judicial review d1 serahkan kepada

Mahkamah Konstitusi (Fatkhurahman, Dian Aminudin, Sirajuddin, 2004: 26-28).

a. Menurut paham konstitusionalisme, dimana Undang-undang Dasar
kedudukannya adalah scbagai bentuk peraturan vang tertinggi, hakim harus
memiliki wewenang untuk membatalkan setiap tindakan presiden dan juga
setiap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

b. Judicial review merupakan proses judicialization of politie terhadap produk
legislauf. Hal im didasarkan pada asumsi bahwa undang-undang merupakan
produk politik vang sering kali (jika ndak dapat dikatakan selalu) lebih
mengedepankan kepentingan politik suara mavoritas dan cenderung
mengabaikan aspek kebenaran dalam proses pengambilan keputusan. Oleh
karenanya hal itu tersebut harus dikontrol. Dengan mendasarkan pada prinsip
negara hukum, maka sistem kontrol yang sesuai adalah kontrol yudisial.
Bukan sistem kontrol lembaga ekstra yudisial sebagmmana dianut oleh
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor [I/MPR/2000 pasal 5 ayat
(1) vang memberikan Kkewenangan “judicial review” kepada Majels
Permusyawaratan Rakyat yang notabene lembaga pohuk bukan lembaga
yudisial diberikannya wewenang judicial review kepada mahkamah Konstitusi
telah mendorong mekamisme check and balunces dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara

¢. Berdasarkan  hasil amandemen Undang-undang Dasar 1945 kekuasaan
kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkas) (bifurcation sysiem)
dimana kekuasaan kehakiman terbagt dalam dua cabang, yaitu cabang
peradilan biasa (ordinart court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan
cabang peradilan konsititusi vang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,
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Menyerahkan kewenangan judicial review kepada peradilan bwasa hanva
akan mengundang kecurigaan dan ketidakpercavaan publik terhadap proses dan
hasil judicial review tersebut. Kecurigaan dan ketidakpercayaan tersebul
beralasan, mengingat selama i lembaga peradilan yang berada dibawah
Mahkamah Agung sudah begitu lama tenggelam dan mengabdi pada kekuasaan
Disamping itu, peradilan biasa dan para hakimnya dirasa kurang memuliki
wawasan dan pengalaman yang cukup tentang konstitusi, sehingea solus: terbaik
untuk melakukan judicial review diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjaga netralitas dalam memutus suatu perkara konstitusional dan hakim-
hakimnya di pilih dart orang-orang yvang menguasai konstitusi.

Menurut Smith Bailey ( dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastub
Puspitasari, 2005: 108) judicial review didirikan diatas doktrin “Ultra Vires™
(doktrin vires doctrin). Berdasar doktrin ini, kepada kekuasaan kehakiman di ben
hak dan kewenangan untuk:

a. Mengawasi batas kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan
perundang-undangan (statutory authority) sesual dengan batas vurisdiksi atau
kawasan kekuasaannva (limued jurisdiction or area of power)

b. Sesuai dengan doktrin ultra vires, kepada penguasa publik telah ditentukan
batas kekuasaan dan kewenangannya. Oleh karena itu kepada kekuasaan
kehakiman di ben hak, fungsi dan kewenangan untuk mengawasi terjaminnya
batas wilayah kekuasaan tersebut dalam setuap mengeluarkan peraturan
perundang-undangan. Atau dengan kata lan supaya penguasa baik pusat,
daerah dan lokal tidak melampu batas-batas yang digariskan, agar tidak
terjadi penyalagunaan kekuasaan (abuse of power),

¢. Apa-apa yang tidak didelegasikan undang-undang kepada penguasa, atau
membuatl peraturan perundang-undangan yang jauh lebih luas dan apa vang
didelegasikan harus dinyatakan sebagai tindakan vang tidak benar berdasar
hukum (unlawful), karena dianggap tindakan yang illegal
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Setelah berlangsung sekitar tiga bulan, Mahkamah Konstitusi memutuskan
permohonan judicial review atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan
sebagian permohonan yang diajukan oleh (5) lima Lembaga Sosial Masvarakt
(LSM) dan (16) enam belas Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Permohonan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi meliputi Pasal 57 ayat
(1) sepanjang anak kalmat ™ .. yang bertanggung jawab kepada DPRD”, (2)
Pasal ayat (3) huruf ¢ * meminta pertanggungjawaban pelaksanaan fugas
KPUD™, (3) Pasal 67 ayat (1) huruf ¢ sepanjang anak kalimat *_ kepada
DPRD", dan (4) Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat * . oleh DPRD”
Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian-bagian pasal
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan putusan itu, Mahkamah Konstitusi telah memutus jeratan rantai
intervenst Komisi Pemilthan Umum Daerah (KPUD) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (DPRD) dan KPUD tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD
dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPRD tidak berwenang
meminta  pertanggungjawaban  tugas KPUD; KPUD udak berkewajiban
mempertanggungjawabkan  penggunaan anggaran pemilihan kepala daerah
kepada DPRD; dan pembatalan calon kepala dacrah yang terbukti melakukan
pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan vang telah mempunya kekuatan
hukum tetap tidak lagi dilakukan oleh DPRD. Dengan putusan Mahkamah
Konstitusi ini, pelakasanaan pemilihan kepala daerah secara langsung akan
menjadi lebth demokratis karena KPUD sebagai penyelenggara Pilkada akan
lebih netral dan independen tanpa adanya intervensi dan penguasa elit lokal yang
berkepentingan dengan jalannya pemilihan kepala daerah secara langsung

Pembatalan  terhadap beberapa pasal tersebut, tidak secara otomatis
menempatkan  KPUD  menjadi lembaga yang independen dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun putusan Mahkamah Konstitusi
hanya sedikit menghindarkan KPUD dari kemungkinan adanya tekanan dan
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intervenst politik dari DPRD sekalipun terhindar dari pertanggungjawaban ke
DPRD, KPUD tetap saja sulit menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah
yang independen. Sesual dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, independensi KPUD tidak
hanya akan terganggu oleh pertanggungjawaban kepada DPRD, tetapi juga
kemungkinan internvensi pemerintah melalui regulasi yang sifatnya teknis dalam
pemilihan kepala daerah, Dengan posisi demikian, putusan Mahkamah Konstitusi
hanya dapat meclepaskan scbelah kaki KPUD dari kemungkinan intervensi
lembaga lain, namun dalam tataran pratek sulit melepaskan KPUD dari intervensi
pihak pemerintah. hal ini karena besarnya peran Pemerintah untuk membuat
regulasi-regulasi yang bersifat teknis.

Kegagalan Mahkamah Konstitusi melepaskan sebelah kaki KPUD dan
intervensi pemerintah, hal ini terkait dengan ketidakberanian Mahkamah
Konstitusi mengembalikan pemilihan Kepala Daerah kedalam pemilihan umum.
Sebetulnya, sekalipun diletakkan dalam urutan kedua, pemilihan kepala daerah
adalah isu paling mendasar yang dipersolkan para pemohon dalam mengajukan
permohonan. Oleh karena 1tu, sebagai the interpreter of constitution, Mahkamah
Konstitusi semestinya mampu melihat inkonsistensi aturan yang ada di tingkat
konstitusi

Sebagaimana diketahwi, pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
secara eksphisit menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), presiden dan wakil presiden, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah
(DPRD). Karena pasal 22E avat (2) tidak menyebut pemilihan Gubernur dan
bupati atau wali kota, pembentuk Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
mendalilkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam pemilihan
umum melainkan masuk kedalam pemerintahan daerah (vide Bab VI Pemerintah
Daerah Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945) Karena perbedaan rezim itu
menyangut interpretasi, maka Mahkamah Konstitusi seharusnya mampu

.
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menelusuni lebih jauh mengapa pembentuk Undang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah begitu ngotot meletakkan pemilihan kepala
daerah kedalam pemenntah daerah yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang
Dasar 1945. penelusuran itu menjadi penting karena ada inkonsistensi dengan
pemilihan anggota DPRD, karena pemilihan anggota DPRD masuk kedalam
pemilihan umum yang diatur dalam pasal 22E avat (2) Undang-undang Dasar
1945. Sedangkan DPRD dan kepala daerah termasuk penyelenggara pemerintah
di daerah yang mempunyai posisi yang secjajar, schingga sudah sepantasnya
mengintegralkan proses pemilihan DPRD dan kepala daerah dalam satu
mekanisme, yaitu melalui pemilihan umum yang sesuai dengan pasal 22E ayat
(2) Undang-undang Dasar 1945,

Pasal 18 avat (3) Undang-undang Dasar 1945 menggariskan bahwa
pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD vyang
anggota-angotanya dipilih melalwi pemilihan umum. Ketentuan yang terdapat
dalam pasal 18 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 mementahkan argumentasi
bahwa pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD berada pada dua
hukum yang berbeda. Terkait dengan perbedaan itu, menarik menyimak
pendapat hakim konstitusi A. Muhkti Fajar bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai
the guardian of konstitusi sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi memberikan
pencerahan dalam membangun sistem ketatatnegaraan dan sistem demokrasi
Indonesia yvang berkelanjutan (sustainable democracy), bukan demokrasi yang
patah-patah, "mulur mungkret” seperti gelang karet.

Pendapat itu terkait dengan pengalaman ritual pemilihan umum sepanjang
orde baru vang tidak bisa dikualifikasikan sebagai pemilihan umum vang
demokratis, sekalipn asas-asanya cenderung demokratis. Karena pengalaman itu,
dalam disseniing opinion Muhkti fajar mengajukan pertanyaan yang mendasar,
apakah bangsa ini akan mengulangnya dengan pemilihan kepala daerah langsung
versi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan

mengapa Mahkamah Konstitusi kehilangan argumentasi meletakkan pemilihan
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kepala daerah kedalam rezim pemilithan umum?. Padahal, dalam beberapa
putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah memutus lebih dan apa yang
dimohonkan. Untuk permohonan yang diajukan oleh (5) ma lemabaga swadava
masyarakat (LSM) dan 16 (enam belas) KPUD, Mahkamah Konstitus: tidak perlu
melakukan witra- petitum karena mengembalikan pemilihan kepala daerah ke
rezim pemilihan umum termasuk bagian yang mohonkan.

Kegagalan Mahkamah Konstitusi mengembalikan pemilihan kepala daerah
kedalam  pemilihan umum terkait dengan pertemuan antara Mahkamah
Konstitusi dan pimpinan DPR beberapa hari  sebelum putusan Mahakamah
Konstitusi di jatuhkan atau Mahlamah Konstitusi takut dituding mencan-cari
pekerjaan baru karena salah satu konsekuensi pemilihan kepala derah masuk ke
dalam pemilihan umum, sengketa hasil pemilihan harus di selesatkan oleh
Mahkamah Konstitusi.

Terlepas dan pandangan diatas, salah satu tink perhatian harus diarahkan
kepada KPUD sebagaimana dinyatakan pada bagian pertama, dengan dibatalkan
empat pasal dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemenntah
Daerah yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah | KPUD tidak lagi
bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan hilangnva kewajiban itu, harus
dicarikan mekanisme pengawasan terhadap KPUD. Salah satu mekanisme untuk
pengawasan adalah memberi kewajiban atau wewenang kepada KPU nasional
untuk mengontrol KPUD dalam proses pemilihan kepala daerah, KPLU tetap dapat
mengawasi KPUD, Untuk 1tu, KPLI harus proaktif berkomunikas: dengan KPUD.

Dengan dikabulkannya keempat pasal yang mengatur pertanggungjawaban
KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah kepada DPRD, yakni
pasal 57 ayat (1), Pasal 66 (3¢), Pasal 67(1¢), dan pasal 82 (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam putusan final vang
dibacakan secara bergantian oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitus,
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan

asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil
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seperti yang diaturdalam dalam pasal 22F dan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang
Dasar 1945.

Hal lain vang menarik pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang terkesan
meragukan independensi KPUD dapat terjaga dengan sistem yang berlaku pada
saal ini, tapi tidak menganulimya. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi bahkan
menyinggung tidak terjaminnya independensi KPUD akan mengganggu hak
rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2)
dan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam pasal 28D Undang-undang
Dasar 1945

Mahkamah Konstitusi menganjurkan supaya dimasa datang
peneyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung memang di bawah
komando KPU. Acuan yang dipakai adalah pasal 22E Undang-undang Dasar
1945 yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Sejumlah alasan yang
dikemukakan Mahkamah Konstitusi, antara lain, demi efisiensi penyelenggaraan
pemilu oleh lembaga yang independen, profesional, didukung oleh sistem yang
kuat dengan segala perangkat kelembagaan dan pranatanya. KPU Pusat wajib
melakukan koordinasi dan supevisi kepada KPUD karena hierarkinya tetap ada

Meskipun mengakui bahwa asas-asas pemilihan kepala daerah langsung
sama dengan dengan asas-asas Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak mengaku
pemilihan kepala daerah langsung termasuk dalam pemilu. Artinya, prinsip itu
tidak melanggar asas demokratis dalam pemilihan gubernut, bupati, dan walikota
seperti vang diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945
Dengan demikian, pengaturan tentang regulator, penyelenggara, dan badan yang
menyelesaikan perselisihan hasilnya dapat berbeda dengan pemilu.

Dengan dikabulkannya judicial review oleh Mahkamah Konstitust terhadap
keempat pasal dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah yang mengatur masalah pemilihan kepala daerah.  secara langsung,
keempat pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekvatan hukum mengikat dan
tidak berlaku lagi, dan pihak yang berwenang untuk membuat regulasi atau aturan
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hukum berkemaan dengan aturan pilkada adalah pemerintah. Dalam hal ini,
pemerintah harus menerbitkan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-undang
atau (Perpu), sebagai payung hukum untuk mengatur pelaksanaan pemilihan
kepala daerah agar tidak terjadi kekosongan hukum. Namun Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tersebut, jangan sampai dijadikan
instrumen oleh pemerintah untuk mengintervensi KPUD sebagai penyelenggara
pemhihan kepala daerah secara langsung, schingga independensi atau netralitas
KPUD dapat terjamin, baik dari pemerintah pusat maupun pemernintah lokal.

3.2.2.Efektifitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
dengan dikabulkannya empat pasal dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Selain undang-undang, bentuk peraturan yang dikenal dalam Undang-
Undang Dasar 1945 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau
lebih dikenal dengan akromm Perpu. Adapaun dasar hukum bentuk peraturan
perundang-undangan imi ialah ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakan:

1) Dalam hal-ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemenntah sebagai Pengganti Undang-undang™;
2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat  persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan yang benkut;
3) Iika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus di
cabut
Berdasar pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa vang dimaksud

dengan Perpu adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Presiden tanpa didahului oleh persetujuan DPR. Bahwa hak Presiden untuk
menetapkan Perpu tersebut hanya dapat dilakukan atau dilaksanakan dalam hal-
ikhwal kegentingan yang memaksa Perpu vang diterbitkan Presiden itu.dalam
keadaan kembali normal (pada sidang DPR berikutnya) harus dibicarakan
bersama-sama dengan DPR dengan kemungkinan disetujui menjadi Undang-
undang ataupun sebaliknya dilakukan pencabutan.
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Keberadaan Perpu sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan
sepenuhnya dapat dipahami, mengingat dalam keadaan tertentu, terutama dalam
“hal-ikhwal kegentingan yang memaksa™ Presiden harus siap dan bertindak cepat
untuk mengatasi keadaan. Merujuk pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah
yvang mengharuskan pemerintah bertindak cepat. Untuk 1w, Pemerintah
memerlukan Undang-undang sebagai sandaran hukumnya, sementara itu Undang-
undangnya sendiri belum ada. Atau dalam kasus lain, ada kemungkinan
Pemerintah harus mengambil tindakan vang menyimpang dari ketentuan
Undang-undang vang sudah ada. sehingga Pemerintah harus sesegera mungkin
mengubah ketentuan dalam Undang-undang itu, agar Presiden tidak dianggap
telah melanggar sumpah jabatan Presiden sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-
Undang Dasar 1945,

Dalam praktek pengertian hal-ikhwal kegentingan vyang memaksa,
sesungguhnya tidak selalu ada hubungannya dengan pengertian "keadaan bahaya’
seperti yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, kendati
demikian, tetap saja tidak dapat dielakkan jika selama ini ada kesan bahwa Perpu
itu ditetapkan schubungan dengan adanya keadaan genting yang dikonotasikan
dengan keadaan bahaya. Memang dapat diterima bahwa pengertian “kegentingan
yang memaksa” sebagai suatu keadaan darurat dan tidak hanya terbalas pada
ancaman bahaya atas keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum.
Sebagaimana dalam praktek, ternyata dapat pula dikatagorikan sebagai
“kegentingan yang memaksa® misalnya kmnsis di bidang ekonomi vang
memnimbulkan ekses yang bersifat masif, bencana alam ataupun keadaan lain vang
memerlukan pegaturan lain setingkat Undang-undang Dapat pula dimasukkan
kalau terjadi kekosongan Undang-undang vang mendesak untuk diadakan, atau
penangguhan penerapan suatu Undang-undang yang akan secara sungguh-
sungguh mengganggu atau memimbulkan keguncangan atas ketertiban umum,
atau melukai rasa keadilan masvarakat apabila Undang-undang tersebut

diterapkan. Dalam tataran empiris pengertian “hal-Ikhwal kegentingan vang
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memaksa” tidak semata-mata dimaknai scbagai keadaan mendesak, tetapi dapat
diinterpretasikan lebih luas dari sekedar keadaan bahaya (sumali, 2003: §9-90).

Pemaknaan yang ekstensif terhadap konsep "kKegentingan memaksa™ vang
cenderung bersifat subyektif dan presiden, subyekufitas dan Presiden akan
potensial menciptakan anomali dalam penyelenggaraan pemenntah Oleh karena
syarat-syarat pembentukan Perpu tidak dapat diukur secara obyeknf, maka sama
artinya dengan memben peluang kepada Presiden untuk melanggar Udang-
undang ataupun penyalagunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
Berdasarkan hal ini, maka untuk mengantsipasi kemungkinan tenadinya
kekacauan pemerintahan dan penyimpangan melalui instrumen Perpu vang
didasarkan semala-mata atas penilaian subyektif Presiden, sekarang sudah
saatnya diupayakan adanya parameter atau ketentuan vang mengatur secara
obyektif tentang pengertian dan syarat-svarat untuk di penuhinya “keadaan
genting yang bersifat memaksa” tersebut.

Dalam kaitan dengan “keadaan genting yang bersifat memaksa” menarik
pagasan Bagir Manan (dalam Sumali, 2003:91-92) yang menentukan sedikitnya
terdapat dua macam indikator atau unsur “kegentingan yang bersifat memaksa”,
yaitu: yang pertama unsur krisis (ersis), dianggap suatu keadaan knsis apabila
terdapat suatu gangguan yang memmbulkan kegentingan dan bersifat mendadak
a grave and sudden disturbunse; kedua, unsur kemendesakan (emergency),
apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan
menuntut suatu tndakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih
dahulu. Dan kedua tanda-tanda harus ada bukti permulaan yang nyata
danmenurut nalar yang wajar (reasonablenes), apabila tdak diukur segera akan
menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun jalannya pemenntahan

Secara umum materi vang dapat diatur dengan instrumen Perpu pada
prinsipnya adalah sama denganmateri vang dapat diatur dengan Undang-undang,
sebab kedua jenis peraturan perundangan ini memiliki kekuatan dan derajat vang

setara, Namun, jika diperhatikan mengenai prosedur atau mekamsme
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pembuatannya vang berbeda satu sama lain, dimana pembuatan Undang-undang
dilakukan secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR baik atas imisiauf
Pemernintah ataupun inisiatif DPR, sedang Perpu kendati pada akhimya
melibatkan peran DPR namun Perpu merupakan hak prerogauf Presiden vang
digarans1 secara konstitusional, yang pembentukannya semata-maia atas otoritas
dan pertimbangan subyektif Presiden Relevan kiranya jika muncul kebutuhan
untuk membatasi atau menentukan materi apa saja yang dapat diatur melalw
instrumen Perpu

Merujuk pada konsideran Peraturan Pengganti Undang-undang Perpu
Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya keadaan genting yang mengharuskan dilakukan penundaan pemilihan
kepala daerah. Antisipasi im1 menjadi keniscayaan karena Undang-undang nomor
32 tahun 2004 tidak mengatur kemungkinan terjadinya penundaan pemilithan
kepala daerah. Padahal, berkaca pengalaman pemilu 2004, banyak alasan yang
memunkinkan penundaan pemilihan kepala dacrah.

Argumentasi im yang menjadl dasar mengapa pasal 236A Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 menentukan, keadaan
genting vang berakibat pada penundaan pemilihan kepala daerah dapat dilakukan
dalam keadaan . (1) bencana alam, (2) kerusuhan, (3) gangguan keamanan, (4)
dan/atau gangguan lain di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala
dacrah Yang cukup mengganggu, adanya frase karet “gangguan lainnya” untuk
menunda pemilihan kepala dacrah. Adakah frase 1tu terkait kemungkinan
penundaan pemilihan kepala dacrah karena alasan distribusi logistik

Terlepas dari alasan yang dikemukan oleh pihak Pemenntah, masalah
mendasar yang fterkait dengan penundaan pemilihan kepala daerah adalah
mekanisme yang harus dilakukan guna menunda pemilihan kepala daerah. Dalam
Pasal 263A Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang

nomor 32 tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah ditegaskan, mekanisme


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

66

penundaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Untuk menindaklanjuti
ketentuan ini, Pasal 149 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah memungkinkan dilakukan penundaan diseluruh wilayah pemilihan atau hanya
di sebagian wilayah pemilihan.

Kalau ditelaah mendalam, mekanisme penundaan pemilihan kepala daerah
dapat dikatakan tidak sejalan dengan argumentasi mengantisipasi keadaan genting
yang ada dalam Perpu nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penilaian itu muncul karena
prosedur pengajuan penundaan cukup panjang dan cenderung kabur. Untuk
penundaan seluruh tahapan pemilihan gubernur, usulan KPUD harus disampaikan
melalui pimpinan DPRD. Lalu, pimpinan DPRD menyampaikan usulan KPUD
kepada gubernur.

Keharusan menyampaikan usulan melalui DPRD, disadan atau tidak, Peraturan
Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 telah membawa proses penundaan memasuki jalur
atau ranah bahaya. Karena tidak menutup kemeungkinan, kepentingan politik
pimpinan DPRD akan amat menentukan pergerakan usulan penundaan pemilihan
kepala daerah. Bisa jadi, sebelum usulan diteruskan akan terjadi tank-menank
kepentingan antar pimpinan DPRD. Jika itu, terjadi proses penundaan pemilihan
kepala daerah akan terjebak dalam suasana yang tidak pasti. Yang patut dicermati
adalah, ketentuan yang mengharuskan usulan penundaan itu melalui DPRD tidak saja
memungkinkan terjadinya politisasi, tetapi juga membuka kembali ruang kepada
DPRD untuk mengintervensi KPUD. Padahal, Mahkamah Konstitusi pada putusan
Nomor 072-073/ PUU-1I/ 2004 telah memangkas segala macam bentuk hubungan
yang mempengaruhi independensi KPUD. Ataukah ini, merupakan bukti selanjutnya
bahwa KPUD tidak boleh independen dalam menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah.
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Selain masalah mekanisme, Peraturan Pemeriniah nomor 17 tahun 2005 tidak
memben kriteria yang dapat membedakan antara penundaan seluruh tahapan atau
penundaan sebagian tahapan pemilihan kepala dacrah. Karena mekanisme berbeda,
seharusnya ada kntena jelas guna membedekan kedua bentuk penundaan. Karena
masalahnya, baik Perpu Nomor 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemenntah Nomor 17
tahun 2005 tidak memberi batasan waktu tentang berapa lama penundaan dapat
dilakukan. Di luar mekamisme penundaan pemilihan kepala daerah, masih ada
masalah lain yang harus dicermati dan kntisi, adalah pasal 2368 dalam Perpu Nomor
3 tahun 2005 dinyatakan, untuk kelancaran pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala
daerah, pemerintah dan pemernintah daerah dapat memberikan dukungan. Dalam
penjelasannya Pasal 236B dinyatakan, dukungan itu adalah upaya pemenntah
menjamin terselenggaranya pemilthan kepala daerah sesuai dengan jadwal yang relah
ditetapkan. Meski sudah diterangkan dalam penjelasan, maksud frase "memberikan
dukungan” tetap saja menggantung. Apakah dukungan it berbentuk bantuan
keuangan seperti penyedizan dan keadaan darurat dalam pemilu 2004 ataukah frase
itu sebagai instrumen bagi pemerintah untuk membentuk institusi-institusi baru
seperti desk pilkada yang tidak punya payung hukum vyang jelas dalam Undang-
undang, sehingga tidak mustahil institusi baru dijadikan alat oleh Pemerintah untuk
mengintervenst KPUD dalam pelaksanaan pemilihan kepala dacrah langsung.

lLebih mensaukan lagi, kehadiran Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan
atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan
Pemerintah nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah
Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak  merumuskan
bagaimana bentuk pertanggung jawaban KPUD kepada publik, padahal, dengan
putusan Mahkamah Konstitust Nomor 072-073/PUU-I12004 yang menyatakan,
bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah KPUD udak lagi bertanggung kepada
DPRD. Sehingga sebenarnya yang perlu diakomodir dalam kedua perangkat hukum
tersebut bagaimana bentuk pertanggungjawaban KPUD, bukan malah mengatur
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penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan membiaskan aturan yang telah
ada, sehingga semua aturan vang ada, berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah menjadi kabur dan berpotensi mendatangkan konflik, karen terlaly
dominannya kontrol pemerintah, Efektifitas Perpu sebagai payung hukum dalam
pelaksanaan pemilihan kepala daerah, telah melegitimasi pihak pemerintah sebagai
pthak vang yang paling berperan untuk membuat regulasi yang bersifat teknis,
Sedangkan masalah yang bersifat teknis menjadi kewenangan KPUD malah harus
berpindah tangan ke Pemerintah

Pada hakekatnya Perpu sama dan sederajat dengan Undang-undang hanya
syarat pebentukannya yang berbeda. Oleh karena itu, penegasan dalam pasal 9 yang
menyatakan bahwa materi mutan Perpu sama dengan materi muatan Undang-undang
adalah tepat. Menurut Jimly Asshiddigie (dalam Ni'matul Huda, 2005: 68) sebagai
konsekuensi telah bergesernya kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden
ke DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945, maka kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif makin
dipertegas. Oleh karena itu, semua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden haruslah
mengacu kepada Undang-Undang Dasar dan Undang-undang.

Salu-satunya peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden /Pemerintah yang dapat
bersifat madiri dalam arti tidak untuk melaksanakan perintah Undang-undang adalah
Perpu yang dapat berlaku selama-lamanya satu tahun. Jika DPR menolak menyetujui
Perpu, maka menurut ketentuan pasal 22 avat (3) Undang-Undang Dasar 1945
Presiden harus mencabutnya kembali dengan tindakan pencabutan. Ketentuan
pencabutan ini di sempurnakan lagi menjadi * tidak berlaku lagi demi hukum”.
Sehingga kehadiran Perpu yang selama ni menjadi persolan dan perdebatan para ahli
hukum, karena Perpu terlalu mengadopsi pandangan subyektifitas Presiden atau
Pemerintah. Kondisi harus segera diakhiri, dengan cara merinci dan mempertegas
Syaral-syarat seorang presiden dapat mengeluarkan Perpu, hal ini untuk menjamin
kepastian hukum dan tertib hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta
untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara (Ni’matul Huda, 2005: 68),
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BAB IV
KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil kajian vang telah dipaparkan dalam bab-bab

sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1.

ba

Keputusan Mahkamah Kontitusi dengan perkara Nomor 072-073/PUU-
112004 berkenaan dengan judicial review Undang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah yang diajukan oleh lima Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dan enam belas KPUD yang menganggap
Undang-undang tersebut, vang mengatur pemilihan kepala daerah secara
langsung telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dalam
menjatuhkan putusan, hakim Mahkamah Konstitusi mengalami dissenting
apimon. Disxenting opinion juga diatur dalam pasal 45 ayat (10) Undang-
undang nomor 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, hal ini sebagai
bentuk kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam menggali hukum vang
hidup dimasyarakat dengan tetap berpedoman pada teori supremasi
konstitusi. Sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi mengalami dissenting
opimion, tetapl tidak mempengaruhi keabsahan putusannya, karena dalam
memutus, para hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme
voting dengan suara terbanyak. schingga pada setiap mengambil keputusan
jumlah hakim Mahkamah Konstitusi selalu ganjil. Hal ini, dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi untuk menghindar adanya kebuntuan hukum.

Dengan dikabulkannya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, empat
Pasal dalam Undand-undang nomor 32 tahun 2004 (entang Pemerintah
Daerah, vaitu Pasal 57 ayat (1), Pasal 66 (3¢), Pasal 67( le), dan pasal 82 (2)
yvang berkaitan dengan pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD dalam
pemilihan kepala daerah. Secara langsung pasal-pasal tersebut tidak

69
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mempunya kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi pada saat
dibacakan dan terbuka untuk umum Dengan keadaan ini, merupakan
kewajiban Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) sebagai payung hukum, dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah. Hal ini, sesuai dengan amanat pasal 22 Undang-
Undang Dasar 1945 yang memberikan hak prerogatif kepada Presiden untuk
mengeluarkan Perpu. Namun keluarnya Perpu tersebut, jangan sampai
dijadikan instrumen oleh Pemerintah untuk mengintervensi KPUD sebagai

pihak penyelenggara pemilihan kepala daecrah.

4.2, Saran

Dari uraian kajian yuridis yang telah dilakukan terhadap permasalahan

yang ada. penulis mempunyai beberapa saran, vaitu;

L.

b

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan

Judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai

dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Mahkamah konstitusi.
Dalam memutus perkara yang diajukan oleh pemohon, seharusnya Mahkamah
Konstitusi dalam putusannva wajib merinci dengan jelas lembaga mana saja
yang bisa mewakili publik berkenaan dengan pertanggungjawaban KPUD,
dan jangan saja memberikan kerangka besarmnya saja, tapi tidak pernah
memberikan solusi vang tepat dalam penyelesaian masalah Ketatanegaraan.
Tenjadinva dissenting opinion diantara hakim Mahkamah Konstitusi, dalam
hal menjatuhkan putusannya, seharusnya perlu didukung dan dikembangkan
sebagai proses pencerahan dan penemuan hukum di indonesia.

Dengan dikabulkannya beberapa pasal yaitu Pasal 57 ayat (1), Pasal 66 (3¢),
Pasal 67(1e), dan pasal 82 (2) dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah oleh Mahkamah Konstitusi.Berarti secara tidak
langsung, pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

dan tidak berlaku lagi. Maka tugas Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan
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Pemenntah Pengeanti Undang-undang (Perpu), seharusnya kehadiran
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) mengatur hal-hal
yang bersifat umum, bukan hal yang bersifat teknis berkenaan dengan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung Pandangan
subyektifitas dari Pemerinmah berkaitan dengan “hal-ikhwal yang bersifat
memaksa” harus diatur dan perinci dengan tegas dalam Undang-undang, dan
dalam  keadaan apa. seorang Presiden boleh mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Agar Perpu tidak dijadikan
sandaran oleh pemerintah untuk menancapkan kukuh hegemoninva pada
lembaga vang independen sejenis KPLUD. Dalam konteks pemilihan kepala
daerah secara langsung argumen yang bisa dijadikan dasar oleh Pemerintah
adalah kekosongan undang-undang vang mendesak untuk diadakan dan

Presiden harus siap bertindak cepat untuk mengatasi keadaan mendesak.
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PUTUSAN

Perkara Nomor: 072- 073 /PUL-11/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memenksa, mengadili. dan memutus perkara konstitust pada tngkat enama dan
terakhir, telah menjatibkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-
undang Republik Indyiesia Nomor 32 Tahun2004 tentang  Pemenintahan  Daerah
(selanjutnya disebut Ul) Pemerintuhan Daerah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Taln n 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

L. Pemohon Dalam Pekara No.072/PUU-11/2004

I Yayasan Pusat Refcrmasi Pemilu (Cetro), dalam hal ini diwakili Smita Notos usanto,
dan Hadar Nafis Gumay, masing-masing selaku Ketua, dan Sekretaris, beralamat di JI
Jamrud V E Nomor. 36, Permata Hijau, Jakarta Barat untuk selanjutnva disebut
Pemohon |,

2. Yayasan Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Jamppi),

dalam hal ini diwakili oleh Wahidah Suaib, M Badi Zamanil Masnur, dan Nurul Hilaliah,
masing-,masing sebagai Koordinator Nasional, Pimpinan Program Pemantauan dan
Koordinator Divisi Advokasi, beralamat di JI. Salemba I Nomor 20, Jakarta Pusat, uatuk
selanjutnya disebut Pemohon 11

3. Yayasan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR),

dalamhal i1 diwakili oleh Gunawan Hidavat dan Abdul Rochman, masing-masing selaku
Koordinator Nasional dan Wakil Koordinator, beralamat di JI. H Ling Nomor 12, RT 04/
RW 04, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut Pemohon 111
4 Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyvarakat Indonesia
(Yappika),

dalam hal ini diwakili oleh Lili Hasanuddin dan Sugiarto Ariel Santoso, masing-masing
selaku Direktur Eksekutif dan Staf Divisi Advokasi. beralamat JI. Nusa Indah X/mk 29,
Harapan Indah. Bekasi, Jawa Barat, untuk sclanjutnya disebut Pemohon 1V:

5. Indonesian Corruption Watch (ICW),

dalam hal ini diwakili oleh Luky Djani dan Johanes Danang Widoyoko, masing-masing
selaku Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW, beralamat di JI. Kalibata Timur
IVDNomor 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12740, untuk selanjutnya disebut Pemohon
V. vang dalam hal im diwakili oleh

I. Dr. T Mulya Lubis, S.H., LL M:

2 Bambang Widjojanto, S H., LLM:

3. Iskandar Sonhaji, S H .

Abdul Ficar Hajar, S H -

advokat-advokat vang berkedudukan di JI Sungai Gerong No, 19, Jakarta Pusat 10230
berdasarkan Surat Kua: & Khusus tanggal Surat Kuasa K husus tanggal 19 Januari 2005 -
Il. Pemohon Dalam pwkara No.073/PUL-11/2004

I. Muhamad Taufik, Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi DK Jakarta, beralamai
dGrdl Letien Suprapto biv 1T Jakarta Pusal

L. Drs. Setia Perman: . Ketua Kom si Pemilikan Umum Provins: Jawa Barat, beralamat
di JI. Garut No. 11 BANDUNG

J. Indra Abidin, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. beralamat di J|
Saleh Baimin No. 8 Serang — Banten,

wd

£
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4. Hasyim Asy’ari, SH., Msi, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah,
beralamat di J1. Veteran No. | A Semarang.

5. Drs. Wahyudi Purnomo, M.Phil, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur, beralamat di JI. Tanggulangin 3 Surabaya.

6. Suparman Marzuki, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIYogyakarta,
beralamat J1. Janti, Gedung Kuning Yogyakarta

7 Trham Buana Nasution, SH, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara, beralamat di JI. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan Sumatera Utara.

8. Pattimura, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, beralamat di JL
Jend. Sudirman No.8] Lampung.

9. Prof. Dr. H. Jassin H. Tuloli, Ketua Kormisi Pemilihan Umum Provinsi Goronialo,
beralamat di JI. Samratulangi 27 A Gorontalo.

10. Prof. H. Razali Abdullah, SH, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,
beralamat di J1. A. Thalik No. 33 Telanaipura Jambi,

11.Ahmad Syah Mirzan, Msi, Ketua Komusi Pemilithan Umum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, beralarat di JI. Mentok No. 313 A Pangkal Pinang.

12.Dr. Hj. Yulida Ariyanti, SH, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau,
beralamat di J1. Gajah Mada 200 Pekanbaru - Riau.

13. Dr. Ardiyan Saptav:an, Msi, Anggota Komisi Pemilithan Umum Provinsi Sumatera
Selatan, beralamat di JI. Pangeran Ratu No. | Jaka Baring Palembang,

(4. HM. Zainawi Yazid, SH, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,
beralamat di J1. Indragiri No. 34 Bengkulu.

15. Prof. DR. [L.M. Jafar Haruna Msi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Timur, beralamat di JI. Basuki Rahmat No.2 Samarinda.

16. DR. Ricard. A.D. Siwu,Ph.D, Ketua Komisi Pemilithan Umum Provinsi Sulawesi
Utara, beralamat di JI. 17 Agustus Manado; Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:
|. Bambang Widjojanto, SH., LLM.,

2. Iskandar Sonhadji, SH.,

3, Abdul Fickar Hadjar, SH., MH.,

4. Diana Fauziah, SH..

Para Advokat dar Law Firm Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di
Gedung Manguala Wanabakt Blok IV Lantai 7 suite 721C. JI. Gatot Subroto, Senavan,
Jakarta Pusat (0270 Keseluruhannva untuk selanjutnya disebut scbagai PARA
PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon, lelah mendengar keterangan Para
Pemohon dipersidangan: Telah mendengar keterangan Pemerintah  dan  Dewan
Perwakilan Rakvat R.| baik secara lisan didalam persidangan maupun secara tertulis,
Telah memeriksa bukti-bukti serta mendengarkan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon
dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28
Desember 2004 vyang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Mahkamah) pada tanggal 30 Desember 2004 dan telah diregister pada tanggal 20
Januari 2004 dengan Nemor: 072/PUUIY 2004 dan Nomor: 073/PUU-1I2004 telah
mengajukan permohonan sebagal benkut

DALAM PERKARA No.72/PUU-1L2004 :

i—! ‘.11._'\-
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L. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 Juncto Pasal 10 Unaang-Undang Nomor
24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya  “Undang-Undang
Mahkamah™) menyataken bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final un.uk menguji undang-
undang terhadap Undar p-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannyn d berikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran
parta politik, dan meryatus perselisihan tentang hasi pemilihan umum. Pasal 50 UU
Mahkamah menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji
adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945, vaitu
pada tanggal 19 Oktober 1999, UL} Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan
pada tanggal 15 Oktober 2004. Dengan demikian. Para Pemohon berpendapat Mahkamah
berwenang untuk mengadili perkara penguiian UU Nomor 32 Tahun 2004tentang
Pemerintahan Daerah terhadap LILID 1945

Il. Para Pemohon dan Kepentingan Para Pemohon

|. Bahwa Pasal §1 ayat (1) ULl Mahkamah menyatakan: “Pemohon adalah pihak vang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunva
undang-undang. vaitu: a perorangan warga negara Indonesia; b kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesua dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia vang digtur dalum  undang-undang: ¢
negara ™ badan hukum publik atau Frivat: atau d lembaya

= Bahwa Penjelasan 51 avat (1) Ud Mahkamah menvatakan bahwa “vang dimaksud
dengan ‘hak konstitusional adalah hak-hak vang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945+

3. Bahwa Pemohon | (Cetro) adalah lembaga swadaya masyarakat berbentuk badan
hukum privat yang bersifat nirlaba, yang berdasarkan anggaran dasarnya mempunyaj
maksud dan tujuan antara lain menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dalam rangka
mewujudkan cita-cita masyarakat madani yang berkeadilan sosial, menyebarkan nilai-
nilai demokrasi di Indonesia melalui pemilu yang berkedaulatan rakyat agar dapat
mendorong tereiptanya perubahan di berbagn bidang. dan mengupayakan pemberdayaan
masyarakal agar mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenal pentingnya pemilihan
umum;

4. Bahwa Pemohon I (Jamppi) adalah lembaga swadaya masyarakat berbentuk badan
hukum yang bersifat nirlaba, yvang berdasarkan anggaran dasarnya mempunyal maksud
dan tuuan antara lain sosialisasi gagasan pemilu pada masvarakat dan pemerintah,
membangun dan mengembangkan kelndupan demokratis serta membangkitkan kesadarun
masyarakat dalam me'akukan kontrol sosial secara akuf, dan mempertingg kualitas
kesadaran demokrasi dir hak asasi manusia,

5. Bahwa Pemohon 1. (JPPR) adalah lembaga swadaya masyarakat berbentuk badan
hukum privat yang bersifat nirlaba, vang berdasarkan aiggaran dasarnya mempunyal
maksud dan tujuan antara lain membantu pemerintah dalam melakukan upaya
demokratisasi di Indonesia serta memberdayakan dan menyadarkan masyarakat tentang
politik dan demokrasi melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, advokasi dalam arti kata
scluas-luasnya

6. Bahwa Pemohon IV (Yappika) adalah lembaga swadaya masyarakat berbentuk badan
hukum privat yang bersifat nirlaba, yang berdasarkan anggaran dasarnya mempunyai
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maksud dan tujuan anteta lain meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat d-lam
rangka pemberdayaan rasyarakat sipil. memingkatkan kesadaran masyarakat dalam
pembangunan berkelenjutan, meningkatkan taraf hidup masyarakat marjinal,
mewujudkan pembangunan manusia atas dasar prinsip kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan dalam dimensinya (sosial, ckonomi, politik, budaya) sehingga tercipta
manusia seutuhnya, serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam
pembaharuan-pembaharuan kebijakan publik,

7 Bahwa Pemohon V (ICW) adalah lembaga swadaya masyarakat berbentuk badan
hukum privat yang bersifat nirlaba, yang berdasarkan anggaran Jdasarnya mempunyai
maksud dan tujuan antara lain memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan sistem
birokrasi. hukum, sosial, politik. dan ekonomi yang berkeadilan sosial dan hersih dar
korupsi.

8 Bahwa Para Pemohon (Pemohon | s/d V) baik selaku badan hukum privat maupun
selaku warga negara dan pribadi-pribadi professional pemantau pemilu mempunyai
kepedulian dan berkepentingan terhadap terlaksananya pemilu yang demokratis dan
pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang
dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat
(5) UUD 1945;

9 Bahwa dengan demikian, hak konstitusional Para Pemohon yang dirumuskan dalam
permohonan ini adalah hak atas terlaksananya pemilu yang demokratis, luber, dan jurdil
vang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri yang merupakan pengcjawantahan hak Lonstitusional schagaimana ditentukan
dalam Pasal 28C avat (2) UUD 1945, dengan lujuan terciptanya lata pemertntahan vang
lehih demokrats

10, Bahwa diberlakukannya pasal-nasal tertentu dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
berpotensi menyebabkan tidak terselengparanya pemilu yang demokratis, luber. dan
jurdil karena dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang tidak mandin
sebagaimana akan dijclaskan lebih lanjut dalam pokok permohonan. Para Pemohon
merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan mzmpunyai kewajiban hukum untuk mengajukan permohonan uji
materiil kepada Mahkara ih Konstitusi.

|1, Para Pemohon. lerbaga swadaya masyarakal yvang menurul anggaran dasarnya
mempunyai tujuan ant:ri lain melakukan pemantavan pemilihan. adalah badan hukum
privat sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan hurut ¢ UU Mahkamah
Konstitusi. Aktivitas sclaku pemantau telah Para Pemohon jalankan dalam Permilu 2004,
baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden, dengan landasan hukum Pasal 135 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 86 ayat (2)
/U Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

12, Bahwa sebagai pemantau pemilu Para Pemohon menyampaikan laporan hasil
pemantauan kepada KPU sebagai lembaga independen. Di dalam UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pemantauan pemilihan kepala dacrah dan
wakil kepala daerah (pilkada) diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 114. Kedua pasal tersebut
antara lain mengatur bahwa pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil
pemantauannya kepada KPUD., Jika dikaitkan dengan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan

g M
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bahwa KPUD bertanggung jawab kepada DPRD, yang pada hakikatnya adalah lembaga
politik  (unsur-unsurnya adalah partai-partai polittk yang merupakan kelompok
kepentingan) dan peserta pilkada, maka sangat potensial hasil pemantauan Para Pemohon
tidak dapat digunakan (dan ditindaklanjuti) secara maksimal untuk  mendukung
terlaksananya pemilihan yang luber dan jurdil schingga hasil pemilihannya pun tidak
mencerminkan adanya pemilihan yang demokratis dan kredibel. Para Pemohon, baik
sebagai lembaga pemantau pemilu maupun sebagai perorangan warga negara Indonesia,
berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya. Oleh karena itu, Para Pemohon berkepentingan terhadap terlaksananya pemilu
yang demokratis dan hal tersebut merupakan hak konstitusional Para Pemohon .

13. Para Pemohon beranggapan pemberlakuan pasal-pasal tertentu dalam UU Nomor 32
ahun 2004 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya pemilu yang demokratis,
luber, dan jurdil sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok
permohonan.

IIL. Tentang Pokok Perkara

1. Pada tanggal 29 Seyember 2004 DPR Periode Tahun 1999-2004 telah menyetujui
RUU tentang Pemerintatan Daerah (RUU Pemda). Kemudian, RUU Pemda itu disahkan
oleh Presiden Megawuti Soekarnoputri menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah :elanjutnya “UU Pemda”) pada tanggal 15 Oktober 2004 dan
diundangkan pada tanggal yang sama oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

2. Salah materi UU Pemda itu adalah mengenai pemilihan kepala dacrah dan wakil
kepala dacrah yang diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 119. Pada pokoknya pasal-pasal
tersebut mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung)
yang menurut Ketentuan Peralihan Pasal 233 ayat (1) akan dilaksanakan mulai Juni 2005.
3. Para Pemohon menyambut baik dan mendukung bakal dilaksanakannya pemilihan
kepala dacrah secara langsung mulai Juni 2005 seperti diamanatkan dalam UU Pemda
karena hal tersebut dalam pandangan Para Pemohon sesuai dengan semangat Pasal 18
avat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.” secara demokratis. ™

4 Kendati demikian, dalam pandangan Para Pemohon ndak semua materi pilkada
langsung vang terdapat dalam UL Pemda bersesuaian denpan ketentuan yang terdapat
dalam UUD 1945 Tiga hal yang meijadi perhatian Para Pemohon dalam permohonan imi
adalah mengenai (1) Pemilu termasuk di dalamnya Pilkada (2) Penvelenggara pilkada
langsung dan (3) independensi penyelenggaraan pilkada langsung.

A. Pemilo Termasuk di dalamnya adalah Pilkada.

|. Bahwa, Undang Undang Dasar 1945 di dalam BAB VI mengatur tentang Pemerintahan
Daerah pasal 18 ayat (4) menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis”. Pengaturan pasal 18 tersebut dalam UUD 1945 merupakan perubahan ke II
dari Konstitusi (tahun 2000). landasan pemikiran yang melatarbelakang dicantumkannya
pasal aquo dalam UUD 1945 dapat dilihat dalam BUKL KEDUA Jilid 3 C Risalah Rapat

.
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Pamtia Ad Hoc | (Sidviyg Tahunan 2000) vang dikeluarkan oleh Sekretanat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2000, Di dalam Risalah Rapat Ke-
36 Panitia Ad Hoe | Badan Pekerja MPR halaman 255 merupakan pokok pandangan dar
Fraksi PPP menyatakan antara lain . Gubernur | Bupati dan Wali Kota dipilih secara
langsung olch rakyat, yang secara langsung oleh rakyat vang selanjutnya diatur oleh UU.
hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk Presiden juga dipilih secara langsung”,
kemudian dalam halaman 273 menyebutkan alasannya yaitu, “Keempat, karena Presiden
iu dipilih langsung maka, pada pemerintahan daerahpun Gubernur, Bupati dan Walikota
itu dipilih langsung oleh rakyat. Undang-undangnya dan tata caranya nanti akan kita atur.
Dengan undang-undang nanti akan terkait dengan undang undang otonomi daerah itu
sendiri”. Dengan demikian latar belakang pemikiran dan maksud tujuan pembentuk pasal
18 ayat (4) UUD 1945 adalah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis
adalah sama dengan pemilihan vang dilakukan terhadap Presiden.

2. Bahwa, Undang Undang Dasar Tahun 1945 di dalam Bab VIIB mengatur tentang
Pemilihan Umum adalah merupakan perubahan ke [If Undang-Undang Dasar 1945
(Tahun 2001), di dalam pasal 22F ayat (1) menyatakan ; “Pemilihan umum dilaksarakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekal”
Kemudian dalam Pasal 22E ayat (2) menyatakan : “Pemilihan umum diselenggarakan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah” Sedangkan sebagai
pelaksananya disebutkan dalam Pasal 22E ayat (5) menyatakan , “Pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandin”. Dengan demikian karena perubahan pasal 18 UUD 1945 merupakan perubahan
ke II, sedangkan Pasal 22E UUD 1945 adalah merupakan perubnhan 11, maka secara
hukum mempunyai makna pelaksanaan pasal 18 khususnya dalam pemilihan kepala
daerah harus merujuk pada Pasal 22E, karena logika hukumnya kalau oleh pengubah
UUD 1945 pasal 18 dianggap bertentangan dengan pasal 22F, maka dapa' dipastikan
dalam perubahan ke il rumusan yang terdapat dalam Pasal 18 akan dirubah dan
disesuaikan dengan pasel 22E, namun kenyataanya hal itu tidak pernah terjadi schingga
sampai saat ini yang ber aku tetap pasal 18 merupakan hasil perubahan ke I UUD 1945
Berdasarkan uraian teriebut di atas, dalam pendekatan yang lebih sitematik, maka
pengertian dipilih secat demokratis harus ditafsirkan sama dengun tata cara pemilihan
yang dilakukan terhacap Presiden seperti yang tercantum dalam BAB VIIB tentang
Pemilihan Umum pasal 22E UUD 1945. Oleh karena ity tidaklah bertentangan dengan
kehendak pembentuk LIUD 1945 jika dinyatakan Pemilihan Kepala Daerah termasuk
dalam pengertian Pemilihan Umum sechingega asas dan pelaksanaannva Pilkada dan
Pilpres adalah sama Bukankah salah satu raion d'etre pemilihan kepala daerah langsung
dgar tercipta tata cara dan mekanisme vang sama antara pemilithan presiden dan wakil
presiden dengan tata cara dan mekamsme pemilihan gubernur, bupati/walikota di daerah
3. Bahwa, ULl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pertimbangan
hukumnya tidak mencantumkan pasal 22 E UUD 1945 scbagai landasan konstitusional di
dalamnya Padahal setelah berlakunya UU aquo seluruh Pemilikan Kepala Daerah baik
itu Kepala Daerah yang berlaku Otonomi atau Otonomi Khusus sesual amanat pasal 18
ayat (4) UUD 1945 harus dilakukan secara demokratis, artinya walaupun pelaksanaan
Pilkada udak dilaksanakan secara serentak tetapi seusai habis masa Jabatan kepala
daerah, maka sifat nasional di sim tidak dititik beratkan pada keseragaman waktu
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pelaksanaan tetapi pada keseragaman jems dan kualitas pemilihan. Dengan
demikianmerupakan pelanggaran konstitusi yang serius dari UU Nomor 32 Tahun 2004
tanpa mencantumkan pasal 22E UUD 1945 sebagai dasar pertimbangan hukum, karena
seolah-olah pelaksanaan Pilkada langsung dapal menyimpangi asas pemilu luber dan
jurdil, Dengan demikian karena Mahkamah Konstitusi scbagai penafsir konstitusi (the
interpreter of constitution), dalam pandangan Para Pemochon, Mahkamah dapat
menafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam pemilu sebagaimana
seharusnya praktik yang lazim di negara-negara demokratis,

4. Sebagai konsekwensi jika penafsiran Mahkamah sesuai dengan Permohonan Pemohon,
maka sesungguhnya dalam sistem UUD 1945tidak hanya penyelenggara pemilu vang
diharuskan independen,melainkan juga ada beberapa pengaturan tentang pilkada
langsung yang harus disesuaikan dengan penafsiran tersebut. Salah satu di antaranya
mengenai perselisihan tentang hasil pemilu. UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan
bahwa perselisihan mengenai hasil pemilu diajukan ke Mahkamah Agung (vide Pasal
106), sedangkan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut adalah
kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 24C ayat [1] Perubahan Ketiga UUD
1945). Dengan demikian, sudah seharusnya pasal-pasal tentang pilkada langsung dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004 vang bertentangan dengan konstitusi dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau dilakukan revisi terhadap pasal-pasal
tersebut oleh DPR dan pemerintah.

B. Tentang Independensi Penyelenggaraan Pilkada Langsung

1. Pasal 22E ayat (1) Perabahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum
dilaksanakan secara laagsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun
sekali.” Untuk menjam r prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil tersebut Pasal
22E ayat (5) menentukan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang hersifat nasional, tetap, dan mandiri™.

2. Implementasi dari ketentuan konstitusional aquo dalam pelaksanaan pemilihan umum
diberikan kepada suatu Lembaga independen vang kemudian disebut sebagai Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu, untuk menjaga
kemandiriannya lembaga in1 diberikan kewenangan ; Kesatu, Untuk mengatur lebih
lanjut aturan mengenai pemilu dalam bentuk produk hukum “Keputusan KPU" sebagai
peraturan pelaksana undang-undang yang setara dengan “Peraturan Pemerintah™ Kedua .
Penyelenggara Pemilu tidak bertanggung jawab baik kepada Fksekutif maupun
Legislanf, tetapi hanya membuat laporan kepada Presiden dan DPR. Hal ini dapat dilihat
dalam ketentuan pasal vang ada dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
Angeota DPR. DPD dan DPRD din UL Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Presiden dan wakil Presiden.

3. Perumusan kedua pasal tersebut di atas tidak terlepas dari pengalaman secjarah
penyelenggaraan pemilu pada era sebelumnya, terutama pada era Orde Baru, yang dinilai
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu di negara-negara demokratis.
Penyelenggaraan pemnlu-permilu di era Orde Baru dinilai terlalu memihak dan
menguntungkan pemerintah yang sedang berkuasa. Salah satu sebabnva, pemilu tidak
diselenggarakan oleh suatu badan independen, melainkan oleh sebuah organ pemerintah,
yaitu Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Iltulah sebabnya, dalam era Reformasi, LPU
kemudian dibubarkan dan diganti dengan sebuah lembaga barubernama Komisi
Pemilithan Umum (KPU). Untuk lebih menguatkan posisi lembaga baru tersebut,
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ditindaklanjuti dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemiljhan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (selanjutnya “UU Pemilu Legislatif”) dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentant%
Pemilihan Umum Presiden dan Wgkil Presiden (selanjutnya “Ul ﬁilprcs"]. Dalam [
Pemilu Legislatif, pengertian “ngsional “ dimaksudkan bahwa KPU sebagai
Penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatyan Republik Indonesia
sebagai perwujudan dari Bentuk Negara Kesatuan, sedangkan sifat “tetap” dimaksudkan
bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambyngan, meskioun
keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan. sedangkan sifat “mandin” dimaksuJkan
bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandin dan
bebas dari pengaruh pihak mana pun. Oleh karena itu, KPU dalam menyelenggarakan
Pemilu harus dilaksanakan sccara transparan dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai
dengan peraturan perundangan untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu
yang independent dan demokratis.

2. Pilkada langsung sebagai instrumen demokrasi untuk menjaring kepimpinan nasional
tingkat daerah, walaupun tidak dilaksgnakan secara serentak seperti Pemilu Legislatif
atay Pilpres diperlukan unifikasi pelaksanaan/regulasi sehingga mampu menjamin
pelaksanaan pemilu secara “luber dan jurdil”. Pembenian kewenangan kepada masing-
masing daerah untuk mengatur pelaksanaan Pilkada secara sendiri-sendiri, menimbulkan
kerawanan dan tidak adanya standar yang jelas untuk mencapai pelaksanaan Filkada yang
luber dan jurdil. Apalazi pertanggungjawaban penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD
kepada DPRD schingga dikhawatirkan munculnya muatan ego local masing-masing
daerah yang akan merusak tatanan demokrasi, padahal standar Pemilu yang “luber dan
jurdil” sangat universel. Sebagai konsekwensi pelaksana pemilu yang mandiri maka
KPUD tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi hanya memberikan laporan kepada
DPRD, sedangkan pertanggunjawaban KPUD hanya kepada KPU sebagai penanggung
jawab PEMILU secara nasional.

3. Ketentuan mengenai penyeclenggara pemilu dalam UU Pemilu Legislatif yang
mencerminkan pelaksanaan Konstitusi Pasal 221 antara lain schagai berikut:

Pasal | angka 3- “Komisi Pemilihan Umum vang selanjutnya disebut KPU adalah
Jembaga vang bersifat nasional. tetap, dan mandiri, untuk menvelenggarakan Pemilu”™,
Pasal 15 avat 1: “Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri” Pasal 15 avat (2 “KPU bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilu™.
Pasal 17 ayat (1); “Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” Pasal 17 ayat (2): “KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang
merupakan bagian dan KPU™.

4. Ketentuan mengenai penvelenggara Pemilu dalam UU Pilpres, antara lain sebagai
berikut:

Pasal 9 ayat (1) “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU”, Pasal
9 avat (2} “KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah™.

5. Dari ketentuan UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilu
Legislatif dan UU Pilpres jelaslah, bahwa hanya ada satu penyelenggara pemilu, vaitu
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cbuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemohon
berpendapat bahwa kewenangan penyelenggaraan Pilkada Langsung hanya oleh KPUD
vang bertanggung jawab kepada DPRD, secara nyata-nyala mengingkari prinsip
penyelenggara pemilu yang besifat “nasional” dan “mandiri” karena KPUD (KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) hanyalah bagian dari KPU.

6. Kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada langsung seharusnya tetap berada di
tangan KPU sebagai pengejawantahan penyelenggaraan pemilu “satu atap”, walaupun
dalam pelaksanaannya di lapangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan lebih
banyak berperan. Salah satu fungsi KPU yang terutama dalam pilkada langsung, adalah
menetapkan standar nasional pelaksanaan pilkada langsung agar sccara prinsip tidak
herbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Standar KPU dalam melaksanakan
pilkada langsung, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus bertanggung
jawab kepada KPU sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah
dilaksanakan saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, bukan kepada
DPRD.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan:

_ Pasal | angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat ™. vang dibert wewenang khusus
oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala dacrah dan wakil
kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota™;

- Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat “...yang bertanggung jawab
kepada DPRD™,

- Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat .. dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah™:

- Pasal 66 avat (3) e:

- Pasal 67 avat (1)e;

- Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “.._oleh DPRD"™,

- Pasal 89 ayat (3) supanjang menyangkut anak kalimat “.. diatur dalam Peraturan
Pemenntah";

- Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “... berpedoman pada Peraturan
Pemerintah™; dan

- Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “.. diatur dalam Peraturan
Pemerintah”™: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan
dengan UUD 1945, terutama Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat
(5).

3. Menyatakan:

- Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat “... yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota™

- Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat “...yang bertanggung jawab
kepada DPRD™;

- Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat *.._dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah”, Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak
kalimat *... diatur dalam Peraturan Pemerintah™;
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- Pasal 66 ayat (3) ¢,

- Pasal 67 avat (1) ¢;

- Pasal 82 ayat ( 2 ), sepanjang menvangkut . _oleh DPRD * |

- Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat “ diatur dalam Peraturan
Pemerintah™

- Pasal 94 avat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat ©  berpedoman pada Peraturan
Pemenntah™.

- Pasal 106 ayat (1) s/d (7). dan

- Pasal 114 avat (4) sepanjang meavangkut anak kalimat ~  diatur dalam Peraturan
Pemerintah™,

UL Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah tidak memliki kekuatan hukum
yang mengikat sejak dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka
untuk umum, Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut -

I. Buktr P-1 = Akta Pendinan Yayasan Pusat Reformasi Pemilu Nomor 18 tanggal
250ktober 1999 yang dikeluarkan oleh Notans Neneng Salmiah, S.H, M. Hum ;

2 Bukn P-2 : Akta Pendinian Yavasan Jaringan Masvarakat Pemantau Pemilu Indonesia (
JAMMPL) Nomor 6 tanggal 31 Maret 1999 vang dikeluarkan oleh Notans Betsail
Untajana, S H;

3. Bukti P-3 : Akta Pencinan Janngan Kena Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ( JPPR)
Nomor 27 tanggal 19 Nka 1999 dan Akta Penyimpanan Berita Acara Rapat Musyawarah
Nasional Jaringan Pencidikan Pemilih untuk Rakyat Nomor 8 tanggal 15 Januan 2004
yang dikeluarkan oleh totanis Yudo Paripurno, S H |

4. Bukn P-4 @ Akta pendinan Yayasan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan
Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) Nomor 57 tanggal 15 Januari 1997 vang
dikeluarkan oleh Notaris Gde Kertayasan, S H |

5. Bukti P-5 : Akta Pendirian Yayasan Komisi Masyarakat Untuk Penyelidikan Korupsi
(Yayasan ICW) Nomor 54 tanggal 28 April 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris
Dr.H.Teddy Anwar, S.H, SpN ;

6. Bukt P-6 * Undang-undang Dasar Negara R.1 Tahun 1945 dan Undang-undang R.I
Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;

7. Bukti P-7 : Buku Himpunan Undang-undang Bidang Politik ;

8 Bukti P-8 : Surat dan Menteri Dalam Negen R.1 kepada Menteri Keuangan R.1 tanggal
21 Februan 2005 No. 910/401/SJ perihal Kebutuhan Dana Pilkada Tahun 2005,

9 Bukti P-9 - Lampiran 11 Surat Mentenn Dalam Negeri Nomor:910/401/S) tanggal 21
Februan 2005;

10. Bukti P-10 : Laporan Panitia Anggaran Komisi Il DPR-RI pada Rapat Intern Komisi
I1 DPR-RI tanggal 1 Maret 2005,

Il. Bukti P-11 : Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 120-81 Tahun 2005 tanggal 18
Pebruari 2005 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

12, Bukti P-12 : Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 120.05-110 Tahun 2005
tanggal 2 Maret 2005 Tentang Pembentukan Desk Pusat Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

13, Bukti P-13 : Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 24
Pebruari 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

DALAM PERKARA No.73/PUL-IL/2004 :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 juncto Pasal 10 ULl Nomor 24 Tahun
2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "Undang-Undang Mahkamah")
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadih pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembapa negara vyang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisthan tentang hasil pemilihan umum, Pasal 50 Undang-
Undang Mahkamah menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk
diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945,
yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999. UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah
diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 Dengan demikian, Para Pemohon
berpendapat Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara pengujian UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945,

Il. Para Pemohon dan Kepentingan Para Pemohon

Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan: "Para Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, ,yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam undang-undang;

c. badan hukum publik 2:au privat; atau

d. lembaga negara.

Penjelasan 51 ayat (1) |J.J Mahkamah menyatakan bahwa ;" yang dimaksud dengan 'hak
konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945". Bahwa, Para Pemohon adalah selaku pribadi adalah
warga Negara Indonesia dan selaku para Ketua KPUD (termasuk kelompok orang)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ Undang-Undang
Mahkamah, yang salah satu kegiatannya adalah merencanakan dan melaksanakan Pemilu
di Provinsi seperti dimaksudkan dalam Pasal 28, 29 UU Nomor 1?2 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 12 ,13 UU Nomor 23
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana dalam
pelaksanaan Pemilu aquo para Pemohon bertanggung jawab kepada KPU (bukan kepada
lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif). Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan antara lain ;" Komisi
Pemilihan Umum Daerah vang selanjutnyva disebut KPUD adalah KPU Provinsi
KabupatenlKota sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 vang diben
wewenang khusus oleh Undang Undang i untuk menyelengearakan pemilihan kepala
daerah di setiap provinsi dan/atau kaSupaten /kota “, selanjutnya dalam pasal 57 ayat (1)
menyatakan " Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di selenggarakan oleh
KPUD yang bertanggung jawah kepada DPRD " Bahwa para Pemohon sebagai KPU
Provinsi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) berdasarkan UU No.32 Tahun 2004
baik secara struktur organisasi maupun personilnya masih merupakan KPU Provinsi
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perubahan UUD 1945 bahkan memuatKPU sebagai salah satu lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh konstitusi seperti yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (5)
UUD 1945.

4.Undang-Undang Pemerintah Daerah khususnya dalam pelaksanaan Pilkada ternyata
sama sekah tidak menyebutkan produk hukum “Keputusan KPU" untuk mengatur lebih
lanjut aturan mengenai pilkada langsung dalam undangundang tersebut. Peraturan l=bih
lanjut diserahkan kepadn pemerintah melalui produk hukum “Peraturan Pemerinah”,
Hal int menurut Para Pemohon bertentangan dengan prinsip independensi
penyelenggaraan pemilu yang antara lain mensyaratkan tiadanya campur tangan
pemerintah mengingat produk hukum “Peraturan Pemerintah” sematamata ditentukan
oleh pemerintah sendiri. Melalui produk hukum “Peraturan Pemerintah”, pemerintah
berpotensi untuk ikut campur tangan lebih jauh dalam urusan penyelenggaraan pilkada
langsung dengan menciptakan aturan-aturan yang memungkinkan keterlibatan itu.

5. Ketentuan dalam UU Pemda yang mensyaratkan dikeluarkannyaproduk hukum
“Peraturan Pemerintah” adalah sebagai berikut: Pasal 65 ayat (4): ““Tata cara pelaksanaan
masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pumerintah.”
Pasal 89 ayat (3): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kerada pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
Pasal 94 ayat (2): “Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.” Pasal 114 ayat (4): “Tata cara
untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan hak
sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

6. Para Pemohon berpendapat bahwa menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan pilkada langsung kepada pemerintah melalui produk hukum “Peraturan
Pemerintah”™ bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) Perubahan Ketiga UUD
1945,

7. Kedua, Mengenai penyelenggara Pilkada, beberapa pasal dalam Undang-Undang
Pemda menentukan sebagai berikut' Pasal 1 angka 21: “Komisi Pemilihan Umum Daerah
yang sclanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota ; Pasal 57 ayat (1): “Pemilihan
kepala daerah dan walil kepala dacrah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung
jawab kepada DPRD”. Pasal 66 ayat (3) e: “Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan
ugas KPUD™ Pasal 67 ayat (1) e: “Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran
kepada DPRD”; Pasal &2, ayat (2): “Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan vang telah, mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan
sebagal pasangan calor. oleh DPRD™

8. Kelima ketentuan tersebut menurut Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan
Pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan
umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum vang bersifat . mandiri®

C. Tentang Penyelenggara Pilkada Langsung

I. Ketentuan mengenai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap. dan mandiri
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E avat (5) UUD 1945, telah
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pemilu legislative (pileg) dan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang
bertanggung jawab kepada KPU. Oleh karena itu perubahan pertanggung jawaban
pelaksanaan pemilihan yang semula kepada lembaga independent /KPU kemudian dalam
pilkada dirubah oleh UU No.32 Tahun 2003 kepada lembaga legislatif daerah (unsur-
unsurnya terdiri dari partai politik yang merupakan kelompok kepentingan), adalah
bertentangan dengan penyelenggaraan pemilihan seperti yang diatur dalam pasal 22 E
ayat (5) UUD Tahun 1945, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri, Berdasarkan Pasal
28 C ayat (2) UUD 1945, menyatakan ,"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
an negaranya'. Sebagai perencana dan pelaksana pemilu di Provinsi, Para Peraohon baik
sebagal perorangan warga negara Indonesia maupun selaku para Kewa KPUD,
mempunyai kewajiban untuk mercalisasikan terhadap terlaksananya pemilu yang
demokratis melalui peliksanaan pilkada yang ber-asaskan langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil (liber dan jurdil) sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) dan
Pasal 22E ayat (1) UlJD 1945. Oleh karena itu merupakan hak konstitusional para
Termohon untuk menj: ga agar pilkada berjalan secara demokratis, maka independensi
dalam pelaksanaan pilkada merupakan komponen penting dan harus dijaga
keberadaannya dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara menuju pada tatanan
pemerintahan yang lebih demokratis. Para Pemohon beranggapan pemberlakuan pasal-
pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebabkan para
Pemohon sebagai pelaksana pilkada tidak independen, konsekwensinya potensial pilkada
tidak terselenggara secara demokrans, luber. dan jurdil sehingga Para Pemohon merasa
dirugikan hak-hak konstitusionalnya.

IIl, Tentang Pokok Perkara

I. Pada tanggal 29 September 2004 telah disetujui RUU tentang Pemerintahan Daerah
(RUU Pemda) oleh DPR periode 1999-2004 yang berakhir masa jabatannya pada tanggal
| Oktober 2004, RUU Pemda itu kemudian disahkan oleh Presiden Megawati
Sockarnoputri menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(selanjutnya "UU Pemda") pada tanggal 15 Oktober 2004 dan diundangkan pada tanggal
yang sama oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo.

2. Bahwa beberapa materi UU Pemda bertentangan dengan konstitusi, terutama mengenai
penyelenggaraan pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala daerah secara langsung (
pilkada langsung ) vang menurut Ketentuan Peralihan Pasal 233 ayat (1) akan
dilaksanakan mulai Juni 2005.

3. Para Pemohon menyambut baik dan mendukung bakal dilaksanakannya pemilihan
kepala daerah secara langsung mulaj Juni 2005 seperti diamanatkan dalam UU Pemda
karena hal tersebut dalam pandangan Para Pemohon sesuai dengan semangat Pasal 18
ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis."

4. Kendati demikian, dalam pandangan Para Pemohon tidak semua materi pilkada
langsung dalam UU Pemda bersesuaian dengan ketentuin UUD 1945. Tiga hal yang
menjadi perhatian Para Pemohon dalam permohonan ini adalah mengenai (1) Pemilu
termasuk di dalamnya adalah Pilkada (2) independensi ‘penyelenggaraan pilkada
langsung, (3) penyeleng;gara pilkada.
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A. Pemilu Termasuk di dalamnya adalah Pilkada.

1. Bahwa, Undang Undang Dasar 1945 di dalam BAB V1 mengatur tentang Pemerintahan
Daerah pasal 18 ayat (4) menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagal kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis”. Pengaturan pasal 18 tersebut dalam UUD 1945 merupakan perubahap ke 1
dari Konstitusi (tahun 2)00), landasan pemikiran yang melatarbelakangi dicariumkannya
pasal aquo dalam UUD 1945 dapat dilihat dalam BUKU KEDUA lJilid 3 C Risalah Rapat
Panitia Ad Hoc I (Sidmg Tahunan 2000) yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawarat ! Rakyat Republik Indonesia 2000. Di dalam Risalah Rapat Ke-
36 Panitia Ad Hoc | Badan Pekerja MPR di halaman 255 merupakanpokok pandangan
dari Fraksi PPP menyatakan antara lain ,"7 Gubernur , Bupati dan Wali Kota dipilih
secara langsung oleh rakyat, yang secara langsung oleh rakyat yang selanjutnya diatur
oleh UU, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk Presiden juga dipilih secara
langsung”, kemudian dalam halaman 273 menyebutkan alasannya vaitu, "Keempat,
karena Presiden itu dipilih langsung maka, pada pemerintahan daerahpun gubernur,
bupati dan Walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Undang-undangnya dan tata caranya
nanti akan kita atur Dengan undang-undang nanti akan terkait dengan undang undang
otonomi daerah itu sendin”. Dengan demikian latar belakang pemikiran dan maksud
tujuan pembentuk pasal I8 ayat (4) [/UD 1945 adalah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota
dipilih secara demokratis adalah sama dengan pemilihan yang dilakukan terhadap
Presiden.

2. Bahwa, Undang Undang Dasar Tahun 1945 di dalam VIIB mengatur tentang
Pemilihan Umum adalah merupakan perubahan ke I11 dari Konstitusi (Tahun 2001), di
dalam pasal 22E ayat (1) menyatakan ;"Pemilihan umum dilaksanakan secara angsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Kemudian dalam ayat (2)
menyatakan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah". Sedangkan sebagai pelaksananya disebutkan dalam ayat (5)
menyatakan ;"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Dengan demikian karena perubahan pasal 18 UUD
1945 merupakan perubahan ke 11, sedangkan Pasal 22E UUD 1945 adalah merupakan
[11, maka secara hukum mempunyai makna pelaksanaan pasal 18 khususnya dalam
pemilihan kepala daerah harus merujuk pada Pasal 22E, karena logika hukumnya kalau
oleh pembuat konstitusi pasal 18 dianggap bertentangan dengan pasal 22E, maka dapat
dipastikan dalam perubahan ke I11 pasal 18 akan dirubah dan disesuaikan dengan pasal
22E, namun kenyataanya hal itu tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini yang
berlaku tetap pasal 18 merupakan hasil perubahan ke I1 UUD 1945, Berdasarkan uraian
tersebut di atas, maka pengertian dipilih sccara demokralis dalam pilkada harus
ditafsirkan sama dengen tata cara dan pelaksanaan pemilihan yang dilakukan t:rhadap
Presiden, seperti yang iercantum dalam BAB VIIB tentang Pemilihan Umum pasal 22F
UUD 1945, Oleh karcna itu tidaklah bertentangan dengan kehendak pembentuk
konstitusi jika dinyatakan Pemilihan Kepala Daerah termasuk dalam pengertian
Pemilthan Umum sehingga asas dan pelaksanaannya Pilkada dan Pilpres dalah sama. 3
Bahwa, di dalam BAB VI UUD 1945 mengatur tentang Pemerintahan Daerah , yang
terdiri dari pasal 18 , pasal 18 A dan pasal 18 B, Pasal 18 "mengatur secara umum
tentang kekuasaan pemerintahan daerah ". Pasal 18 A:'mengatur tentang hubungan
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Penean demikian karena Mahkamah Konstitusi sebagal penatsirkonstitusi (the interpreter
of constitution ). dalam pandangan Para Pemohon, Mahkamah dapat menafsirkan bahwa
pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam pemilu sebagaimana seharusnva prakuk vang
jazim di negara-negara demokratis.

6. Sebagai konseckwenst jika penafsiran Mahkamah sesuai dengan Permohonan Pemohon,
maka sesungguhnya delam sistem UUD 1945 nidak hanya penyelenggara pemilu yang
diharuskan independen, melainkan juga ada beberapa pengaturan tentang pilkada
langsung yang harus cisesuatkan dengan penafsiran tersebut. Salah satu di antaranya
mengenai perselisthan tentang hasil pemilu. UU Nomor 32 Tahun 2004 menycbutkan
bahwa perselisihan menzenai hasil pemilu diajukan ke Mahkamah Agung (vide Pasal
106), sedangkan ULII) 1945 secara tegas menyatakanbahwa hal tersebut adalah
kewenangan Mahkameh Konstitusi (vide Pasal 24C avat [1] Perubahan Ketiga UUD
1945). Dengan demikian, sudah seharusnya pasal-pasal tentang pilkada langsung dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004 yang bertentangan dengan konstitusi dinyatakan tidak
mempunyal kekuatan hukum vang mengikat, atau dilakukan revisi terhadap pasal-pasal
tersebut oleh DPR dan pemerintah,

B. Tentang Independensi Penyelenggaraan Pilkada Langsung

1. Pasal 22E ayat (1) Perubahan Keuga UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun
sekali." Untuk menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil tersebut Pasal.
22E ayat (5) menentukan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandin".

2. Implementasi dari ketentuan konstitusional aquo dalam pelaksanaan pemilihan umum
kepada suatu Lembaga independent yang kemudian disebut sebagai Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu, untuk menjaga kemandinannya lembaga
ini diberikan kewenangan ; Kesatu, Untuk mengatur lebih lanjut aturan mengenai pemilu
dalam bentuk produk hukum "Keputusan KPU" sebagai peraturan pelaksana undang-
undang yang setara dengan "Peraturan Pemerintah". Kedua , Penyelenggara Pemilu tidak
bertanggung jawab baik kepada Eksekutif maupun Legislatif, tetapi hanya membuat
laporan kepada Presiden dan DPR. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal yans ada
dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan
UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

3. Perumusan kedua pasal tersebut di atas tidak terlepas dari pengalaman sejarah
penyelenggaraan pemilu pada era sebelumnya, terutama pada era Orde Baru, yang dinilai
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu di negaranegara demokratis.
Penyelenggaraan pemilu-pemilu di era Orde Baru dinilai terlalu memihak dan
menguntungkan pemerintah yangsedang berkuasa. Salah satu sebabnya, pemilu
tidakdiselenggarakan oleh suatu badan independen, melainksn olehsebuah organ
pemerintah, yaitu Lembaga Pemilihan Umum (LPU)Itulah sebabnya, dalam era
Reformasi, LPU kemudian dibubarkandan diganti dengan sebuah lembaga baru bernama
KomisiPemilihan Umum (KPU). Untuk lebih menguatkan posisi lembagaberu tersebut,
perubahan UUD 1945 bahkan memuat KPU sebagaisalah satu lembaga negara yang
kewenangannya diberilizn oleh konstitusi seperti yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (5)
UUD 1945, Kesatu, L1 Pemda khususnya dalam pelaksanaan Pilkada temyata sama
sekali tidak menyebutkan produk hukum "Keputusan KPU" untuk mengatur lebih lanjut
aturan mengenai pilkada langsung dalam undang-undang tersebut. Peraturan lebih lanjut
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diserahkan kepada penirintah melalui produk hukum "Peraturan Pemerintah". Hal ini
menurut Para Pemuhﬂn bertentangan dengan prnsip independensi penyelenggaraan
pemilu yang antara lain mensyaratkan tiadanya campur tangan pemerintah mengingat
produk hukum "Peratu rm Pemerintah" semata-mata ditentukan oleh pemerintah sendir.
Melalui produk hukum|"Peraturan Pemerintah", pemerintah berpotensi untuk ikut campur
tangan lebih jauh dalam urusan penyelenggaraan pilkada langsung dengan menciptakan
aturan-aturan yang memungkinkan keterlibatan itu.

5. Ketentuan dalam UU Pemda yang mensyaratkan dikeluarkannya produk hukum
"Peraturan Pemerintah" adalah sebagai berikut:Pasal 65 ayat (4): "Tata cara pelaksanaan
masa persiapansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah."Pasal 89 ayat (3): "Ketentuan lebih lanjutut mengenai pembern bantuan
kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.” Pasal 94 ayat (2): "Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah " Pasal 114 ayat
(4): "Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta
pencabutan hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah "

6. Para Pemohon berpendapat bahwa menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan pilkada langsung kepada pemerintah melalui produk hukum "Peraturan
Pemerintah" bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) Perubahan Ketiga UUD
1945,

7. Kedua, Mengenai penyelenggara Pilkada, beberapa pasal dalam UU Pemda
menentukan sebagai berikut ; Pasal 1 angka 21: ‘Komisi Pemilihan Umum Daerah yang
selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun2003 yang diberi wewenang kausus oleh
Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota"; Pasal 57 ayat (1): "Pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab
kepada DPRD". Pasal66 ayat (3) e: "Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
KPUD"; Pasal 67 ayat (1) e: "mempertanggung jawabkan pengguraan anggaran kepada
DPRD", Pasal 82 ayat (2) :"Pasangan calon danlatau tim kampanye yang terbukti
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan
sebagal pasangan calon oleh DPRD".

8 Kelima ketentuan tz'sebut menurut Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan
Pasal 22E ayat (5) Peribahan Ketiga UUD 1945 vang menyatakan bahwa "Pemilihan
umum diselenggarakan cleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat , mandin”

C. Tentang Penyelenggara Pilkads Langsung

I. Ketentuan mengenar penyelenggara permlu yang bersifal nasional, tetap, dan mandiri
tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 telah ditindaklanjuti dalam
UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya
"UU Pemilu") dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden (selanjutnya "Undang-Undang Pilpres"). Dalam UU Pemilu Legislatif
pengertian "nasional " dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup
seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia, sedangkan sifat "tetap" dimaksudkan bahwa
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KPU scbagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun
keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan, sedangkan sifat "mandiri" dimaksudkan
bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan
bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun, disertai  dengan transparansi  dan
pertanggungjawaban vang jelas sesuai dengan peraturan perundangan untuk menjamin
tercapainya penyelenggaraan Pemilu vang independen dan demokratis 2. Pilkada
langsung sebagai sarana demokratis untuk menjaring kepimpinan nasional tingkat daerah
walaupun tidak dilaksanakan secara serentak seperti Pemilu Legislatif atau Pj Ipres
diperlukan unifikasi pelaksanaan/regulasi sehingga mampu menjamin pelaksanaan
pemilu secara "luber dan jurdil” Pemberian kewenangan kepada masing masing daerah
untuk mengatur pelaksanaan Pilkada secara sendirisendiri menimbulkan kerawanan dan
tidak adanya standar yang jelas untuk mencapai pelaksanaan Pilkada yang luber dan
Jurdil, apalagi pertanggungjawaban penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD kepada DPRD
sehingga dikhawatirkan muatan ego local akan lebih kenta', padahal standar pemilu yang
luber dan jurdil sangat universal. Sebagai konsekwensi pelaksana pemilu ang mandiri
maka KPUD tidak bertanggung jawab kepada DPRD tetapi hanya memberikan laporan
kepada DPRD, sedangkan pertanggungan jawab KPUD hanya kepada KPU sebagai
penanggung jawab PENILU secara nasional,

3. Ketentuan mengenzi penyelenggara pemilu dalam UU Pemiluantara lain sebagai
berikut: Pasal 1 angks 3: "Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU
adalah lembaga yang 2irsifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan
Pemilu-. Pasal 15 ayat |: "Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasicnal,
tetap, dan mandiri", Pasal 15 ayat (2): "KPIJ bertanggungjawab atas penyelengguraan
Pemilu®. Pasal 17 ayat (1): "Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota". Pasal 17 ayat (2): "KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang
merupakan bagian dari KPU".

4. Ketentuan mengenai penyelenggara pemilu dalam UU Pilpres antara lain sebagai
berikut:

Pasal 9 ayat (1): "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU". Pasal
9 ayat (2). "KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana dhatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakiian Rakyat
Daerah".

5. Dari ketentuan UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilu
dan UU Pilpres jelaslah bahwa hanya ada satu penyelenggara pemilu, yaitu sebuah
komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Menyatakan bahwa
kewenangan penyelenggaraan pilkada langsung hanya oleh KPUD yang bertanggung
jawab kepada DPRD secara nyata-nyata mengingkari prinsip penyelenggara pemilu yang
besifat *nasional" dan "mandiri-

6. Kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada langsung scharusnya tetap berada di
tangan KPU sebagai pengejawantahan penyelenggaraan pemilu "satu atap” walaupun
dalam pelaksanaannya di lapangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan lebih
banyak berperan. Fungsi KPU yang terutama nantinya dalam pilkada langsung adalah
menetapkan standar nasional pelaksanaan pilkada langsung agar secara prinsip


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

idak berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya Dalam melaksanakan pilkada
langsung menurut standar KPU tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesua
ketentuan perundang-undangan bertanggung jawab kepada KPU, bukan

kepada DPRD

IV, Petitum :

Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan 1m adalah

sehagar berikut

|. Mengabulkan permohonan Para Pamohon untuk seluruhnya;

2 Menyatakan

- Pasal | angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat * . yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala dacrah di setiap provinsi dan/atau kahupaten/kota",

- Pasal 57 ayat (1) sepanjang menvangkut anak kalimat " vang bertanggung jawab
kepada DPRD "

- Pasal 65 avat (4) scpanjang menyangkut anak kalimat " dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah”.

- Pasal 66 ayat (3) ¢ , - Pasal 67 ayat (1)e . - Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut
anak kalimat “...oleh DPRD": Pasal 89 ayal (3) sepanjang menyangkut anak kalimat

" _.diatur dalam Peraturai Pemerintah":

- Pasal 94 ayat (2) seperjang menyangkut anak kalimat " berpedoman pada Peraturan
Pemerintah”; dan

- Pasal 114 ayat (4) icpanjang menyangkut anak kalimat " diatur dalam Peraturan
Pemenintah”, UU Nomcr 32 Tahun 2004 tentang Pemenintahan Daerah bertentangan
dengan UUD 1945, terutama Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22F ayat
(5).

3. Menyatakan:

- Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat "...yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota’;

- Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat "...yang hertanggung jawab
kepada DPRD' ;

- Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat "...dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah”, Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat *. _ diatur
dalam Peraturan Pemerintah":

- Pasal 66 ayat (3) e :

- Pasal 67 ayat (1) e :

- Pasal 82 ayat ( 2), sepanjang menyangkut ", oleh DPRD .

- Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat " diatur dalam Peraturan
Pemenintah",

- Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat * berpedoman pada Peraluran
Pemerintah";

- Pasal 106 ayat (1) s/d (7) .dan

- Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anzk kalimat "..diatur dalam Peraturan
Pemerintah”, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak memiliki
kekuatan hukum yang mengikat sejak dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah
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Konstitusi yang terbuka untuk umum. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

|. Bukti P-1 ! Undang-Undang R.1 No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945

3. Bukti P-3 : Buku Jilid 3 C Risalah Rapat Panitia Ad Hoc | (Sidang Tahunan 2000)
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

4. Bukti P-4 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan rakyat Daerah :

5. Bukti P-5 : Undang-Undang R.1 No.23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan wakil Presiden ; Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang
dilaksanakan pada hari - Jum’at tanggal 07 Januari 2004, Pemohon diwakili oleh Kuasa
Hukumnya Dr. T. Mulya Lubis. SH.LLM, Bambang Widjojanto, SH., LLM., Iskandar
Sonhadji, SH., Abdul Fickar Hadjar, SH.MH., dan Diana Fauziah, SH., berdasarkan surat
Kuasa tertanggal 21 Desember 2004 dan 27 Desember 2004;

Menimbang bahwa pemeriksaan persidangan pada hari Jum’at tanggal 7 Januar 2005
Kuasa Pemohon datang menghadap, dan telah didengar leterangannya pada pokoknya
menerangkan tetap pada isi permohonan ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 7 Februari 2004 telah
didengar keterangan dari Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia Hamid Awaluddin,SH dan keterangan tertulis tertanggal 07 Februari
2005 sebagai berikut ;

I.UMUM

Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya
dalam Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang Undang Darar. Perubahan tersebut bermakna bahwa
kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
tetapi dilaksanakan ra:nurut ketentuan Undang Undang Dasar. Ketentuan ini
menimbulkan konsekucnsi terhadap perubahan beberapa peraturanperundang-undangan
dibidang politik dan pemierintahan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor
31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Wujud nyata
kedaulatan rakyat diantaranya adalah dalam Pemilihan Umum baik untuk memilih
anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung olch rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini
merupakan perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum dan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Secara yuridis dasar
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dapat
ditemukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing
scbagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara
demokratis”. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah secara demokratis
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dapat dilakukan melalui dua cara, pertama; pemilihan oleh DPRD, kedua; pemilihan
secara langsung oleh rakyat. Pasal 62 Undangundang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR. DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan
wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dengan
demikian, makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebapaimana dimaksud
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan
secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerandan Wakil Kepala Daerah secara
langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan
politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab, Oleh Karena itu, untuk
menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daecrah dan Wakil Kepala Daerah yang
berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara
pemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

11. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Sesuar dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undangundang, yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakal hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Dalam Surat Permohoran yang diajukan oleh Para Pemohon tanggal 21 Desember 2004
yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah KonstitusiNomor 072/PUU-IL/2004,
menyebutkan bahwa Para Pemohon adalah dalam kapasitasnya sebagai Warga Nepara
Indonesia maupun sebagaiBadan Hukum Privat yang salah satu kegiatannya adalah
melakukan pemantauan pemilihan umum. Adapun permohonan yang dimohonkan oleh
Para Pemohon untuk dilakukan pengujian matenal kepada Mahkamah Konstitusi adalah
terlaksananya pemilu yang demokratis dan pemilu yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila Para Pemohon mengatasnamakan sebagai
perorangan warga negara Indonesia, Pemerintah beranggapan terlalu dini mengajukan
permohonan pengujian material kepada Mahkamah Konstitusi, mengingat pasal-pasal
tertentu dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
yang menurut Para Pemohon menyebabkan tidak terselenggaranya pemilihan yang
demokratis, Iuber, dan jurdil, belum dilaksanakan. Selanjutnya, jika Para Pemohon
mengatasnamakan badan hukum privat yang kegiatannya adalah melakukan pemantauan
pemilihan umum, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak tepat karena
pemantauan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum terjadi mengingat
pelaksanaan pemilihannya belum dilaksanakan. Dengan demikian, Pemerintah
beranggapan bahwa kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam
permohonan pengujian material im tidak jelas. Dalam Surat Permohonan yang diajukan
oleh Para Pemohon tanggal 28 Desember 2004 yang diregistrasi di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Nomor 073/PUU-II12004, menvebutkan bahwa Para Pemohon
adalah dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara indonesta maupun sebagal Ketua atau
Anggota Komist Pemilthan Umum Provinst. Adapun permohonan yang dimohonkan oleh
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Para Pemohon untuk dilikukan pengujian material kepade Mahkamah Konstitusi adalah
pasal-pasaltertentu dalam: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang menyebabkan tidak terselenggaranya pemilihan yang demokratis, luber, dan
jurdil sehingga Para Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Apabila Para
Pemohon mengatasnamakan scbhagai perorangan warga negara Indonesia, Pemerintah
beranggapan terlalu dini mengajukan permohonan pengujian material kepada Mahkamah
Konstitusi, mengingat pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah wyang menurut Para pemohon menyebabkan tidak
terselenggaranya pemilihan yang demokratis, luber, dan jurdil, padahal pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah belum dilaksanakan Selanjutnya, jika Para Pemohon
mengatasnamakan Ketua atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tentunya
harus dibuktikan dengan Rekomendasi/Keputusan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan
Umum Provinsi masing-masing. Khusus kepada sebagian Para Pemohon yang hanya
berkedudukan sebagai Anggota Komisi Pemilthan Umum Provinsi. Pemerintah
mempertanyakan keabsahan kedudukan pemohon untuk mewakili Komisi Pemilihan
Umum Provinsi tersebut. Denpan demikian, Pemerintah beranggapan bahwa kedudukan
hukum (7egal standing) Para Pemohon dalam permohonan pengu ian material ini tidak
memenuhi persyaratan sebagaimaan tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraiaa tersebut,
pemerintah memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana
menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima. Namun demikian apabila
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, benkut imi disampaikan
argumentasi pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemenntzhan Daerah.

I11.Argumentasi Pemerintah Atas Pengujian Pasal-Pasal Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan : 1. Pasal 1
angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat " yang diberi wewenang khusus oleh
Lndang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. ' 2. Pasal 57 ayat (1) sepanjang
menyangkut anak kalirat .. yang bertanggung jawab kepada DPRD. 65 avat (Pasal 57
avat (2); 4. Pasal 4) sepanjang menvangkut anak kalimat ' dengan berpedoman pada
Peraturan Pemenntah. 5 Pasal 66 a'at (3) ¢, 6. Pasal 67 ayat (1) e, 7. Pasal 82 ayat (2)
sepanjang menyangkut anak kalimat ' oleh DPRD."; 8 Pasal 89 ayat (3) sepanjang
menyangkut anak kalimat " berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 9. Pasal 94 ayat
(2) sepanjang menyangkut anak kalimat ". .dengan berpedoman pada Peraturan
Pemenintah, '; da n 10, Pasal 114 ayat (4) scpanjang menyangkut anak kalimat "...diatur
dalam Peraturan Pemerintah. " Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan
Pasal 22E ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat
dijelaskan sebagai berikut -

l. Tentanq Independensi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara Langsung

a. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan
Umum, terdapat dalam Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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Tahun 1945 dalam Bab VIIB Pemilihan Umum, yang merupakan hasil perubahan kedga
tahun 2001, Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa 'Pemilihan umum diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Frasa
"komisi pemilihan umum"ditulis dengan huruf kecil, selain diawali dengan kata "suatu”,
artinya hal yang belunr tentu (nama dan jenis organisasinya). Menurut kaidah bahasa
Indonesia, penulisan "komisi" dengan huruf kecil, belum menunjukan nama
(nomenklatur). Pemberian nama terhadap institusi penyelenggara pemilihan umum, yaitu
"Komisi Pemilihan Umuan", baru lahir melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD, dan DPRD. b. Pasal 22E ayat (2) Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan
Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah”. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH. dalam bukunya "Konsolidasi Naskah
UUD 1945, Setelah Perubahan ke empat ; Cetakan kedua, Juni 2003, yang diterbitkan
oleh YARSIF WATAMPONE, Jakarta (Anggota IKAPI) 2003, menyatakan bahwa
"Ketentuan ini (Pasal 22E ayat (2)) menegaskan bahwa dalam setiap penyelenggaraan
pemilihan umum, ada empat subjek yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu :
(i) calon anggota DPRD kabupaten/kota dan calon anggota DPRD provinsi, (ii) calon
anggota DPR Pusat, (inn) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, (iv) paket calon
Presiden dan calon Wakil Presiden”. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) dan ayat
(2) tersebut di atas, maka kewenangan Komist Pemilihan Umum sudah limitatif. Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan
kepada KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 huruf g dan Pasal 32 huruf g
Undangundang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD. Dengan bijak pembentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,
menerapkan prinsip efisiensi keuangan Negara, dan menunjuk aparatur dan lembaga yang
sudah ada berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota (mohon diperiksa, tanpa kata "Daerah") menjadi KPUD (ditambah kata
"Daerah" di dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah) dengan membenkan kewenangan khusus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1
angka 2] Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Komisi
Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi,
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
yang dibenn wewenang khusus oleh undang-undang imi untukmenyelenggarakan
pemilthan Kepala Duerah dan Wakil KepalaDaerah disetiap provinsi dan/atau
kabupaten/kota", Dengan demikian, tidak perlu dibentuk secara khusus Panitia atau
Komisi Pemilihan Kejxla Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap daerah. Dengan
memanfaatkan lembaga dan anggota KPU Provinsi danKabupaten/Kota yang telah
berpengalaman serta memiliki sarana prasarana yang telah digunakan dalam pemilihan
umum legislatif dan perailu Presiden dan Wakil Presiden sangal efisien, efektif, dapat
menghemat keuangan negara. ¢. Dengan diberikannya wewenang khusus kepada KPUD
oleh Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk
menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil K zpala Daerah di setiap provinsi
dan/atau kabupaten/kota, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

L'\-._.—‘-
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dapat melakukan supersi dan bimbingan teknis kepada KPUD. d. Mengenai ketentuan
Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalam
pemilihan Kepala Daeran dan Waki! Kepala Daerah KPUD bertanggung jawab kepada
DPRD, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa implementasi dari pertanggungjawaban
KPUD terhadap DPRD dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan tugasnya
kepada DPRD, seperti halnya dalam pelaksanaan Pemilu legislatif, Komisi Pemilihan
Umum menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR-
RI.Mengenai ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf e, dimana KPUD berkewajiban
"mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD", dapat dijelaskan
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa
"Biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan kepada
APBD". Sedangkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,
APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat daerah yang menetapkan APBD, sebagai unsure penyelenggara
pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, maka harus mengetahui secara pasti penggunaan anggaran
pemilihan oleh KPUD. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi DPRD
khususnya fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 dan pasal 77 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga mekanisme
akuntabilitas DPRD kepada rakyat dapat terlaksana dengan batk. Penyampaian laporan
dan pertanggungjawaban pemiithan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung oleh KPUD kepada DPXD. tidak memben ruang kepada DPRD untuk
melakukan ntervensi, mengmgat sesual dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, antara lain meliputi perencanaan sampai dengan menetapkan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Ketentuan ini dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 100 dan

Pasal 102 yang menyatakan bahwa Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara untuk menetapkan pasangan calon terpilihdiputuskan dalam Rapat Pleno KPUD.
Adapun peranan DPRD hanyamenyampaikan penetapan nama-nama pasangan calon
terpilih  kepadaPresiden  untuk  pasangan  calon  Gubernur/Wakil Gubemnur dan
kepadaMenteri Dalam Negeri untuk pasangan calon Bupati'Wakil Bupati atau
Walikota/Wakil Walikot: guna diproses pengesahannya. Selain itu, Pasal 106 Undang-
undang Nomor 32 Tah i1 2004 menegaskan bahwakeberatan terhadap penetapan hasil
pemilihan Kepala Daer: b danWakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan
calonkepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung yang akanmemutuskan sengketa
penghitungan suara. Berdasarkan wuraian diatas,maka walaupun laporan dan
pertanggungjawaban pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPUD
kepada DPRD, dalam hal ini tidak akan mempengaruhi independensi KPUD. e. Berkaitan
dengan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya yang
mengatur mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat
(2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya". Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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undangan, maka Peraturan Pemerintah hirarkinya dibawah Undangundang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Dengan demikian, Pemerintah berpendapat
bahwa pengaturan lebih lanjut tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dengan Peraturan Pemerintah adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tentang anggapan Para Pemohon bahwa Pemilihan Umum termasuk di
dalamnya adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-riasing sebagai kepala
pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Pasal 18 ayat (4)
tersebut lahir berbarengan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada Perubahan Kedua
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada saat Sidang
Tahunan MPR-R! tahun 2000, dan dimasukkan dalam Bab tentang Pemerintahan Dacrah.
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) hdak dimasukkan dalam Bab tentang Pemilihan Umum atau
Pasal 22F Undang Undang Dasar Negara Repubhik Indonesia Tahun 1945 Tidak
dimasukkannya ketentuan Pasal 18 avat (4) dalam Pasal 22E bukan semata-mata karena
Stdang  Tahunan MPR-RI tahun 2000 belum ada kesepakatan mengenat cara
pemilihanPresiden dan Wakil Presiden, tetapt karena pada saat e masth ada fraksi di
MPR-RI yang menginginkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara
tidak langsung oleh rakvat melainkan tetap oleh MPR-RI. b. Dalam Sidang Tahunan
MPR-RI tahun 2001, Pasal 22E lahir melalui' Perubahan Ketiga, tetapi tetap tidak
memasukkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) melainkan hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3)
yvang mengaturmengenai DPRD. Hal ini dapat diartikan bahwa Konstitusi tidak hendak
memasukkan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 22E ayat (1) yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan
secara /angsung, umut, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Atau
dapat dikatakan bahwit MPR-RI sebagai lembaga Negara yang mempunyail kewenangan
mcngam_andc;ncn konsitusi tidak menganggap ketentuan Pasal 18 ayat (4) schagai
substansi dari ketentuan Pasal 22F karena kedua pasal tersebut mengandung dua hal yang
berbeda walaupun ada unsur vyang sama. vakni upaya demokratisasi dalam
penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Karena itu, pada perubahan ketiga, Pasal
I8 ayat {4) tersebut tidak dipindahkan/ dimasukkan dalam Pasal 22F. Adapun pengertian
frasa "dipilih secara demokratis" tidak harus dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi
dipilih secara tidak langsungpun dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnva
demokratis. Namun demikian, makna pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daer_a_h menurut Undang Undang Dasar Negara Republil: Indonesia Tahun 1945 adalah
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langs:ng oleh
rakyat. c. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa sesuai dengan sejarah pembentukan
Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sangat berbeda filosofi serta maksud dan tujuannya, sehingga ketentuan
Pasal 18 ayat (4) yang mengatur pemilihan kepala dacrah dipilih secara demokratis tidak
dimasukkan dalam Pasal 22E (Bab VIIB Pemilihan Umum). Dengan demikian pemilihan
kepala daerah bukan termasuk dalam rezim pemilihan umum anggota DPR, DPD
Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, tetapi masuk dalam rezim pemerintaha.r;
daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratissebagaimana dim1ksud
dalam Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hﬂ'
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dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pemilihan oleh DPRD itau dipilih
langsung oleh rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam Pasal 62 dan Pasal 78 yang mengatur
mengenai fugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak
membenn wewenang kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah. Ini berarti pengertian Kepala Daerah dipilih secara demokratis sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah melalul pemilihan secara langsung oleh rakyat Atas dasar itu
Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak
mencantumkan Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagal dasar pertimbangan hukum dalam konsiderans "Mengingal". Selain alasan
tersebut, berdasarkan teorn perundangundangan bahwa dalam penvusunan peraturan
perundangundangan, yvang dapat dijadikan dasar hukum adalah pasal-pasal dalam Undang
Undang Dasar Negara Republik Tadonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan yang memerintzhkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
Mengingat Pasal 22E UIndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengatur pemilihan umum bagi anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan
DPRD, maka Pasal 2213 tersebut tidak dicantumkan secbagai dasar hukum pembentukan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. d Kalaupun
risalah Rapat panitia «-hoc [(Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000) dalam BUKU
KEDUA JILID 3 C yang dijadikan dasar Para Pemohon menyatakan bahwa pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan bagian dari Pemilihan Umum,
namun Pemennlah berpendapat bahwa argumentasi tersebut tidak tepat. Hal ini dapat
dijelaskan bahwa dalam halaman 273 Risalah Rapat dimaksud menyebutkan alasannya,
yaitu "Keempat, karena Presiden itu dipilih langsung, maka pada pemerintahan
daerahpun Gubernur, Bupati, dan Walikota itu dipilih langsung 0%h rakyat. Undang-
undang dan tata caranya nanti akan kita atur. Dengan undang-undang nanti akan terkait
dengan undang-undang otonomi daerah itu sendiri": Dengan demikian, pengaturan
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dimaksudkan dalam
rangka pengaturan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah pasti berbeda dengan
pengaturan pemilithan Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden adalah kewenangan Pemerintah secara absolut yang tidak
didesentralisasikan kepada daerah, sedangkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah justru dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi. Karena iu, latar
belakang pemikiran lahimya Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara
demokratis, jelas berbeda dengan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat, tidak tepat
apabila pengertian dipilih secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diartikan sama dengan tata cara Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena anggota MPR-RI sebagai pembeatuk
konstitusi tidak sedikitpun berkehendak memusukan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ke dalam pengertian Pemilihan Umum. e. Mengenai penunjukan lembaga
Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah (apabila terjadi), Pemerintah dan DPR-RI semata-mata melakukan
taat asas atau menghormati hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 24C ayat (1) Undang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memnbatasi kewenangan
Mahkamah Konstitusi, yaitu hanya " memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum". Artinya, kewenangan memutuskan perselisihan tentang hasil penghitungan suara
dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi, tetapi kepada Mahkamag Agung Selain itu ketentuan Pasal 24A
avat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, "dan mempunya
wewenang lainnya vang, diberikan oleh undang-undang” Berdasarkan ketentuan terscbut,
maka Undang-undang MNomor 32 [ahun 2004 menunjuk Mahkamah Agung untuk
memutus perselisihan tentang hasil penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daezh. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Pemcrintah tidak scpendapat dengan argumentasi Para Pemohon.

1IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, maka Pemerintah memohon
kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memenksa dan memutus
permohonan pengujian atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut

|, Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (lega
standing);

2. Menyatakan permohonan Para Pernohon ditolak atau setidaktidaknya permohonan Para
Pemohon dinyatakan tidak dapat ditenma,

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan,

4. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya:

5. Menyatakan :

Pasal | angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat "..vang dibert wewenang khusus
oleh Undang-Undang ini untuk menye'enggarakan pemvihan kepala daerah dan
waki'kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten'kota. ; Pasal 57 ayat (1)
sepanjang menyangkut anak kalimat ":..yang bertanggung jawab kepada DPRD. ; Pasal
57 ayat (2); Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat '...dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.'; Pasal 66 ayat (3) e; Pasal 67 ayat (1) ¢; Pasal

sepanjang menyangkut anak kalimat "..berpedoman pada Peraturan Pemerintah.Pasal
94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat "...dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah."; dan Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kahimat "..diatur
dalam Peraturan Pemerintah. ;| Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang
Pemerintahan Daerah, tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal
22E ayat (5). 6. Menyatakan Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat
“.yang diberi wewenang khusus o‘eh Undang-Undang ini untuk menye/enggarakan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau
kabupatenkota”; Pasa 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat ".. vang
hertanggung jawab kepuda DPRD. |, Pasal 57 ayat (2), Pasal 65 ayat (4) sepanjang
menyangkut anak kalingt ", dengan herpedoman pada Peraturan Pemeriniah.”; Pasal
66 ayat (3) e; Pasal 67 tyat (1) ¢; Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat ”
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oleh DPRI)', Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat "...berpedoman
pada Peraturan Pemermtal.'; Pasal 94 avat (2) sepanjang menvangkut anak kalimar
"...dengan herpedomanr nada Peraturan Pemerintah.’; dan Pasal 114 ayat (4) sepanjang
menvangkut anak kahmal “..daner dalam Peraturan Pemermtah” Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikal dan tetap ber aku di seluruh wilayah MNegara Republik Indonesia. Menimbang.
bahwa pada pemenkian persidangan tanggal 16 Februari 2004 telah didengar
keterangan dan Pihak Komisi Pemilihan Umum yang Hadir Ketua Komisi pemilihan
Umum Prof Dr.Nazarudin Hamid Sjamsuddin dan keterangan tertulis tertanggal 14
Februari 2005 sebagai berikut

. UMUM

I. Pasal 6 huruf A Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian ketentuan dalam UUD 1945 ini
dijabarkan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, yang operasionalnya telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni
2004 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I dan 20 September 2004
Putaran [ ] .

2. Pasal 18 UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis;
ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut melalui Undangundang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
dacrah secara langsung rakyat diatur dalam Pasal 56 s/d 114.

3. Berdasarkan penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD bahwa seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap lima tahun sekali. Melalui
Pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

4. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilihan Umum
diselengarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri. KPU sebagai penyelenggara Pemilu wilayahnya mencakup seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam menjalankan tugasnya
berkesinambungan serta dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bersifat mandiri dan
bebas dari pengaruh pihak manapun, transparan serta pertanggungjawaban yang jelas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, peran KPU sebagai
penyelengagara Pemilu berdasarkan Pasal 22 E UUD 1945 tidak berlaku bahkan
mengenai KPU sama secali tidak diatur dalam penjabarannya melalui Undang-undang
Nomor 32 Tahun 20(¢. sebaliknya justru KPUD yang diatur sebagai penyelenggara
Pemilihan Kepala Daeia1 dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan KPUD (KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU
sebagaimana diatur dalum Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

6. Sehubungan dengan permasalahan diatas, perlu adanya satu ketetapan yang pasti
mengenai hal dimaksud agar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah itu didasarkan pada satu peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan
dengan Undang Undang Dasar 1945.

11. Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Termasuk
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Dalam Kategori Pemilu.

Tema im mengandung makna bahw' dilihat dari ciri-cirinyva dapat disimpulkan bahwa
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan kegiatan Pemilu.
1. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih
dalam saltu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Dari sudut asas yang digunakan
dalampemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, ada'ah asas pemilu
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2003,

2. Dilihat dari sisi penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU
Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
diselenggarakan oleh KPUD vang bertanggung jawab kepada DPRD, adalah
penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal |
angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.

3, Dilihat dan sisi yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa warga
negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai
hak memilih, juga merupakan pemilih dari Pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun
2003 dan pasal 1 angka 10 UU Nomor 23 Tahun 2003. Berbeda dengan pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya yang dipilih oleh Anggota DPRD,
4. Pembuat Undang-undang menggunakan standar ganda dalam menerjemahkan Pasal 18
ayat (4), yang termasuk domain pemerintah daerah (Pasal 18) bukan hanya kepala daerah
dan wakil kepala daerah tetapi juga DPRD, Pembuat undang-undang melakukan
penafsiran untuk Pasal 18 ayat (4), tetapi dengan sengaja tidak melakukan penafsiran
terhadap ketentuan Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah merupakan
kegiatan Pemilu, dengan demikian Pasal 56 s/d 114 UU Nomor 32 Tahun 2004
bertentangan dengan Pasul 22 E UUD 1945.

I T T. Kemandirian I''nyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah

|. Berdasarkan penjelesin UU Nomor 12 Tahun 2003 yang dimaksud dengan sifat
mandiri adalah bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersifat
mandini dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan
pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makna
bebas dari pengaruh pihak manapun adalah bahwa KPU tidak dapat dipengaruhi oleh
siapapun termasuk pemerintah, Dengan dicantumkannya beberapa ketentuan dalam Pasal
56 s/d 114 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa KPUD dalam
menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka secara hukum hal ini telah mengubah
makna "Mandiri" karena KPU menjadi bertindak secara berpihak atau tidak "Mandiri"
(tidak bebas) atau dengan kata lain dalam penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah KPUD berpihak kepada Pemerintah, berdasarkan Pasal 1 angka 4
menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari
KPU.
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2. Menempatkan KPUD sebagai bagian dari KPU dibawah pengarahan pemerintah itu
bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 dan UU
Nomor 23 Tahun 2003 yang sama sekali tidak memben kewenangan kepada pemerintah
untuk membuat peraturan pelaksanaan pemilu dengan alasan untuk menghindari
pembuatan peraturan Pemilu oleh peserta Pemiiu.

3. Pemberian kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD bertentangan dengan asas ektemalitas yang
dianut Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 it sendiri. Karena pengaturan setiap
tahapan tersebut merupakan penjabaran asas-asas Pemilu yang demokratis (LUBER, dan
JURDIL). Penjabaran asas-asas Pemilu ini berlaku seragam di seluruh Indonesia bahkan
berlaku universa!, sehingga tidak dapat didesentralisasikan kepada KPUD.

IV. KPUD sebagai penyetenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah.

. Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah
sebagaimana diatur dalam pasal 114 s/d 156 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak
taat asas. Pada satu sisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak
dikatagorikan sebagai Pemilu, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah tidak diselenggarakan oleh KPU, tetapi disisi lain pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daecrah diserahkan kepada KPUD yang merupakan aparat
bawahan KPU. Hal in: jelas bertentangan dengan sifat "nasional" yang melekat pada
KPU.

2. Penyerahan tugas diri wewenang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah kepada KPUD, tetapi tanpa hubungan apapun dengan KPU sebagai
instansi induk yang menibentuknya dan merupakan aparat dekonsentrasi memiliki dasar
hukum yang lemah. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 hanya KPU yang
dapat memberi tugas dan wewenang lain untuk dilaksanakan oleh KPU Provinsi, dan
hanya KPU Provinsi yang dapat memberi tugas dan wewenang lain untuk dilaksanakan
oleh KPU Kabupaten/Kota, Tugas dan wewenang lain yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2003 adalah tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu. 3,
Ketentuan yang mengharuskan KPUD bertanggung jawab kepada DPRD, hal ini
menimbulkan masalah, karena KPUD harus bertanggung kepada KPU sebagaimana
diatur dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 2003 KPU tidak bertanggung jawab
kepada Presiden dan DPR melainkan mengajukan laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR.

V. PENUTUP.

Berangkat dari berbagai uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa substansi hukum
ketentuan pasal 56 s/d 114 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah telah mengubah prinsip-prinsip dasar yang dianut berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan praktek ketatanegaraan selama ini, dengan pertimbangan antara
lain fungsi dan sifat hakiki Komisi Pemilihan Umum yang diatur di dalam UUD 1945
telah diubah dengan materi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksud. Hal
tersebut bertentangan dengan prinsip penyusunan suatu peraturan perundang-undangan
yang harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum.
Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 16 Februari 2004 telah
didengar keterangan dari Dewan Perwakilan Rakvat vang yang diwakili oleh Sdr,
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Patnahs Akbar SH dan Drs | .ukman Hakim Saifuddin dan keterangan tertulis tertangpal
14 Februan 2003 sebagai benkut -

Untuk perkara No, 72/PUU-T1I1/22004

MENGENATI POKOK MATERI PERMOHONAN

D1 dalam permohonann yi, Pemohon menyatakan bahwa

a. ketentuan Pasal | urgka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat "....yang diben
wewenang khusus olel undang-undang imi untuk menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepal: aerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”;

b. ketentuan Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat "yang bertanggung
Jawah kepada DPRD";

¢. ketentuan Pasal 57 ayat (2),

d ketentuan Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat " dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah";

e. ketentuan Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat "diatur dalam
Peraturan Pemenntah";

f ketentuan Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat " berpedoman pada
Peraturan Pemerintah”: dan

£ ketentuan Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat " diatur dalam
Peraturan Pemerintah”, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan U ndang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 18
ayat (4). Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22F ayat (5), Terhadap permohonan tersebut dapat
disampaikan keterangan sebagai berikut :

a, Pentingnya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat secara tegas telah
diamanatkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mensyaratkan agar gubernur, bupati dan walikota sebagai
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis,
Menindaklanjuti ketentuan ini maka Undarg-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang
mengatur tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD sudah tidak lag
membenkan kevvenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah, demikian juga
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daecrah sudah tidak memberikan
kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah. Terpilihnya seorang
pemimpin/kepala daerab vang diinginkan masyarakat, yang mampu melaksanakan
perintah yang membawa kesejahteraan pada rakyat,

b. Pemilihan kepala dierah secara langsung sebagaimana juga dilakukan terhadap
pemilihan presiden merupakan salah satuperwujudan peningkatan kualitas demokrasi
dalam  penyelengbaruinpemerintahan  walaupun dengan tetap memberikan
penpakuanadanya kekhususan dan keistimewaan daerah dan tenjalinyastabilitas
pemerintahan didacrah yang tidak dapat dijatuhkan dengan alasan-alasan politik.

¢. Ketentuan mengenai pemilihan umum diatur dalam Bab VIIB Pasal 22F Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkenaan dengan masalah
Pemilu, ada beberapa pasal yang sccara tegas menyebut tentang adanya kalimat Pemilu
dalam UUD 1945. Dalam Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia. Jujur, adil setiap lima tahun sekal
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Hal im1 merupakan asas Pemilu yang dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 22E ayat (2)
untuk apa saja Pemilu dilaksanakan, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden
dan Wakil Presiden dan DPRD. Jadi imi merupakan acuan utama didalam pelaksanaan
Pemilu. Dalam Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih
dalam satu pasangan sccara langsung oleh rakyat. Bagaimana maksudnya Pasal 6A ayat
(1) dipilih langsung oleh rakyat itu diatur lebih lanjut didalam Pasal 6A avat (2), (3), (4).
dan (5) itu berbicara tentang masalah Pemilu yang berkenaan dengan Permilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan pemilihan umum
untuk memilih anggota DPRD. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang masalah
pemilthan umum untuk memilih anggota DPR. Selanjutnya Pasal 22C ayat (1)
menjelaskan masalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Itulah vang
mendasari kemudian mengapa pada UU No. 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah
bukanlah identik denban pemilihan umum, sebab tidak ada satupun pasal atau ayat dalam
UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan melalui
pemilihan umum.

d. Ketentuan Pasal 22F ayat (2) dengan tegas tidak menyebutkan bahwa pemilihar umum
untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi dalam ketentuan Pasal 18
ayat (4) disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota, masingmasing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Hal ini
berarti dalam pemilihan kepala daerah harus menjunjung nilai-nilai demokratis. Lahirnya
kata demokratis yang dicantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 ketika itu
menjelang perubahan kedua tahun 2000. setidak-tidaknya dikarenakan adanya 2 (dua)
pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan Kepala Daerah. Satu pendapat
menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan
sepenuhnya mengikuti apa yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden
sementara pendapat yang lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung. Perlu
diingat bahwa pada tahun 2000 itu perubahan ketiga belum terjadi. Dan baru terjadi pada
tahun 2001. Hal-hal yany berkaitan dengan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E
itu belum diputus. Later belakang pemikiran rumusan pasal 18 ayat (4) saat itu adalah
bahwa sistem pemilitan yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan
masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan
(pemilihan dilakukan cleh DPRD) atau melalui sistem pemilihan secara langsung
(pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat). Tujuanya adalah agar ada fleksibilitas bagi
masyarakat dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah. Hal itu ferkait erat
dengan penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat
di berbagai daerah yang berbeda-beda Ada daerah yang lebih condong untuk
menerapkan sistem pemilihan tidak langsung (demokrasi perwakilan) dan ada pula
daerah yang cenderung lebih menyukai system pemilihan langsung demokrasi langsung)
dalam hal memilih gubernur, bupati dan walikota. Baik sistem pemilihan secara langsung
(demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi
perwakilan) sama-sama masuk kategori system yang demokratis. Berdasarkan dua
pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam artian karena
ayat (7) pada Pasal 18 1tu susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang. Undang-undang-lah yang menentukan apakah pemilihan kepala
daerah itu dilakukan langsung oleh rakyat atau sebagaimana sebelumnya dilakukan oleh
DPRD. vang penting prinsip dasarnya adalah demokratis. Oleh karenanya kami

g
.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

berpandangan makna atau tafsiran dari demokratis itu tidak bisa serta merta dimaknai
sebagai pemilihan langsung melalui pemilu. e, Berkaitan dengan rumusan Pasal 1 Angka
21 Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat
dijelaskan bahwa :

I Dalam menyelenggarakan suatu pemilihan kepala daerah provinsi maupun
kabupatenkota diperlukan adanya suatu lembaga yang bersifat independen/mandiri,
pembentukan lembaga ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu membentuk lembaga
baru di setiap daerah pemilihan atau dengan memanfaatkan keberadaan KPUD yang telah
berpengalaman dalam menyelengarakan pemilihan umum anggota legislatif dan
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Pada akhimya yang dipilih alternatif
kedua yaitu pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPUD. Walaupun kedudukan
KPUD merupakan bagian dari KPU, namun khusus untuk pemilihan kepala daerah
KPUD diberikan kewajiban khusus yang terkait dengan penyelenggaraan proses
pemilihan kepala daerah. KPUD mempunyai tugas mulai dari mersncanakan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menetapkan tata cara pelaksanaan,
mengkoordinasikan penyelenggaraan, menetapkan tanggal, meneliti persyaratan partai
politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon,
sampai dengan menetapkan pasangan calon.

2. Pertimbangan dipilihnya KPUD adalah umtuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya
dibandingkan dengan membentuk lembaga baru. Pertimbangan ini didasari karena
perangkat, sarana dan prasarana KPUD sudah lengkap diseluruh tanah air,

f.Berkaitan dengan rumusan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan bahwa :

1) Khusus dalam penyelenggaraan pemilihan kepala dacrah, peran KPU disini hanya
sebatas menjadi acuan bagi KPUD dalam membuat berbagai peraturan vang selama im
sudah ada Dalam Pasal 29 butir ¢ dan Pasal 32 butir g UU No 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dinyatakan bahwa KPU Provinsi
maupun KPL Kabupaten/IKota melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam
undangundang fadi ada kewenanpan undang-undang untuk bisa memberikan kewajiban
lain kepada KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota. Ada dua kewajiban lain yang diberikan
oleh UU No. 32 tahun 2004 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dua
kewajiban lain itu adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala daerah kepada DPRD Selanjutnya
LU No. 32 tahun 2004 memang tidak memberni kewajiban atau wewenang khusus kepada
KPU, namun hal im sesungguhnya tidak berarti KPU kehilangan peran sama sekali. KPU
tetap menjaga berfungsinva organisasi secara baik dan benar di tingkat Provinsi maupun
di tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan lain atauy kewapiban lain yang
dibertkan UU No. 32 tahun 2004 kepada KPUJ Provins: maupun Kabupaten/Kota adalah
berkaitan dengan pertanggungjawabannya kepada DPRD, jadi memang DPRD bertugas
dan berwenang antara lain melakukan pengawasan pada tahap semua pelaksanaan
pemilthan kepala daerah dan DPRD berwenang membentuk Panwas. 2) Meskipun DPRD
sudah tidak fagi memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah, karena kepala
dacrah dipilih langsung oleh rakyat namun sebabai lembaga perwakilan rakyat DPRD
masih memiliki kewenangan schagai penanggung jawab dalam proses pemilihan kepala
dacrah secara langsung, oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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mengharuskan KPUD untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

g Berkaitan dengan rumusan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan bahwa :

Setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala dacrah yang
dilakukan oleh KPUD dan anggaran biaya yang dikeluarkan harus dilaporkan kepada
DPRD, hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan KPUD bertanggujawab kepada
DPRD. Sesuai ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka
seluruh biaya kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD; sehingga setiap penggunaan anggaran
yang bersumber pada APBD harus dilaporkan kepada DPRD.

h. Berkaitan dengan rumusan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 " ahun 2004
tentang Pemerintahan Dacrah dapat dijelaskan bahwa :

1) Proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu masa
persiapan dan tahap pelaksanaan, tahapan ini harus dilaksanakan secara tertib dan
berurutan. Supaya tahapan ini dapat dijalankan secara baik- diperlukan suatu aturan vang
dikeluarkan oleh penyelenggara pemilihan kepala dacrah yaitu KPUD.

2) Peraturan yang dikeluarkan oleh KPUD tentunya harus memperhatikan tata urutan
peraturan perundang-undangan dimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (4) UU Nomor 32
Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa setiap peraturan vang dikeluarkan KPUD
harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan [ndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004,

. Berkaitan dengan rurnusan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Cacrah dapat dijelaskan bahwa

I} Setiap orang berhal atas pengal uan, jaminan, perhindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakwa: yang same dihadapan hukum, oleh sebab itu dalam pemilihan
kepala daerah pemilih tinanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain
pada saat memberikan : varanya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain
atas permintaan pemilik.

2) Tata cara pemberian bantuan tentunya harus diatur supaya dapat dijalankan dengan
bark, pengaturan ini tentunya tidak cukup dengan peraturan KPUD tetapi harus dengan
peraturan pemerintzh sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 supava dapat diberlakukan sccara menyeluruh di seluruh Tndonesia karena
mengandung mla-mia yang umiversal sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. |
Berkaitan dengan rumusan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
lentang Pemenntahan Daerah dapat dijelaskan bahwa -

Pemberian tanda khusus tentunya dimaksudkan agar orang yang telah memberikan hak
suaranya tidak dapat memberikan hak suaranya lagi, sehingga diharapkan jumlah suara
sama dengan jumlah daftar pemilih Ketentuan tentang tanda khusus ini tentunya harus
ditetapkan oleh KPUD sendiri dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

k. Berkaitan dengan rumusan Pasal 114 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Dacrah dapat dijelaskan bahwa -

1) Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pemilihan kepala dacrah yang demokratis
dengan menjunjung asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adi’, maka
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara lebih berkualitas
untuk lebih menjamin kompetisi vang sehat, partisipatisi keterwakilan yang lebih tingg
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dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Untuk meacapai semuanya itu
diperlukan pengawasan, penegakan hukum. dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah memiliki peranan penting.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuka peluang partisipasi aktif Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dan badan hukum dalam negeri untuk melakukan kegiatan
pemantauan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

3) Supaya pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan bertanggung jawab, maka
LSM dan hadan hukum dalam negeri tersebut harus memenuhi persyaratan independen
dan mempunyai sumber dana yang jelas dan harus mendaftarkan diri dan memperoleh
akreditasi dann KPUD, sedangkan mengenai tata cara menjadi pemantau dan tata cara
pemantauan akan diatur dalam Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU.
4) Lembaga atau badan pemantau pemilihan kepala daerah mempunyai kewajiban untuk
menyampaikan hasil pemantauannya kepada KPUD paling lambat 7(tujuh) han setelah
pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Terhadap pemantau pemilihan
kepala daerah yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
maka haknya sebagai pemantau akan dicabut dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan
perundangundangan vany; berlaku

|. Jadi sepanjang berkait: n dengan Pasal 65 ayat (4), Pasal 89 ayat (3), Pasal 94 ayat (2),
dan Pasal 114 ayat (4) sepanjang menvangkut anak kalimat "diatur dalam Peraturan
Pemerintah”, dapat diber! keterangan sebagai berikut -

1) Dalam hal menyangkut pemilihan kepala daerah hakekatnya adalah pemilihan aparatur
eksekutif dibawah Presiden. Jadi sesungguhnya yang akan dipihih adalah bagian dan
pemerintahan pusat itu sendiri. Otonomi yang dimiliki oleh daerah hakekatnya adalah
otonomi dalam pengertian kebebasan dan kemandirian bukan kemerdekaan dalam
pengertian yang seluas-luasnya, namun dalam ikatan kesatuan yang lebih besar yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya otonomi sekedar subsistem saja
dari kesatuan yang lebih besar dalam konteks negara kesatuan kita.

2) Bahwa tidak ada kewajiban konstitusional untuk menyerahkan pengaturannya hanya
kepada KPU sebagai regulator sekaligus pelaksananya. Jadi disini dinyatakan bahwa hal-
hal yang bekaitan dengan ketentuan penyelenggaraan Pilkada ini memang tidak ada
kewajiban konstitusional hanya dilakukan oleh KPU. Peraturan Pemerintah itu sendiri
sesungguhnya merupakan produk hukum yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945,
3) Dengan keberadaan PP bukan berarti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak
lagi independen, sebagaimana halnya dengan pembuatan undang-undang dimana KPU
tidak terlibat dalam pembuatan undang-undang, justru dengan undang-undang tersebut
itulah KPU yang independen, jadi bukan berarti serta merta suatu peraturan pemerintah
membuat KPUD menjadi tidak independen.

4) Dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
dalam Pasal 7 ayat (I) menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-ur dangan
adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.
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Bahwa dalam jenis dan hirarki Undang-Undang diakui adanva Peraturan Pemenintah,
Peraturan Pemerintah digunakan untuk melaksanakan perintah Undang- Undang.

m. Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

1) Semangat perumusan Pasal | angka 21, Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2). Pasal 65
ayat (4). Pasal 89 ayat (3), Pasal 94 ayat (2), dan Pasal | 14 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk melaksanakan
demokrasi dan demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah dan pengaturan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan memiliki akuntabilitas
yang tinggi.

2) Terhadap beberapa ketentuan pemilihan kepala daerah akan diatur atau berpedoman
pada peraturan pemerintah semata-mata agar ada keseragaman sehingga ada acuan yang
sama bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPUD).

3) Berdasarkan hal terscbut, maka materi muatan Pasal 1 angka 21, Pasal 57 ayat (1),
Pasal 57 ayat (2), Pasal 65 ayat (4). Pasal 89 ayat (3), Pasal 94 ayat (2). dan Pasal 114
ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Menimbang, bahwa seclain mendengarkan keterangan pihak pemerintah dan DPR-RI
dipesidangan Mahkamah juga memandang perlu untuk mendengar keterangan dari pihak
yang terkait dengan permohonan Para Pemohon yang dalam hal ini adalah Komisi
Pemilithan Umum (KPUJ\. Dipersidangan KPU pada pokcknya memberikan keterangan
sebagai berikut :

1. UMUM

1. Pasal 6 huruf A Uncang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil
Presiden dipilih secara lungsung oleh rakyat, kemudian ketentuan dalam UUD 1945 ini
dijabarkan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, yang operasionalnya telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli
2004 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I dan 20 September 2004
Putaran [1.

2, Pasal 18 UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demok.atis;
ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemenntahan Daerah, mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara langsung rakyat diatur dalam Pasal 56 s/d 114,

3. Berdasarkan penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD bahwa seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap lima tahun sekali. Melalui
Pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

4. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilihan Umum
diselengarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan
mandiri. KPU sebagai penyelenggara Pemilu wilayahnya mencakup seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam menjalankan tugasnya
berkesinambungan serta dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bersifat mandiri dan
bebas dari pengaruh pihak manapun, transparan serta pertanggungjawaban yang jelas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, peran KPU sebagai
penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 22 E UUD 1945 tidak berlaku bahkan mengenai
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KPU sama sekali tidak diatur dalam penjabarannya melalui Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 sebaliknya justru KPUD vyang diatur sebagai penyelenggara Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan KPUD (KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota) merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari KPU sebagaimana diatur
dalam Pasal | angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD

6, Sehubungan dengan permasalahan diatas, perlu adanya satu ketetapan yang pasti
mengenal hal dimaksud agar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah itu didasarkan pada satu peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan
dengan Undang Undang Dasar 1945

I 1 . PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TERMASUK DALAM KATEGORI PEMILL.

Tema ini mengandung makna bahwa dilihat dari ciri-cirinya dapat disimpulkan bahwa
pemilihan Kepala Daereh dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan kegiatan Pemilu.
|. Berdasarkan Pasal 5€ uyat (1) bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih
dalam satu pasangan culon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dari sudut asas yang digunakan dalam
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, adalah asas pemilu
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2003.

2. Dilihat dari sisi penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU
Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah
diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD,adalah enyelenggara
Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4
Undangundang Nomor 12 Tahun 2003.

3. Dilihat dari sisi yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa warga
negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala dacrah sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai
hak memilih, juga merupakan pemilih dari Pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakii
Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undarg Nomor 12 Tahun
2003 dan pasal 1 angka 10 UU Nomor 23 Tahun 2003. Berbeda dengan pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya yang dipilih oleh Anggota DPRD.
4. Pembuat Undang-undang menggunakan standar ganda dalam menerjemahkan Pasal 18
ayat (4), yang termasuk domain pemerintah daerah (Pasal 18) bukan hanya kepala daerah
dan wakil kepala daerah tetapi juga DPRD. Pembuat undang-undang melakukan
penafSiran untuk Pasal 18 ayat (4), tetapi dengan sengaja tidak melakukan penafsiran
terhadap ketentuan Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah merupakan
kegiatan Pemilu, dengan demikian Pasal 56 s/d 114 UU Nomor 32 Tahun 2004
bertentangan dengan Pasal 22 E UUD 1945

111. KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

|. Berdasarkan penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2003 yang dimaksud dengan sifat
mandini adalah bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersifat
mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan
pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makna
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bebas dan pengaruh pihak manapun adalah bahwa KPU ftidak dapat dipengaruhi oleh
slapapun termasuk pemernintah. Dengan dicantumkannya beberapa ketentuan dalam Pasal
56 s/d 114 ULl Nomor 32 Tahun 2004 vang mengatakan bahwa KPUD dalam
menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah diatur dan
berpedoman pada Peraluran Pemerintah, maka sccara hukum hal im telah mengubah
makna "Mandin" karena KPU menjadi bertindak sccara berpihak atau tidak "Mandin”
(tidak bebas) atau denper  kata lain dalam penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah KFUD berpihak kepada Pemerintah, berdasarkan Pasal 1 angka 4
menyatakan bahwa KFLI Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari
KPU.

2. Menempatkan KPUD sebagai bagian dari KPU dibawah pengarahan pemerirtah itu
bertentangan dengan asasasas yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 dan UU
Nomor 23 Tahun 2003 yang sama sekali hdak memben kewenangan kepada pemenntah
untuk membuat peraturan pelaksanaan pemilu dengan alas an untuk menghindari
pembuatan peraturan Pemilu oleh peserta Pemilu.

3. Pemberian kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD bertentangan dengan asas ekternalitas yang
dianut Pasal 11 avat (1) Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 itu sendiri. Karena
pengaturan setiap tahapan tersebut merupakan penjabaran asasasas Pemilu yang
demokratis (Luber, dan Jurdil). Penjabaran asas-asas Pemilu ini berlaku seragam di
seluruh Indonesia bahkan berlaku universal, sehingga tidak dapat didesentralisasikan
kepada KPUD.

IV. KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah.

I. Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah
scbagaimana diatur dalam pasal 114 s/d 156 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tidak
taat asas. Pada satu sisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak
dikatagorikan sebagai Pemilu, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah udak diselenggarakan oleh KPU, tetapi disisi lain pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah danWakil Kepala Daerah diserahkan kepada KPUD yang merupakan aparat
bawahan KPU. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat "nasional" yang melekat pada
KPLU.

2. Penyerahan tugas dan wewecnang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah kepada KPUD, tetapi tanpa hubungan apapun dengan KPU sebagai
instansi induk yang membentuknya dan merupakan aparat dekonsentrasi memiliki dasar
hukum yang lemah, Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 hanva KPU yang
dapat memberi tugas dan wewenang lain untuk dilaksanakan oleh KPU Provinsi, dan
hanya KPL! Provins: virg dapat member tugas dan wewenang lain untuk dilaksanakan
oleh KPU Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang lain yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2003 wdalah tugas dan wewenang vang berkaitan dengan Pemilu.

3. Ketentuan vang mengharuskan KPUD bertanggung jawab kepada DPRD, hal ini
menimbulkan masalah karcna KPUD harus bertanggung kepada KPU sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 KPU udak bertanggung jawab
kepada Presiden dan DPR  melainkan  mengajukan  laporan  setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR.
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V. PENUTUP.

Berangkat dari berbagai t raian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa substansi hukum
ketentuan pasal 56 s/d 114 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintah
Daerah telah mengubah prinsip-prinsip dasar yang dianut berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan prakiek ketatanegaraan selama in', dengan pertimbangan antara
lain fungsi dan sifat hakiki Komisi Pemilihan Umum yang diatur di dalam UUD 1945
telah diubah dengan materi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksud. Hal
tersebut bertentangan dengan prinsip penyusunan suatu peraturan perundang-undangan
yang harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum.
Untuk perkara No. 73/PUU-TI2004

Mengenai Pokok Materi Permohonan

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa

a. ketentuan Pasal 1 angka 21:" Komisi Pemilihan Umum daerah yang selanjutnya
disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU
No. 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU im untuk menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau
kabupaten/kota";

b. ketentuan Pasal 57 ayat (1) :"Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD":

c. ketentuan Pasal 65 ayat (4) :"Tata cara pelaksanaan masa persiapan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemenntah”;

d. ketentuan Pasal 66 avat (3) huruf e | "Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
KPUD":

¢. ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf e : ‘'mempertanggungjawabkan penggunaezn anggaran
kepada DPRD".

f. ketentuan Pasal 82 avat (2) :"Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukn
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan
sebagai eselon oleh DPRD";

g, ketentuan Pasal 89 ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hantuan
kepada pemilih sebagai rana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah ; h. ketentuan Pasal 94 avat (2) \"Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan o¢h KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemenntah™
ketentuan pasal 14 ayut (4) "Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan
pemantauan pemilihan serta pencabutan hak sebagar pemantau diatur dalam Peraturan
Pemerintah”. Ulndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E
ayat (5). Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut :

a. Pentingnya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat secara tegas telah
diamanatkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945 yang mensyaratkan agar gubernur. bupati dan walikotasebagai
kepala pemerintah daerah propinsi. kabupaten, kota dipilih secara demokratis.
Menindaklanjuti ketentuan imi maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 vyang
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mengatur tentang Susunan dan Kedudukan MPR. DPR, DPD, dan DPRI) sudah tidak lagi
memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala caerah, demikian juga
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak memberikan
kewenangan kepada DPRI) untuk memilih Kepala Daerah terpilihnya seorang
pemimpin/kepala daerah yang diinginkan masyarakal. yang mampu melaksanakan
perintah yang membawa kesejahteraan pada rakyat.

b, Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana juga dilakukan terhadap
pemilihan presiden merupakan salah satu perwujudan peningkatan kualitas demokras
dalam penyelenggaraan pemenntah:n walaupun dengan tetap memherikan pengakuan
adanya kekhususan dan keistimewaan daerah dan terjaminnya stabilitas pemerintahan
didaerah yang tidak dapat dijatuhkan dengan alasan-alasan politik.

¢. Ketentuan mengenai pemilihan umum diatur dalam Bab VII B Pasal 22E Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berkenaan dengan masalah
Pemilu, ada beberapa pasal yang secara tegas menyebut tentang adanya kalimat Pemilu
dalam UUD 1945 Dalam Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas. rahasia. jujur, adil setiap lima tahun sekali.
Hal ini merupakan asa: 2emilu vang dijelaskan lehih lanjut di dalam Pasal 22E ayat (2)
untuk apa saja Pemilu dilaksanakan. yaitu untuk memilih anggota DPR. DPD, Presiden
dan Wakil Presiden dan DPRD. Jadi ini merupakan acuan utama didalam pelaksanaan
Pemilu. Dalam Pasal 6.\ ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, Bagaimana maksudnya Pasal 6A ayat
(1) dipilih langsung oleh rakyat itu diatur lebih lanjut didalam Pasal 6A ayat (2), (3), (4),
dan (5) itu berbicara tentang masalah Pemilu yang berkenaan dengan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan pemilihan Umum
untuk memilih anggota DPRD. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang masalah
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR. Selanjutnya Pasal 22C ayat
{1)menjelaskan masalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Ttulah yang
mendasari kemudian mengapa pada UU No. 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah
bukanlah identik dengan pemilihan umum, sebab tidak ada satupun pasal atau ayal dalam
UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan melalui
pemilihan Umum.

d. Ketentuan Pasal 22E ayat (2) dengan tegas tidak menyebutkan bahwa pemilihan umum
untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi dalam ketentuan Pasal 18
ayat (4) disebutkan bahwa gubernur, bupati. dan walikota. Masingmasing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, Hal im
berarti dalam pemilihan kepala daerah harus menjunjung nilainilai demokratis. Lahirnya
kata demokratis yang dicantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 ketika itu
menjelang perubahan kedua tahun 2000, setidak-tidaknya dikarenakan adanya 2 (dua)
pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan Kepala Daerah. Satu pendapat
menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan
sepenuhnya mengikuti apa yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden
sementara pendapat yang lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung. Perlu
diingat bahwa pada tahun 2000 itu perubahan ketiga belum tetjadi, dan baru terjadi pada
tahun 2001, hal-hal vang berkaitan dengan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E
itu belum diputus. Latar belakang pemikiran rumusan pasal 18 ayat (4) saat itu adalah
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hahwa sistem pemilihan yang aken diterapkan disesuatkan dengan perkembangan
masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan
(pemilihan dilakukan oleh DPRD) atau melalui sistem pemilihan secara langsung
(pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat). Tujuannya adalah agar ada fleksibilitas bagi
masyarakat dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah. Hal itu terkait crat
dengan penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat
di berbagai daerah vyang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih condong untuk
menerapkan sistem pemilihan tidak langsung (demokrasi perwakilan) dan ada pula
daerah vang cenderung menyukai sistem pemilihan langsung (demokrasi langsung)
dalam hal memilih gurbenur, bupati dan walikota, Raik sistem pemihhansecara langsung
(demokrasi Tangsung) maupun system pemilihan secara tidak langsung (demokrasi
perwakilan) samasama masuk kategori sistem yang demokratis. Berdasarkan dua
pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam artian karena
pada avat (7) pada Pasal 18 itususunan dan penyelenggaraan pemerintahan dacrah diatur
dalam undang-undang. Undang-undang-lah yang menentukan apakah pemilihan kepala
daerah itu dilakukan langsung oleh rakvat atau sebagaimana sebelumnya dilakukan oleh
DPRD. yang penting prinsip dasarnya adalah demokratis Oleh karenanya kami
berpandangan makna atau tafsiran dari demokratis itu tidak bisa serta merta dimaknai
sebagai pemilihan langsung melalw pemilu.

e. Berkaitan dengan rumusan Pasal | Angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahvn 2004
tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan bahwa :

1) Dalam menyelenggarakan suatu pemilihan kepala daerah provinsi maupun
kabupaten/kota diperlukan adanya suatu lembaga yang bersifat independen/mandiri,
pembentukan lembaga ni dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu membentuk lembaga
baru di setiap daerah pemilihan atau dengan memanfaatkan keberadaan KPUD yang telah
berpengalaman dalam menyelengarakan pemilihan umum anggota legislatif dan
pemilihan umum Presidzn dan Wakil Presiden. Pada akhimya yang dipilih alternatif
kedua yaitu pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPUD. Walaupun kedudukan
KPUD merupakan bagian dari KPU, namua khusus untuk pemilihan kepala daerah
KPUD diberikan kewajiban khusus yang terkait dengan penyelenggaraan proses
pemilihan kepala daerah. KPUD mempunyar tugas mulai dari merencanakan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menetapkan tata cara pelaksanaan.
mengkoordinasikan penyelenggaraan, menetapkan tanggal, meneli'i persyaratan partal
politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon,
sampai dengan menetapkan pasangan calon. 2) Pertimbangan dipilihnya KPUD adalah
untuk efisiensi waktu, tenaga. dan biaya dibandingkan dengan membentuk lembaga baru.
Pertimbangan ini didasari karena perangkat. sarana dan prasarana KPUD sudah lengkap
di seluruh tanah air. f Berkaitan dengan rumusan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan bahwa;

1) Khusus dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, peran KPU Jisini hanya
sebatas menjadi acuan bagi KPUD dalam membuat berbagai peraturan yang selama ini
sudah ada Dalam Pasal 29 butir g dan Pasal 32 butir g UU No.12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR. DPD dan DPRD dinyatakan bahwa KPU Provinsi
maupun KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam
undangundang, Jadi ada kewenangan undang-undang untuk memberikan kewajiban lain
kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Ada dua kewajiban lain yang diberikan
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oleh ULl No. 32 tahun 2004 kepada KPU Provinsi dan KPU Kahupaten/Kota. Dua
kewajiban lain itu adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
pertangeungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Selanjutnya
LU No. 32 tahun 2004 memang tidak memberi kewajiban atau wewenang khusus kepada
KPU, namun hal ini sesungguhnya tidak berarti KPU kehilangan peran sama sekali. KPU
tetap menjaga berfungsinya organisasi secara batk dan benar di tingkat Provinst maupun
di tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan lain atau kewajiban lain yang
diberikan Undang-Lindang No. 32 tahun 2004 kepada KPU, Provinsi maupun
Kabupaten/Kota adalah berkaitan dengan pertanggungjawabannya kepada DPRD. jadi
memang DPRD bertugas dan berwenang antara lain melakukan pengawasan pada tahap
semua pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan DPRD berwenang membentuk Panwas.
2) Meskipun DPRD sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah,
karena kepala dacrah dipilih langsung oleh rakyat namun sebagai lembaga perwakilan
rakyat DPRD masih memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab dalam proses
pemilihan kepala daerahsecara langsung, oleh sebab 1tu Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 mengharuskan KPUD untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

g Berkaitan dengan rumusan Pasal 65 avat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan C aerah dapat dijelaskan bahwa :

1) Proses pemilihan kiopala daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu masa
persiapan dan tahap pelaksanaan, tahapan ini harus dilaksanakan secara tertib dan
berurutan, Supaya tahapsn ini dapat dijalankan secara baik diperlukan suatu aturan yang
dikeluarkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah yaitu KPUD.

2) Peraturan yang dikeluarkan oleh KPUD tentunya harus memperhatikan tata uratan
peraturan perundang-undangan dimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (4) UU Nomor 32
Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan KPUD
harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004. h. Berkaitan dengan rumusan Pasal 66 ayat (3) huruf e
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah dapat dijelaskan
bahwa :

DPRD sebagai perwakilan rakyat di tingkat daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, mempunyai beberapa tugas dan
kewenangan diantaranya meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara pemilihan
kepala daerah yaitu KPUU dan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan
pelaksanaan pemilihan. hal ini didasari karena DPRD lah yang memiliki legitinasi paling
kuat diantara intitusi atau lembaga lain diprovinsi dan kabupaten’kota, karena semua
anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. i. Berkaitan dengan rumusan Pasal 67 ayat (1)
huruf e Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat
dijelaskan bahwa :

Sesuai ketentuan Pasal |12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka seluruh biaya
kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belamja Daerah (APBD), sehingga setiap pengpgunaan anggaran vang
bersumber pada APBD harus dilaporkan kepada DPRD.

1. Berkaitan dengan rumusan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan bahwa:

.
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I} Seuap pasangan calon danvatau tm kampanve schiap pasangan calon dilarang
menmjanithan dan/atac memberikan uang atau mater lmnnya dengan tujuan untuk
mempengaruhi pemilih

2) Terhadap setiap pasangan calon dan/atau tim kampanyve vang terbukti telah
memberikan janji dan‘atau memberikan uang atau maten lainnva dengan tujuan untuk
mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap akan dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD, Hal ini
terkait dengan kedudukan DPRD sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemilihan
kepala daerah, schingga pembatalan pasangan calon hanya dapat dilakukan oleh DPRD
k- Berkaitan dengan rumusan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemenintahan Daerah dapat dijelaskan bahwa:

l) Setiap orang berhak atas pengakuan. jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuar yang sama dihadapan hukum, oleh sebab itu dalam pemilihan
kepala dacrah pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyal halangan fisik lain
pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain
atas permintaan pemilil

2) Tata cara pembenian bantuan tentunya harus diatur supaya dapat dijalankan dengan
baik, pengaturan mi tentunya tidak cukup dengan peraturan KPLUD tetapt harus dengan
peraturan pemerintah scbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 supaya dapat diberlakukan secara memyeluruh di seluruh Indonesia karena
mengandung nilainilar yang universal sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia

| Berkaitan dengan rumusan Pasal 94 ayat (2) Undang-Lindang Nomor 32 Tahun 2004
lentang Pemerintahan Dacrah dapat dijelaskan bahwa -

Pemberian tanda khusus tentunya dimaksudkan agar orang vang telah memberikan hak
suaranya tidak dapat memberikan hak suaranya lagi. schingga diharapkan jumlah suara
sama dengan jumlah daftar pemilih Ketentuan tentang tanda khusus ini tentunva harus
ditetapkan oleh KPUD sendiri dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

m. Berkaitan dengan rumusan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
lentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan bahwa -

I) Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pemilthan kepala daerah yang demokratis
dengan menjunjung asasasas langsung, umum, bebas, rahasia, Jwur, dan adil. maka
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara lebih berkualitas
untuk lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif. keterwakilan yang lebih tingg
dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Untuk mencapai semuanva itu
masalah pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuka peluang partisipasi aktif Lemhaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dan badan hukum dalam negeri untuk melakukan kegiatan
pemantauan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

3) Supaya pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan hertanggung jr.wab, maka
LSM dan badan hukurn dalam negeri tersebut harus memenuhi persyaratan independen
dan mempunyai sumber dana vang jelas dan harus mendattarkan diri dan memperoleh
akreditasi dan KPUD, sedangkan mengenai tata cara menjadi pemantau dan tata cara
pemantauan akan diatu: dalam Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU.
4) Lembaga atau badan pemantau pemilihan kepala dacrah mempinyai kewajiban untuk
menyampatkan hasil prinantavannya kepada KPUD paling lambat 7(tujuh) hani setelah
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pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Terhadap pemantau pemilihan
kepala daerah yang tidak memenuhi kewajiban dan‘atau tidak lagi memenuhi persvaratan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
maka haknya sebagai pemantau akan dicabut dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

n. Jadi sepanjang berkaitan dengan Pasal 65 ayat (4), Pasal 89 ayat (3), Pasal 94 ayat (2),
dan Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat ", .. .. diatur dalam Peraturan
Pemerintah". dapat diberi keterangan sebagai berikut

1) Dalam hal menyangkut pemilihan kepala daerah hakekatnya adalah pemilihan aparatur
eksekutif dibawah Presiden. Jadi sesungguhnya vang akan dipilih adalah bagian Jan
pemenntahan pusat 1tu sendin. Otonomi yang dimiliki oleh daerah hakekatnya aaalah
otonomi dalam pengertian kebebasan dan kemandinan bukan kemerdekaan dalam
pengertian yang seluas-luasnva, namun dalam ikatan kesatuan yang lebih besar vyaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya otonomi sekedar subsistem saja
dan kesatuan yang lek besar dalam konteks nepara kesatuan kita.

2) kewayiban konstitusional untuk menyerahkan hanya kepada KPU sebagai regulator
sckaligus pelaksananyz. Jadi disini dinyatakan bahwa hal-hal vang bekaitan dengan
ketentuan penyelenggaraan Pilkada im memang tidak ada kewajiban konstitusional hanya
dilakukan oleh KPU. P2raturan Pemerintah itu sendini sesungguhnya merupakan produk
hukum yang diatur dalar Pasal 5 ayat (2) UUD 1645,

3) Dengan keberadaan FP bukan berati KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak
lagi independen, sebagaimana halnya dengan pembuatan Undang-Undang dinmana KPU
tidak terlibat dalam pembuatan Undang-Undang, justru dengan Undang-Undang tersebut
itulah KPU yang independen, jadi bukan berarti serta merta suatu peraturan membuat
KPUD menjadi tidak independent 4) Dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 avat (1) menvatakan jenis dan hierarki
peraturan perundangundangan adalah sebagai berkut :

a. Undang-lindang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

¢. Peraturan Pemenntah;

d. Peraturan Presiden:

e. Peraturan Daerah.

Bahwa dalam jemis dan hierarki Undang-Undang diakul adanya Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemenntah digunakan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang,

0. Berdasarkan keterangan tersebut d. atas dapat disimpulkan bahwa .

I) Semangat perumusan Pasal | angka 21. Pasal 57 ayat (1), Pasal 65 ayat (4), Pasal 66
ayat (3) huruf e, Pasal 67 avat (1) huruf ¢, Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ay.at (3). Pasal 94
ayat (2), dan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah adalah untuk melaksanakan demokrasi dan demokratisasi dalam
pemilithan kepala daerah dan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah vang
lebih demokratis dan memiliki akuntabilitas yang tingg.

2) Terhadap beberapa ketentuan pemilihan kepala daerah akan diatur atau berpedoman
pada peraturan pemerintah sematamata agar ada keseragaman sehingpa ada acuan yang
sama bag penyelenggara pemibihan kepala daerah (KPUD).

3) Berdasarkan hal tersebut, maka materi muatan Pasal | angka 2 |. Pasal 57 ayat (1),
Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (3) huruf ¢ Pasal 67 ayat (1) huruf e Pasal 82 ayat (2).
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Pasal 89 ayat (3), Pasal 94 avat (2), dan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menimbang, bahwa selain mengajukan
bukti-bukti tertulis telah pula didengar ahli didalam persidangan sebagai berikut :

1. Prof. Dr.Frans Limahelu :

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang perundang-undangan.

- Bahwa konstitusi itu tidak mengatur hal-hal teknis, tapi hanya mengatur asas-asasnya.

- Bahwa Pilkada 1tu berkaitan dengan Pemilu, maka menurut hemat ahli jika dilihat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E itu
sudah dengan jelas dika akan Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, ad ] setiap lima tahun.

- Bahwa secara langsung dan tidak dipakai dengan kata tambahan, apakah oleh Dewan
Perwakilan Rakvat, rakyat dan sebagainya, Hanya pada pasal-pasal selanjutnya dari ayat
selanjutnya dari pasal 11, disebutkan siapa-siapa vang dipilih. Asasnya adalah langsung
dan oleh rakvat, itu adalah demokrasi.

- Bahwa apabila itu sudah dikatakan dipilih langsung oleh rakyat, maka ini adalah soal
Pemilihan Umum. Itu secara tegas dikatakan undang-undang tentang Pe'nerintahan
Daerah Pasal 24 ayat (5).

- Bahwa kalau dilihat kepada Undang-undang tentang Pemenintah Daerah 1mi ada satu
inkonsistensi dalam pembuatannya. Di dalam petitum, dikatakan dipilih langsung tap:
dalam konsideransnya tidak dicantumkan Undang-undang tentang Pemilihan Umum.

- Bahwa apa vang dirumuskan oleh pasal-pasal mulai 57 dan seterusnya sampai bagian
kedelapan dari undang-undang Pemerintah Daerah itu sudah menjadi kewenangan dan
milik KPU. Sehingga dengan kata lain bahwa apa vangsudah diatur oleh Pemerintah
Daerah scharusnya sudah ada pengaturannya terlebih dahulu oleh lembaga vang
berwenang. Dengan kata lamn asas tentang pemilihan langsung oleh rakyat itu harus
dipegang dan harus dipertahankan.

- Bahwa dalam Undang-Undang Dasar tidak bisa disebutkan secara tekms sampar Bupan
karena itu adalah pekerjaan dan undang-undang,

- Bahwa menurut hemat ahh bagian kedelapan dan Undangundang Pemeritah Daerah
im sebetulnya sudah tidak bisa dipak 1 lagi karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (5)
bahwa itu dipilih langsung rakyat berarti dengan kata lain dipilih melalui KPU

- Bahwa istilah Pemilu sudah tegas bahwa ttu adalah langsung oleh rakyat. Dan ini sudah
ditegaskan kembali tdak bisa dikatakan Pilkada bukan Pemilu, kalau Pilkada bukan
Pemilulalu berarti Pilkada harus dipilih oleh DPR

- Bahwa Pilkada tetap Pemilu karena rumusannva sudah pasti

- Bahwa Pemilihan Umum kepada kepala daerah di dalam Undang-undang Pemerintah
Daerah, ini dimasukkan bagian penyelenggaraan pemerintahan, Ini suatu hal yang sangat

bertentangan satu sama lain. Kalau mgin dilakukan oleh Pemenntah Daerah, maka itu
mest dimasukkan dalam Pasal 18 konstitus: kita, dan 1tu tidak mungkin bahkan tidak bisa
karena itu subjek yang berbeda. Satu mengatur tentang Pemerintah Daerah sedangkan
Pasal 22E bicara soa Pemilihan Umum yang langsung dan seterusnya. Prinsipnya
berbeda sekali, asasnmya berbeda sekali tidak bisa asas dari Pemilihan Umum mau
dimasukkan di dalam Femerintahan Daerah. Harus memilih, Pemerintahan Daerah harus
menyerahkannyva pada <PL.
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- Bahwa di dalam bahasa Inggrisnya drafiing, itu kita tidak bisa melepaskan satu pasal
dengan yang lain, bahkan di dalam satu ayat-avat di dalam satu pasal. Semua itu merjadi
satu paket dan harus tunduk kepada satu prinsipil, satu asas. Situasi boleh berubah tapi
asas tidak bisa berubah veitu satu tentang Pemilu, kedua, tentang Pemerintah Daerah. Itu
tidak bisa digabung. Itu kedap air, kalau mau dikatakan sccara sederhana, Karena kalau
itu digabung, maka lebih yang menguntungkan secara politis. Tapi hukum mengatakan
tidak benar dan itu harus dipisahkan satu sama lain.

- Bahwa menurut hukum harus dipisahkan secara tegas antara pemilihan langsung dan
pemilihan oleh DPRD. Seperti yang ada di Undang-undang Pemerintahan Daerah sudah
diputuskan langsung, berarti DPRD udak bisa ikut serta sama sehali, Pemerintah juga
tidak bisa tkut serta.

- Bahwa pemilihan langsung, itu : 1. Bagaimana caranya, 2. Apa syarat-sy.ratnya, s
Lembaga yang melaksanakannya. Kalau 3 itu sudah, kemudian ada bargaming silakan.
Akan tetapi kalau langsung pasti rakyat yang memilih rakyat, lembaganya ditentukan
oleh rakyat. tidak oleh DPR atau DPRD. Dengan kata lain, KPU harus lepas dani DPR
maupun dari Pemerintah. Itulah demokrasi. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat
dan untuk rakyat.

- Bahwa bagian kedelapan dari Undang-undang Nomor 32sudah tidak bisa dipakai atau
dengan sendirinya itu tidak bisa digunakan.

- Bahwa ketika suatu undang-undang sedang dibahas di siding pengadilan maka berarti
semua kegiatan tentang pembuatan undang-undang harus berhenti.

- Bahwa dalam drafring apabila di dalam konsideran itu tdak dimuat landasan hukumnya
untuk pemilihan secara langsung, maka itu tidak mungkin atau nidak hisa secara
langsung. Dari drafting problem yang paling berat adalah inkonsistensi, sedangkan
redaksi bisa ada kompromi, tap: kalau konsistensi apalagi soal-soal yang fundamental 1tu
lidak bisa dikompromikan, tidak bis: diajak kerja sama, tapi kalau sesudah fundamental
lalu kita mau kompromi di dalam soal-soal detail. itu masih bisa. Kita hanya bisa
negosiasi mengenai hal-hal yang detail, tapi abour the fundamental wssue and principal
tidak bisa, dia itu oleh dipilin langsung oleh rakyat atau oleh DPRD itu principal. Sekal
kita pilih itu, maka kita mesti konsisten mempertahankan demikian.

2. Dr. ). Kristiadi

- Bahwa ahli adalah ahli dibidang Politik dan Otonomi Daerah

- Bakwa ungkapan yang paling gampang, demokrasi itu adalah Pemerintahan dar, oleh,
dan untuk rakyat. Akan tetapi supaya lebih jelasdapal dikatakan bahwa demokrasi
ituadalah sistem kekuaszan, dimana siapapun vang berkuasa harus mendapatkan mandat
dari orang vang dikuasz i terus rakyat berdaulat. Itu namanya demokras

- Bahwa sistem ini meicoba mengatur seperti itu, hal ini tidak mudah Oleh karenanya
ada sistem perwakilan. Kalau mau sistem perwakilan dalam sistem recruitment pejabat
publik itu juga sangat rumit, kita harus menentukan pilihan bahwa sistem demokrasi kita
sistem demokrasi perwakilan dan pejabat-pejabat publik diangkat langsung oleh
masyarakat.

- Di dalam sistem perwakilan i1, tentu kita tidak mau terdistorsi juga. Bahwa 200 juta
orang, kemudian hanya ada beberapa orang DPR, DPD dan beberapa ratus saja yang akan
menentukan nasib bangsa ini. Oleh karena itu system demokrasi juga ada keseimbangan
bahwa ada public discourse, ada ruang publik, civil society, public opinion yeng bisa
mengontrol mereka Karena pada dasarnya kekuasaan yang merusak ini tidak bisa
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ditundukkan dan dijinakan oleh aturan-aturan ataupun itikad baik, ataupun hubungan
persaudaraan, hubungan darah Kekuasaan hanva bisa dilawan dengan kekuasaan itu
sendiri. Sehingga, mekanisme cek and balance i perlu sekali.

- Bahwa hubungan Pemilu dengan demokrasi adaiah instrument recruument politik, atau
kompeust politik. Tetapt secara lebih gambiang Pemiiu adalah sistem percbutan
kekuasaan secara beradab dan damai. Yang diperebutkanadalah jubatan-jabatan publik
dan keanggotaan di parlemen.

- Bahwa pemilihan anggota DPRD, DPD, Presiden dan kepala daerah adalabh kompetisi
politik atau perebutan kekuasaan termasuk Kepala Desa.

- Bahwa pemilihan kepala desa sampai Presiden, itu adalah kompens: pohtik perebutan
kekuasaan secara beradab dan damai,

- Bahwa perdebatan masyarakat tentang adanya dua rezim ini karena Undang-Undang
Dasarnya masih belum sempurna

- Bahwa penyelenggara Pemilu yang independen, yang juga mandin, itu sangat
diperlukan di dalam sistem seleksi kekuasaan ini.

- Demokrasi tidak ada bentuk final, demokrast itu suatu pentuk budaya, demokrasi itu
adaiah suatu sistem vang ndak akan pernah berakbir Amenka juga sudah pernah nbut,
bagaimana merevisi undang-undang mengenai Pemilihan Presiden

- Bahwa vang paling baik, paling ideal di dalam melaksanakan kompetist polittk itu
peserta kompetist tdak bolch menjadi penyelenggara atau menjadi wasit. Oleh karena it
senap penyelengeara Pemilu harus benar-benar tidak ada katannya dengan kompets itu
sendin Senmgga harus memad inde senden

- Bahwa kalau Pilkada aturannya szperti ini, sangat sulit untuk dikawkan demokraus,
karena bagaimana bisa demokrans, kalau kemudian orang-orang mempunyai kepentingan
yaitu DPRD vang 1sinya partai-partai, vang mempunval kepentingannya untuk mengatur
Kalau Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 masih seperti itu dalam tataran pengertian
sepert itu iidak demokialis.

- Bahwa mengenai soal rezim, kalau rezim 1tu kemudian juga dikaitkan atau substansinya
adalah regulasi, aturan, norma dan ve/ue, kita harus konsisten. Kalau memang yang
namanva Pemilu tapr substansinya adalah kompetisi polink, pertaruhan perebutan
kekuasaan yang beradahy dan daman harus satu rezim yang juga dilaksanakan oleh institusi
vang independen. Independensi begitu penting, karena godaan kekuasaan luar biasa. Jadi
kalau misalnya Pemilu dilaksanakan oleh rezim yang bukan Pemilu dan yang juga ada
aturan-aluran yang memungkinkan terjadinya distors) pelaksanaan atau kontaminasi
kepentingan-kepentingan polink tertentu memang tm akan menjadi hasil yang tidak
dikehendaki oleh masyarakat '

- Bahwa kalau misalnya betul-betul nanti kalau Pilkada i,

bahwa yang namanya KPUD harus bertanggung jawab kepada DPKD dan DPRD adalah
memang forum perebutan kepentingan diantara panai-partan. Im vang sava khawatir,
bahwa betul-betul politik menjadi dagangan.

3 Prof.Dr. Riyas Rasyid.

- Bahwa Sebenarmya tidak ada prinsip khusus yang membedakan Pemilihan Kepala
Daerah dengan pemilihan pejabat-pejabat publik yang lain,

- Bahwa Kalau bicara demokratis, maka prinsip-prinsip umum tentang Pemiiu yang
demokrauis adalah yvang ada di dalamUndang-Undang Dusar
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- Bahwa scbenarnya tidak ada perbedaan yang hakiki, prinsipil, antara Pemilihan Kepada
Daerah dengan Pemilihan Presiden. Dia jabatan publik memimpin Pemerintahan,
membuat aturan-aturan dan segala macam.

- Bahwa menurut ahli Kepala desa itu, belum jelas statusnya, sebagai kepala
pemerintahan, sebabnya dia tidak dibayar gajinya. Dia tidak terima gaji dan t'dak terima
pensiun dan tidak terima fasilitas apapun dari negara ;

- Bahwa kepala desa itu masih dipertanyakan, apakah dia merupakan satu jabatan publik
yang memiliki kewenangan membuat aturan yang mengikatoleh karena ahli masih
meragukan apakah Pemilihan Kepala Desa itu, masuk dalam kategori pemlihan umum
dalam konteks teori yang kita pahami sebagai satu proses pem lihan untuk memilih
pejabat publik akan mengatur segala sesuatu dengan sanksi-sanksi yang menyertainya
dan dipilih oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan
1tu memang masih bisa diperdebatian;

- Bahwa prinsip-prinsip mengenai pemlihan kepala daerah itu mestinya persis sama
dengan Pemilihan Presiden, karena dia adaiah representasi negara pada tingkatan itu,
hanya dia tidak bisa dikatakan dia kepala Negara pada tingkat i, karena tidak ada
negara di situ. Jadi,

- Bahwa Pemilihan Kepala Daerah 1tu harus persis sama  prinsipnya dengan Pemilihan
Presiden dan Pemilihan Kepala Dazrah itu mengikuti Pemilihan Presiden, mestinya
Pemilihan Kepala Daerah dulu, baru ada Pemilihan Presiden secara langsung kalau kita
pintar mengatur negara 1.

- Bahwa yang disebut emenntah Daerah atau PemerintahanDaerah itu dua elemen
utamanya yaitu kepala dierah dan DPRD sebagaimana dalam undang-undang Undang-
undang Nomor 32

- Bahwa dar mana acuinya, Pemenntah pusat bukan Presiden Republik Indonesia dan
DPR RI. Mengapa tiba-tiba Pemerintahan Daerah DPRD masuk, ini Inkonsisten.
sebenarnya tidak bisa dan sudah di pisahkan pada Undangundang Nomor 22 ‘Tahun 1999
dilakukan oleh DPR, Tahun 2004 DPR berubah pikiran, tiba-tiba lembaga legislatif
dacrah diubah fungsinya sebagai legislatif daerah, dan tidak menjadi bagian dari
Pemerintah Daerah;

- Bahwa KPU sesuatu lembaga yang sudah dipercaya untuk melaksanakan pemilihan
Presiden ndak percaya untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dan dipercaya
menurut konstitusi, serta bisa membual aturan-aturan mengenai Permlihan Presiden, tidak
dipercaya membuat aturan-aturan mengenai kepala daerah;

- Bahwa karena tidak kepahaman saja. Dan menurut ahli kalau kita konsisten, maka
prinsip-prinsip Pemilihan Presiden juga berlaku bagi Pemilihan Kepala Daerah, maka
KPU menyeienggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

- Bahwa itu dalam operasionalnya adalah KPUD, tapi aturanaturan yang dibuat dil:kukan
oleh KPU Nasional, karena bisa dipertanggungjawabkan operasionalnya kepada KPU,
bukan dipertanggungjawabkan kepada DPRD,

- Bahwa sebenarnya tidak ada alasan KPUD bertanggungjawab kepada DPRD.

- Bahwa harus dilihat secara teknis detailnya, apakah ada tata cara yang berbeda dengan
Pemilihan Presiden,dan aada satu hal yang sebenamya menggambarkan inkonsistensi lain
dari Undang-Undang 32, bahwa di fuar konteks, ada satu pasal di dalam Undang-undang
32 yang memungkinkan scorang kepala daerah itu ditctapkan sebagai kepala dacrah
hanya dengan memperoleh suara 25 persen plus satu, jika itu suara tertinggi. Pert.ma,
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tidak konsisten dengan undang-undang tentang Pemilihan Presiden. Yang kedua, 1tu
defisit demokrasi, karena dimungkinkan ada suara yang dipilih oleh 70% rakyat tetap
akan ditetapkan sebagai kepala daerah., kecuali mau menghemat anggaran. Hanya itu
yang masuk akal, di luar itu tidak ada argumennya sama sekali di dalam 1lmu politik,

- Bahwa mengapa Pemenntah dalam hal im diben kewenangan untuk mengatur Pilkada
melalui Peratutan Pemenntah, karena Presiden juga 1tu aparat pemenintah pusat. kenapa
KPU yang buat peraturannya, sebenarnya ini hanvalah nostalgia saja, supaya Depdagn
kembali berperan, apabila lihat seluruhnya lUndang-undang 32 itu desentralisasi, lalu
harus diatur oleh Pemerintah, dan kalau kita mau konsisten, dikatakan bahwa Pemerintah
Daerah termasuk DPRD, tapi kenapa bukan Peraturan Pemenntah vang mengatur
pemilthan DPRD. sebetulnya ini inkonsistensi berulang-ulang dan membingungkan

- Bahwa ndak ada alasan untuk mengatakan Pemenntah Daerah, karena Pemerintah
Dacrah itu adalah aparavir dari Pemerintah Pusat lalu harus dibuat dengan PP, menurut
ahli tidak logis.

- Bahwa pengorgansasian dan  segala yang Dberkanlan dengan menyangkut
pertangpungiawaban KPLT kepada DPRD 1tu jelas secara prinsip sudah tidak ada jalurnya
untuk mengharuskan KP?1LID bertanggungawab pada DPRD, karena KPUD adalah aparat
dan KPU Nasional, perabenukannya tidak ada hubungannyva dengan Dewan Perwakilan
Rakyat, pengangkatan anggotanva juga tidak melalui konfimasi dan fit and proper test
dart DPRD, tidak ada tanggungjawab dan KPUD, hanya karena dalam undang-undang
itu didesain bahwa KPUD menyelenggarakan Pilkada yang kebetulan Pilkada itu adalah
pamtianya atau penanggung jawabnya adalah DPRD. Lalu ditugaskan kepada KPUD,
sebenarnya Itu secara sopan santun orgamisasi, karena KPUD 1tu ada atasannya. Dan
punya jalur hierarki organisasi ke atas. tidak bisa langsung dipotong begitu saja.,
walaupun oleh undang-undang. Tanpa melibatkan KPU;

- Bahwa ahli mengatakan menyalahi prinsip organisasi, karena sesuatu organisasi yang
seharusnya bertanggungjawab ke atas, menjadi bertanggung jawab ke samping tanpa satu
iogika apapun yang mendasari pernyataan itu,

- Bahwa dikatakan nidak bertanggung jawab karena angearannya dibuat oleh DPRD, dan
semua kalau prinsip anggaran itu harus atas persetujuan antara eksekutif dan DPRD, lalu
mengapa dia tidak bertanggungjawab juga kepada kepala daerah, kalau misalnya
dikaitkan dengan anggaran; dan di luar anggaran tidak ada relevansinya harus
bertanggung jawab kepada DPRD. Ahli tidak melihat logika politik yang bisa dipakai
untuk mengharuskan KPUD bertanggung jawab kepada DPRD dalam hal pelaksanaan
Pemilu. Satu-satunya yang bisa dikaitkan itu adalah soal anggaran, tapt anggaran tidak
diputuskan oleh DPRD saja. Anggaran itu adalah kesepakatan eksekutif di daerah, atau
kepala daerah dengan DPRD.

4. BIVITRI SUSANTI, S H. LLM.

- Bahwa perubahan konstitusi lerjadi secara parsial dan terus menerus.

- Bahwa bagaimana akhirnya konstitusi tambal sulam, berdasarkan penelitian salah
satunya yang ahli soroti adalah kenyataan bahwa konteks politik pada tahun di mana
amandemen itu dilakukan sangat berpengarvh, karena misalnya saja kita amati dalam
proses perubahan konstitusi, selain ketentuan-ketentuan politk di dalam MPR sendiri
maupun tim ahli ketika itu, ada juga dorongan dari luar, dan menarik bahwa Pasal 22E
yang di amandemen padx tahun 2001, ahli melacak dalam beberapa risalah sidang ketika
itu, MPR, sidang MPI dalam konteks amandemen, tidak ada yang muncul berupa
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dorongan dari luar, dalam arti desakan dari masyarakat sipil ketika itu yang sangat luar
biasa tahun 2000-2002.

- Bahwa kemudian ahli bandingkan dengan TAP MPR Tentang GBHN Tahun 1999 serta
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 yvang mengubah Undang-undang Nomor 3 Tahun
1999 dengan memasuken unsur KPU nasional bahkan katanya secara spesifik KPU vang
independen dan non partizan, berdasarkan perbandingan dengan konteks Undang-undang,
kemudian dorongan dari luar dan lain sebagainya;

- Bahwa anhli punya kes mpuian, bahwa sebenamva Pasal 22E Undang-Undang Dasar
ketika 1tu diubah lebih banyak bercermin pada perubahan di Undang-undang Nomor 4
Tahun 2000 sendin yan: memasukan mengenal KPLIL

- Hahwa waktu ahli nwlacak, terniata memang tbdak bisa dipungkin misalnya yang
paling keras mendorong soal Pemilu dan Pemilthan Presiden ketika itu adalah Cetro. dan
beberapa NGO lainnya ternvata belum mendorongkan soal KPU vang nasional dan
mandiri tapt masih konsentrasi ke soal Pemilihan Presiden langsung;

- Bahwa kemudian pertanyaan penelitiannya ketika itu kalau begitu dari mana konteks
KPU vang nasional dan independen ini muncul, Besar kecurigaannva berdasarkan
penelitian tentu bukan hanya kecurigaan, bahwa muncul inspirasi dari Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2000,

- Bahwa ahli mengakatakan di sim ada intensi, ahlh membaca paper dan pemenntah,
bahwa misalnya harus dilihat juga KP1 dalam Pasal 22E bunyinya “KPU", ahli mengira
tidak bisa dilihat secara sakieg, mesu dilihat juga ada intensi bahwa KPU yang dimaksud
di sim adalah KPU seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000,

- Bahwa Dengan alasan yang sama pula, kondisi sosial politik kalau kembali ke
pertanyaan bahwa kondisi sosial poliuk berpengaruh terhadap amandemen, manurut ahli
juga ada buknu-bukti bahwa Pasal |18 Undang-lndang Dasar amandemen-nya banyak
sekali terinspirasi oleh Undangundang Nomor 22 Tahun 1999,

- Bahwa sebenarnya karena Pasal |8 dilakukan pada tahun 2000 amandemen-nya
sementara Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, jadi kalau diperhatikan betul spirit-
nya, itu spirit-nya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga ketika Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004, bisa dibilang mengganti total ahli ingat istilah di Pansus
Undang-undang Nomor 32, karena ahli memperhatikan pembentukan Undang-undang
Nomor 32 istilahnya waktu itu restorasi, karena Undang-undang Nomor 32 itu
menggantikan secara total merestorasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

- Bahwa akibatnya banyak sekali di Undang-undang Nomor 32 vang tidak sesuai dengan
Pasal 18, spirit-nya menurut ahli di sini. Karena Pasal 18 ternyata banyak diinspirasikan
oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999,

- Banhwa menurut perkiraan ahli sangat banyak pengaruhpengaruh sosial politik, karena
sebagaimana ahli yakin sekali bahwa undang-undang maupun tentunya juga konstitusi,
bagaimanapun sebuah produk politik bukan sekedar produk hukum, sehingga ada proses
discourse yang sangat ¢alam pembentukan konstitusi itu;

- Bahwa konteks sosial politiknya ini agak misterius. karena agak terburu-buru untuk
undang-undang yang inaterinya sebesar im dan implikasinya sangat luas, ahli yakin
semua yang hadir di s ni juga setuju, itu hanya sebentar sekali dibahas dan cenderung
tertutup seperti biasanya dalam pembentukan undang-undang di DPR.

- Bahwa sebagai catatan karena organisasi ahli mengamati, dan membaca keterangan
pemerintah dikatakan legal drafting atau perancangan undang-undang pengganti Undang-
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undang Pemerintahan Dacrah Nomor 22 Tahun 1999 itu dilakukan scjak lama oleh
Pemerintah, tap! perancangan itu hiasanya tertutup untuk publik, apalagi di Pemenintah,
kalau di DPR biasanya masih terbuka, karena ahli sering mengamati di DPR seperti apa,
tapi di pemerintah biasanya tertutup perancangannya dan berdasarkan sidang-sidang di
DPR vang kami ikuli ternyata sampai dengan minggu ke 2 bulan Desember 2003 karena
pemerintah tidak kunjung memberikan RUL padahal ada concern ketika itu di DPR:

- Bahwa Undang-Undang Susduk tidak mengatur Pemilihan Kepala Daerah, sementara
ada beberapa Pemilihan Kepala Daerah yang mesti dilakukan pada bulan Juni sehingga
bisa terjadi kekosongan hukum. DPR dengan inisiatif sendiri mengajukan usul inisiatif
undang-undang pemeriyahan daerah yang baru pada targgal 11 Desember 2003 ltu
karena pemerintah tidal; kunjung memberikan. Dan menariknya walaupun diajuk:in oleh
DPR pada bulan Desember, baru pada tanggal 10 Mei 2004, Amanat Presiden biasanya
memulai pembahasan taru diturunkan, Jadi berbulan-bulan oleh pemenintah tidak
dijawab, baru kemudian pada awal bulan Mei diberikan Ampres-nya sehingga baru bisa
mulai di bahas;

- Bahwa Presiden atau Pemerintah juga punya drafi,, sehingga akhirnya digunakanlah
dua-duanya, hanya ada perbedaan, ahli ada beberapa fotokopi dari pengamatan yang
dipublikasikan waktu Bapak Agun Gunanjar dari DPR menyatakan kepada publik bahwa
bedanya adalah drafinya DPR lebih menekankan kepada Pemilihan Kepala Da=rah,
karena waktu itu perhatian DPR terpusat kepada jangan sampai ada kekosongan hukum
pada bulan Juni 2005 banyak kepala daerah yang harus dipilih.

- Bahwa pemerintah intensinya adalah mengganti total Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999, jadi ada perbedaan di situ, Kemudian tanggal 1 Juni, kurang dari sebulan setelah
Ampres turun, mulai dibahas, kemudian pada tanggal 9 Jum, waktu 1tu Ketua Pansus-nya
Bapak Teras Narang, mengungkapkan ada tiga skenario. Skenario perfama akan dibahas
Pilkada berikut implikasinya. Skenario kedua, Pilkada dan mmplikasinya serta hal-hal
strategis, disebutnya seperti itu. Kemudian skenario ketiga, Pilkada, implikasi dan segala
permasalahan yang ada. Pada tanggal 9 Juni. Kemudian pada tanggal 18 Juni diumumkan
lagi, bahwa Pemerintah dan DPR sepakat untuk menjalankan skenario kedu:, akhirnya
bukan hanya Pilkada, tetapi ada beberapa hal-hal yang mau dibahas.

- Bahwa kemudian harus diakui memang ada beberapa rapat dengar pendapat umum yang
mengundang beberapa pihak masyarakat, tetapi kebanyakan pembahasan yang substantif
seperti biasanya juga dilakukan dalam Panitia Kerja di DPR dan Panitia Kerja itu bisa
dilihat dalam tata tertib tertutup, untuk wartawan yang biasanya lebth punya mlar hal
strategis untuk mewartakan kepada publik, sechingga tidak banyax diketahui prosesnya
sampai ada tenggat wakiu yang ingin sckali dipenuhi, sampai hari terakhir sidang DPR
disahkanlah Undang-undang Pemda;

- Bahwa ahli melihat ada suatu hal yang misterius dalam hal sebenarnya bagaimana bisa
sampai dar tanggal 9 Juni ke 18 Juni yang disetujui adalah skenano kedua, Kemudian
vang kedua hal misterius, kenapa bisa sampai ada pasalpasal Pilkada yang ahh dengarkan
dari para Ahl yang lair tadi dianggap tidak demokratis;

- Bahwa ahh yakin ka'su misalnya saja undang-undang 1m dibahas dalam waklu yang
lebih lama, tidak terbura-buru, dan s baitknya kalau undang-undang seberat 1tu dibahas
dari awal 2003, itu muyrkin akan lebih banyak lagi aspirasi vang bisa dijaring dan pasti
proses akan pengaruhi il
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- Bahwa dengan proses vang lerburu-buru dan begitu cepat sekali berubah-ubahnya. dan
apabila kalau tidak buru-buru aspirasi bisa lebih banyak dijaring, ahli yakin sebenarnya
substansinya akan bisa jash berbeda dan yang sekarang ;

- Bahwa ahli mengatakin misterius, karena sebagai Ahh ahh diminta untuk punya
pandangan yang berdasarkan penelitian atau berdasarkan pengamatan yang mendalam ;

- Bahwa ahli belum punya bukti-bukti yang sangat konkret, karena harus memeriksa
risalah dan lain sebagainya, sejauh ini yang ahli temukan adalah kecenderungan yang
seperti itu dan ada tendensi ketidaksukaan dari DPR terhadap KPU, karena ada beberapa
pertentangan pendapat ketika pelaksanaan Pemilu 2004 dan Pilpres, itu sangat nyata.
Tetapi itu semua tentu kemudian harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan persidangan tanggal 16 Februari Pemohon
mengajukan kesimpulannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 23 Februari 2004 ; Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam
putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam Berita Acara
Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon a quo adalah
scbagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

|. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
pengupan UL No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemenntahan Daerah (selanjutnya disebut
ULl Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UTID 1945)

2, Apakah para Pemohon @ quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian UL Pemda terhadap UUD 19457 Menimbang bahwa
terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sbb.:

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan lagi dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf @ UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU Mahkamah), salah satu kewenangan Mahkamah adalah
melakukan pengujlan undang-undang terhadap UUD 1945 Kemudian berdasarkan
ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah beserta penjelasannya, undang-undang
yang dapat dimohonkan pengujian adalah undang-undang yang diundangkan setelah
Perubahan Pertama ULID 1945 vaitu tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan UU Pemda
yang dimohonkan pengupan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan
Lembaran Negara tahay 2004 Nomor 125, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44537 Denpgan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut i atas,
Mahkamah berwenang untuk memer-ksa, mengadili, dan memutus permohonan ¢ guo.

2. Kedudukan hukum {legal standing) Para Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah telah menentukan tentang siapa-
siapa vang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undangundang terhadap UU 1945,
yaitu harus memiliki salah satu kualifikas: berikut: _

sebagal perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunvai
kepentingan yang sama);, atau kesatuan masvarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
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Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau
privat, atau lembaga Negara, yang menganggap hak danfatau kewenangan
konstitusionalnya (yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD 1945) dirugikan. Menimbang
bahwa Para Pemohon dalam Perkara No. 072/PUU-II/2004 adalah 5 (lima) lemhbaga
swadaya masyarakat (1.SM) yang berbentuk badan hukum yayasan yang telah didaftarkan
di kantor pengadilan negeri setempat, oleh karena itu dapat dikuahifikasikan sebagai
pemohon badan hukum privat, meskipun kemungkinan yayasan-yayasan tersebut belum
menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah
diubah dengan UU No. 28 tahun 2004, sebab memang berdasarkan UU Yayasan tersebut
semua yayasan yang sucah ada dibenkan kesempatan 5 (lima) tahun sejak berlakunya
UU Yayasan untuk meryesuaikan diri. Persoalannya adalah apakah kelima 1.SM/yayasan
tersebut hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda. Dari anggaran
dasar (AD) kelima yayasan tersebut, dapat diketahui bahwa Cetro, JAMPPL, dan JPPR
adalah memang LSM/Yayasan yang aktivitasnya berkaitan dengan Pemilu (termasuk
Pilkada langsung), sedangkan Yappika aktivitasnya antara lain terkait dengun masalah
kebijakan publik dan otonomi daerah, sementara itu ICW concern terhadap korupsi
(KKN) termasuk masalah “monev politics'. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat
bahwa kelima [LSM/yayasan tersebut berkepentingan terhadap upaya pembaharuan
pemulu (electoral reform) termasuk i dalamnya Filkada langsung yang dapat
terselenggara secara demokratis, iuber dan jurdii, serta bebas dan KKN dan dengan
demikian para Pemohon dalam Perkara No. 072/PUU-II/2004 memiliki legal standing.
Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara No. U73/PUU-11/2004 adalah 21 KPU
Provinsi yang oleh UU No. 32 Tahun 2004 dinamakan KPUD yang akan bertindak
sebagal penyelenggara pemilihan kepala daerah provinsi (gubernur) yang tentunya sangat
berkepentingan akan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin bisa
diselenggarakannya Pilkada langsung secara demokratis, luber, dan jurdil. Selain itu,
KPU Provinsi (KPUL) berada dalam ketidakpastian hukum, vaitu di satu phak KPU
Provinsi dan KPL! Kabupaten/Kota sebagai bagian dari KPU menurut UU No. 12 Tahun
2003 Temang Pemilu Anggota DPR, DPD. dan DPRD serta menurut UU No. 23 Tahun
2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus bertanggung jawab kepada
KPU, sementara di lain pihak menurut Ul Pemda dalam sebutannya sebagai KPUD
harus bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon
yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sangat dirugikan dan oleh
karenanya para Pemohon dalam Perkara No. 073/PUU-11/2004 memiliki legal standing.
Menimbang bahwa sementara 1tu seorang Hakim Konstitusi berpendirian bahwa Para
Pemohon baik untuk Perkara Nomor 072/PUUII 2004 maupun Perkara Nomor
073/PULU-II2004 ndak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan alasan Para
Pemohon tidak dapat membuktikan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51
vat (1) Undang-undany Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun,
terlepas dari hal itu, mayoritas Hakim Konstitusi berpendapat bahwa Para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal sianding),

Memmbang bahwa kiarzna Mahkamah mempunyai kewenangan dan para Pemohon
memihiki legal standing maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-
dahl dan petitum para I'emohon dalam pokok perkara.
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3. Pokok Perkara

Memmbang bahwa Para Pemohon mendalilkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara
demokratis sebagaimana tercatum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah pemilihan
vang dilakukan secara langsung Dalil Para Pemohon tersebut didasarkan atas pendapat
Fraksi PPP yang termuat dalam Buku Kedua Jilid 3 C Risalah Rapat Panitia Ad Hoc |
(Sidang Tahunan 2000) dalam Rapat ke 36 Badan Pekerja MPR, yang menyatakan bahwa
“Gubernur. Bupan, dan Walikota dipilih langsung oleh rakvat, yvang selamjutnya diatur
oleh undang-undang, hal in1 sejalan dengan keinginan kita untuk Presiden vang dipilih
secara langsung”, dan pada bagian lain “karena Presiden itu dipilih secara langsung,
maka pada pemerintah daerah pun Cubernur, Bupan, dan Walikota nu dipilih secara
langsung™. Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pilkada langsung vang
diamanatkan oleh UU [No. 32 Tahun 2004 (ULJ Pemda) adalah sesuai dengan semangat
Pasal 18 ayat (4) UUD 945, namun terdapat kesalahan matert Undang-Undang Pemda
yang mengatur Pilkadais shagaimana diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 119 UU Pemda
Kesalahan tersebut adalih pelaksanaan Pilkada langsung tidak menunjuk kepada Pasal
22E UUD 1945 UL Peinda dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan Pasal
22E UUD 1945 sebagar landasan konstitusional, sehingga UU & guo telah melanggar
UUD 1945 secara serius, scolah-olah pelaksanaan Pilkada langsung dapat menyimpang
asas pemilihan umum luber-jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)
Memmbang bahwa Para Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur
dalam UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip independensi
penyelenggaraan Pemilihan Umum karena ternyata tidak menyebutkan produk hukum
“keputusan KPU* untuk mengatur iebih lanjut aturan Pilkada tetapt justru diatur oleh
“Peraturan Pemenntah”, yang sematamata ditentukan oleh pemerintah sendin, dimana
pemerintah berpotensi untuk tkut campur lebih jauh dalam wrusan penyelenggaraan
Pilkada, sehingga bertemangan dengan Pasal 22E UILID 1945,

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan penvelenggara pemilihan umum secara
nastonal hanyalah Komisi Pemilihan Umum scbagaimana dimaksud oleh Pasal 221 avat
(5) UUD 1945, sehingga keberadaan KPUD sebagaimana ditetapkan oleh UU Pemda
untuk menyelengarakan Pilkada yang bertanggungiawab kepada DPRD  adalah
mengingkan prinsip penyelengaraan pemilthan umum yang bersifat nasional dar mandin
KPUD sebagai penyelenggara Pilkada seharusnya bertanggungjawab kepada KPU dan
hanya memberikan laporan kepada DPRD,

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dahil di atas Para Pemohon mengajukan pengujian
terhadap pasal-pasal UU No 32 Tahun 2004 yang terdin atas 10 (sepuluh) butir
sebagaimana dimuat dalam petitum permohonan,

Memmbang bahwa keterangan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon secbagaimana
termuat dalam duduk perkara, pada pokoknya memperkuat dalil Para Pemohon yang
menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung vang diatur dalam UL Pemda
bertentangan dengan UUD 1945 i samping itu beberapa ahli juga berpendapat bahwa
dibentuknya KPUD oleh pembuat undang-undang tidak mempertimbangkan keberhasilan
KPU dalam penyelengzaraan permilu DPR, DPRD, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden
pada tahun 2004, serta segi efisiens) dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga
sebatknya penyelenggaraan Pilkada diserahkan saja kepada KPU,

Menimbang bahwa pthic DPR dan Pemenntah telah didengar keterangannya yang pada
intinya menyatakan bihiwa Pilkada langsung yang diatur dalam UU Pemda udak

i
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bertentangan dengan UUD 1945 dan justru diatur secara demukian supava ntdak
bertentangan dengan UUD 1945,

Menimbang bahwa dasar-dasar dalil Para Pemohon yang didukung oleh ahli pada intinya
bertolak dar dua hal yaitu:

|. Pengertian dipilih secara demokratis sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 ayat
(4) ULID 1945 dan:

2. Pilkada langsung sebagaimana diatur oleh UU Pemda dapat dikategornkan sebagai
Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945, sehingga pengaturan yang berlaku untuk Pemilu
menurut Pasal 22E UUD 1945 berlaku juga bagi Pilkada langsung;

Menimbang bahwa terhadap dasar-dasar dalil Para Pemohon tersebut Mahkamah
berpendapat:

Bahwa untuk memben pengertian dipilih secara langsung sebagaimana dicantumkan
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah juga mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD
1945 dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang sebagaimana halnya dengan Pasal 18
ayat (4) UUD 1945 adalah hasil perubahan ke dua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 18B
ayat (1) berbunyi: “Negva mengakui dan menghormati satuan-satuan pemenntah daerah
yang bersifat khusus atau bersifat isimewa yang diatur dengan undang-undang.* Dengan
dirumuskan “dipilih sec iia demokratis” maka ketentuan Pilkada juga mempertimbangkan
pelaksanaan pemilihan | §pala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa
sebagaimana dimaksud fasal 18B ayat (1) UUD 1945 terscbut di atas; Bahwa drlam
pembahasan Panitia Ad foc | Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan perubahan UUD
1945 pada Tahun 2000 Partai Persatuan Pembangunan telah mengusulkan Pilkada secara
langsung, namun hal tersebut tidaklah menjadi keputusan MPR dalam perubahan kedua
UuUD 1945, vyang terbukti bahwa rumusan yang dipilih adalah “dipilth secara
demokratis”, yang maksudnya adalah membeni kewenangan kepada pembuat
undangundang untuk mempertimbangkan cara vang tepat dalam Pilkada. Pemilihan
secara langsung telah ditetapkan untuk memilih Presiden sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 6A UUD 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung menjad
satu-satunya cara untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Seckiranya hal tersebut menjadi maksud (inrens) yang
terkandung dalam perubahan pasal UUD 1945 yang bersangkutan, tidaklen terdapat
hambatan apapun untuk mengubah Pasal 18 ayat (4) menjadi berbunyi “dipilih secara
langsung” pada saat dilakukan perubahan ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001, dan uada
satu bukti pun yang membuktikan bahwa pengubah UUD 1945 telah alpa ndak
melakukan perubahan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada perubahan ke-3 tahun 2001,
Bahwa lagi pula usul dan Fraks: Parta Persatuan Pembangunan sebagmmana dikutip
olech Para Pemohon dalam permohonannya, secara tegas menyatakan bahwa pemilihan
kepala dacrah secara langsung vang diusulkannya itu agar diatur lebih lanjut pada waktu
membahas pembentukan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
diamanatkan oleh LILID 1945,

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan  Undangundang
Pemenntahan Dacrah vang substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada
Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan Ketentuan
terscbut adalah kewenangan pembust undang-undang untuk memith cara pemilihan
langsuny atau cara-cara demokratis lamnya. Karena UUUD 1945 telah menetapkan Pilkada
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sccara demokratis mali baik permlihan langsung maupun cara lain tersebut harus
berpedoman pada asas-asas pemilu vang berlaku secara umum;

Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis™ dalam Pasal 18
ayat (4) UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara Pilkada secara langsung,
maka menurut Mahkamah sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan
pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Filkada yaitu langsung, nmum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang diselenggarakan oleh lembaga yang
independen. Terhadap pendapat apakah Pilkada langsung termasuk kategori pemilu vang
secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan segala peraturan
penjabaran dari pasal @ guo, Mahkamah berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak
termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD
1945, Namun demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara matenil untuk
mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945 Oleh karena 1tu dalam penyelenggaraannva
dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22F UUD 1645,
misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, can badan yang menyelesaikan perselisihan
hasil Pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilithan umum vang
berlaku,

Menimbang bahwa pembuat undang-undang telah menetapkan KPUD sebagai
penyelenggara Pilkada langsung, yang mana Mahkamah berpendapat hal tersebut
menjadi wewenang dari pembuat undang-undang, Walaupun demikian KPUD harus
dijamin independensinya dalam menyelenggarakan Pilkada langsung, dan apabila
independensi KPUD tidak dijamin, hal ini akan mengganggu pelaksanaan hak rakyat
sebagai pemegang kedaulatan vang ditentukan dalam Pasal | ayat (2) UUD 1945,
bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dimuat dalam Pasal 28D UUD 1645, Atas
dasar pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa pembuat undung-undang
dapat dan memang sebaiknya pada masa vang akan datang menetapkan KPU
sehagaimana dimaksud Pasal 22F UUD 1945 sebagai penyelenggara pilkada langsung
mengingat KPU, selain memang merupakan lembaga vang sengaja dibentuk oleh UUD
1945 scbagar penyelenggara Pemilu, KPU juga telah membuktiban kemampuan dan
independensinya dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, dan
Presiden/Wakil Presidcn  pada tahun 2004, serta demu pertimbangan efisiensi
penyelenggaraan Pemilu dan penciptaan sebuah kelembagaan dan kesisteman yang kuat
dalam penyelenggaraan Femilu di Indonesia. Untuk masa yang akan datang diperlukan
lembaga penyelenggara  pemilu  vang independen, profesional, dan  mempunyai
akuntabihtas untuk menyelengpgarakan Pemilu & Indonesia yang fungs: tersebut
seharusnya dibenikan kepada komisi pemilthan umum schagaimana dimaksud oleh Pasal
22E UUD 1945 dengan segala perangkat kelembagaan dan pranatanya. Menimbang
bahwa keterlibatan pemenniah dalam Prikada langsung melalw produk hukum peraturan
pemerintah adalah karena dipenntahkan oleh undang-undang, i casw Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena demikian, maka sesua
dengan ketentuan Pasal § ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, maka
Pemerintah memang berwenang menetapkan Peraturan Pemenintah. Apabila Pemerintah
ternyata membuat Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang dan
merugtkan maka terhadap peraturan pemerintah tersebut dapat diajukan pengupian ke
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Mahkamah Agung sesuai denpan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Sebagai
sebuah kesisteman yang terdapat dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal konstitusi (the guardian of constitution) haruslah menjaga pranata tersebut
Jadi, kewenangan pemerintah dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pilkada
langsung bukan karena kehendak Pemerintah sendiri tetapi karena perintah undang-
undang. Sekiranya pembentuk undang-undang memberikan kewenangan semacam itu
kepada lembaga lain in casu KPU, maka hal itu pun tidak bertentangan dengan UUD
1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat tersebut di  atas, Mahkamah
mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

|. Terhadap permohonan Para Pemohon untuk menyatakan anak kalimat pada Pa:al |
angka 21 UU Pemda yang berbunyi, "..vang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
di setiap provinst dawatau kabupaten‘kora”, sebagai bertentangan dengan UUD 1945,
Mahkamah berpendapat bahwa anak kalimat tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD
1945 karena anak kalimat tersebut justru untuk menjelaskan maksud pembuat undang-
undang menetapkan KPU provinsi, kabupaten/kota berfungsi sebagai pelaksana tugas
KPUD. Apabila anak kalimat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuvatan hukum
mengikat, maka bunyi Pasal | angka 21 akan menjadi, “Komisi pemilihan umum daerah
vang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU provinsi, kabupaten/kota,” yang artinya
dengan rumusan terscbut penyelenggara Pilkada langsung adalah KPU provinsi,
kabupaten/kota, sebagei bagian dari KPU vang dimaksudkan Pasal 22E TJUD 1945
Dengan demikian dalary penyelenggaraan Pilkada, KPU menjadi regulator dan pengawas
pelaksanaan Pilkada ying dilaksanakan oleh KPU provinsi, kabupaten/kota, padahal
pengertian  demikian bukanlah yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang,
Walaupun demikian dal¢m hal kewenangan yang berkait dengan masalah internal KPU
dengan KPU Provinsi, can Kabupaten/Kota tetap ada secara hierarkhis, sehingga KPU
tetap wajib melakukan tugas-tugas koordinasi dan supervisi untuk lebih memberdayakan
kinerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal demikian tidak boleh diartikan sebagai
tindakan yang mencampuri independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada
langsung. Dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan
untuk dikabulkan:

2. Terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (1) sepanjang
menyangkut anak kahmat, " vang bertangeung jawab kepada DIPPRE. Mahkamah
berpendapat bahwa penyelenggarasn Pilkada langsung harus berdasarkan asas-asas
Pemilu, yakni langsung, umum. bebas, rahasia, jujur, dan adil serta disclenggarakan oleh
penyelenggara yang independen (mandiri). Maksud UUD 1945 tersebut, tidak mungkin
dicapai apabila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung ditentukan harus
bertanggungjawab kepada DPRD, Sebab, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di
dacrah terdiri atas unsur-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi
Pilkada langsung tersebut. Oleh karena itu KPUD harus bertanggungjawab kepada publik
bukan kepada DPRD sedangkan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya, seperti vang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Pemda.
Dengan demikian petitum im, demi menjamin kualitas pelaksanaan demokrasi di daerah,
harus dikabulkan. Demikian pula petitum nomor 4 vang berkaitan dengan ketentuan Pasal
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66 ayat (3) huruf e undang-undang a quo secara mutatis mutandis dengan pertimbangan
vang sama harus pula dikabulkan;

3. Terhadap permohonan Para Pemohon untuk menyatakan anak kalimat, .. dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah”, pada Pasal 65 ayat (4), anak kalimat, “
diatur dalam Peraturan Pemerintah”, pada Pasal 89 ayat (3), anmak kalimat,
berpedoman pada Peraturan Pemerintah”, Pasal 94 ayat (2), anak kalimat, “.. diatur
dalam Peraturan Pemerintah”, Pasal 114 ayat (4) UU Pemda sebagai bertentangan
dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
Mahkamah dalam pendapatnya sebagaimana diuraikan sebelumnya telah dengan jelas
menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah
tentang Pilkada langsung adalah karena diperintahkan oleh undang-undang, i casu
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, schingga dengan
demikian keharusan berpedoman kepada atau pengaturan dalam Peraturan Pemerintah,
tidaklah serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya permohonan Para
Pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

4. Terhadap Pasal 67 ayat (1) huruf e, sepanjang anak kalimat, ... kepada DPRD” Dalam
penyelenggaraan Pilkacz, KPUD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
kepada DPRD oleh karura dalam penyelenggaraan Pilkada dana yang dipergurakan tidak
hanya bersumber/berasil dari APBD tetapi juga dari APBN, oleh karenanya
pertanggungjawaban Jcnggunaan anggaran harus dilakukan menurut peraturan
perundang-undangan yaag berlaku. Selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa
pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada DPRD dapat mengancam jaminan
independensi KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung senual dengan asas-asas
pemilihan yang langsung. umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22F juncto Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, DPRD sebagai lembaga perwakilan
rakyat di daerah yang bersifat politik karenanya mempunyai kepentingan politik dalam
arena persaingan kekuasaan di tingkat daerah harus dihindarkan dari kemungkinan
potensinya untuk melakukan intervensi terhadap independensi KPUD dalam
penvelenggaraan Pilkada langsung melalut mekanisme pertanggungjawaban anggaran.
Oleh karena itu peritm yang diajukan oleh Para Pemohon dalam soal ini harus
dikabulkan,

5. Terhadap Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat, = = oleh DIRD”,
Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena KPUD yang menetapkan pasangan calon
kepala daerah/wakil kepala daerah [vide Pasal 66 ayat (1) huruf g undang-undang a quo|
maka yang berwenang mengenakan sanksi pembatalan pasangan calon bukanlah DPRD,
melainkan KPUD. Menurut Pasal 66 ayat (1) huruf g tersebut jelas ditentukan bahwa
KPUD-lah yang berwenang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala
dacrah. Sesuai dengan prinsip @ contrario actus, yang berlaku universal dalam ilmu
hukum, maka pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan menurut cara dan oleh
badan vang sama dalam pembentukannya, Guna menjamin kepastian hukum
sebagaimana terkandung dalam prinsip negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD
1945, maka karena lembaga yang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah adalah KPUD, maka KPUD pula yang seharusnya diberi kewenangan
untuk membatalkannya. Di samping bertentangan dengan prinsip hukum dimaksud,
kewenangan DPRD sebagai lembaga politik untuk membatalkan pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak
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langsung dengan penetapan pasangan calon dimaksud merupakan hal yang fundamental
dan substanuf untuk menjaga independensi dalam penyelenggaraan Pilkada langsung
sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu dalil Para Pemohon adalah beralasan,
maka petitum ini harus dikabulkan;
6. Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan
hahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD
1945 vang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisthan mengenai
hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang
permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7)
sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara
konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung
1tu merupakan perluasan pengertian Pemilu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22E
UUD 1945 schingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari
kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung 1tu
bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga
perselisthan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung
sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah
Apung berwenang  mengadili pada tmgkat  kasasi, mengwi peraturan  perundang-
undangan  di bawah  undung-undang  terhadap  undang-undang, dan  mempunvai
wewenang latmva vang diberikan oleh undang-undang”. Dengan demikian, Pasal 106
avat (1) sampai dengan aval (7) undangundang « quo tidak bertentangan dengan UUD
1945, sehingga dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan pasal
dimaksud tidak cukup beralasan, dan oleh karena itu tidak dapat dikabulkan;
Menimbang bahwa berdasarkan hai-hal vang telah dikemukakan di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa sctagian dalil-dalil para pemohon cukup beralasan, sehingga
permohonan para Pemonn dapat dikabulkan sebagian. Mengingat Pasal 56 ayat (2), aval
(3), dan ayat (5) Undan;:- undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstutisi;
MENGADILI

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
Menyatakan:

Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat * . yang bertanggung jawab kepada DPRI

Pasal 66 ayat (3) huruf ¢ “meminta pertanggungiawaban pelaksanaan tugas KPUDT™

Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat . kepada DPRD

Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat ... oleh DPRD”
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Menyatakan:

Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “.. yang hertanggung jawab kepada DPRD™:

Pasal 66 ayat (3 ) huruf e “meminta perianggungiawaban pelaksanaan tugas KPUD™;
Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat *  kepada DPRD™,

Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat ... ofeh DPRD”
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sechagaimana mestinya, Viemmbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas,
terdapat 3 (nga) orang Fakim Konstitusi mengemukakan Pendapat Berbeda ( Dissenting
(Jpinion) sebagai berikit

L. Prof. Dr. HM. LADICA MARZUKI, S.H, berpendapat sebagai berikut:

Kepala Daerah dan Wa< | Kepala D: erah dipilih secara langsung, menurut Pasal 56 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberlakukan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung (Pilkada langsung). Dar sudut pandang konstitusi,
Pilkada langsung adalah Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 22 E ayat (2)
UUD 1945, Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 berbunyi : Pemilihan umum diselenggarakan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Juridische vraagstuk
Tatkala pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD) tergolong
pemilihan umum (Pemilu) dalam makna general election menurut Pasal 22 E ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945, mengapa man Pilkada langsung tidak termaktub dalam pasal
konstitusi dimaksud? Hal dimaksud harus diamati dari sudut penafsiran sejarah
( ‘historische inferpretatie”), Pasal 22 E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berlaku di kala
Perubahan Ketiga ULID NRI Tahun 1945, diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR-RI ke
7 (lanjutan 2), Sidang Tahunan MPR-RI di kala tanggal 9 November 2001. Di kala itu.
Pilkada langsung belum merupakan gagasan (ide) konstitusi dari Pembuat Perubahan
Konstitusi. Pembuat Perubahan Konstitusi belum merupakan idee drager atas Pilkada
langsung. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menganut sistem
pemilithan secara tidak langsung, sebagaimana termaktub pada Pasal 18 ayat (4) UUD
1945, berbunyi: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilihsecara demokratis.” Pasal 18
ayat (4) UUD 1945 berlaku atas dasar Perubahan Kedua UUD 1945 dikala tanggal 18
Agustus 2000, menganut system pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
tidak langsung, sebagaimana dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemenntahan Daerah terdahulu, yakni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dipilih oleh DPRD. Tatkala Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 di kala tahun 2001,
Pembuat Perubahan UUD belum ternyata mengadopsi sistem Pilkada langsung dalam
konstitusi. Tatkala Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dzerah
memberlakukan sistem Filkada langsung maka seharusnya secara konstitusional, Pilkada
langsung digolongkan telaku PEMILL menurut Pasal 22E avat (2) UUD 1945, Namun
pembuat Undang-undar ¢ Nomor 32 Tahun 2004 keliru tatkala Pilkada langsung dirujuk
pada Pasal 18 ayal (4) LUD 1945 yang mencerminkan moment opname Pilkada secara
tidak langsung menuru: Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, bukan me-refer Pasal
22E ayat(2) UUD 1945 Manakala Pilkada langsung dipandang tergolong PEMILU
menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 maka penyelenggara Pemilu bisa KPU namun
dapat pula KPUD. Jika KPU selaku institusi dimaksudkan untuk manjabarkan Pasal 22E
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ayat (5) UUD 1945 maka Pilkada langsung dapat saja disclengparakan oleh K?U. Secara
mandatum, KPU dapat menugaskan kepada KPUD-KPUD selaku pelaksana ( mandataris)
Pilkada langsung di daerahdaerah. Namun tatkala Pilkada langsung dikaitkan dengan
system pemerintahan otonomi daerah dalam kaitan negara kesatuan maka beralasan pula
manakala pelaksanaan Pilkada langsung pada tataran daerah otonom diselenggarakan
oleh KPUD. Pelimpaban kewenangan pemerintahan dan Pemerintah Pusat kepada
Pemenntahan Daerah (otonomi) berlangsung secara delegation of authority, bukan
mandatum. Semua be¢lih kepada daerah otonomi (dengan beberapa kekecualian),
termasuk Pilkada lang:ung. Pembuat Undang-undang Nomeor 32 tahun 2004 membuat
konstruksi hukum pelimpahan kewenangan secara delegation of authority, dalam rangka
penyelenggaraan Pilkad: langsung, yakni dari KPU kepada KPUD. Tatkala terjadi
pelimpahan kewenangai penyelenggraan Pilkada 'angsung atas dasar delegasi maka KPU
kehilangan kewenangan dimaksud, semua beralih kepada KPUD, Pemberian “wewenang
khusus' kepada KPUD selaku penyelenggara Pilkada langsung, sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 butir 21 Undang-undan, Nomor 32 Tahun 2004 bermakna kewenangan atas
dasar delegation of authority. Konsekuensi lainnya, ketika disepakati bahwa Pilkada
langsung adalah PEMILU menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 maka kewenangan
memutus perselisihan tentang hasil Pilkada langsung adalah Mahkamah Konstitusi,
menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bukan MA. Frasa kalimat konstitusi yang
menyebut kewenangan Mahkamah Agung adalah mencakupi, . wewenang lainnya
yang diberikan oleh undang-undang”, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24A ayat (1)
UUD 1945 tidak dapat dipahami sebagai pencakupan kewenangan memutus perselisihan
hasil pemilihan umum karena hal dimaksud tidak termasuk rechrsprekende functie yang
diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung schubungan dengan mengadili
perselisihan  hasil pemilihan umum. Kewenangan lain dari Mahkamah Agung,
sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 adalah kewenangan vang
diberikan atas dasar undang-undang dalam arti wer, Gesefz, bukan constitutionele
hevoegheden dalam arti UUD atau Grundgesetz. Constitutionele bevoegheden dalam hal
mengadili perselisihan hasil pemilihan umum hanya pada Mahkamah Konstitusi,
berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Kewenangan dimaksud diberikan oleh
pembuat konstitusi, tidak dapat disimpangi dengan menyerahkan kewenangan justisial
semacamnya kepada de weigever., Seyoglanya Mahkamah mengabulkan semua
permochonan Para Pemohon, kecuali yang berpaut dengan Pasal | butir 21 Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 manakala status KPUD selaku penvelenggara Pilkada
langsung adalah dalam kaitan selaku penerima delegasi.

2. Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., berpendapat sebagai berikut:

1. Meskipun nampaknya tidak ada yang tidak sependapat, bahwa pemilihan kepala
daerah secara demokratis seperti yang ditentukan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 oleh
pembentuk UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah telah ditafsirkan
sebagai “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat d, daerah yang bersangkutan [vide Pasal 24 ayat (5)]", tetapi
nampaknya, paradigma berpikir yang dipakai dalam memaknai pemilihan kepala dnerah
secara langsung (disingk it Pilkada langsung) bisa berbeda-beda.

2, Pembentuk undang-indang berangkat dan paradigma bahwa Pilkada langsung adalah
urusan penyelenggaran pemerintahan dacrah, schingga termasuk rezim hukum
pemerintah daerah dan tak ada kaitannya dengan pemilihan umum (Pemilu) dan rezim
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hukum Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945, meskipun secara tidak segan-segan
mengadopsi prinsip-prinsip hukum pemilu, dan bahkan meminjan aparat Pemilu, vaitu
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kola yang merupakan aparat dan bagian yang tak
terpisahkan dengan KPU dengan diberi baju KPUD (sehingga lepas ikatanrya dengan
KPU) dan ruh independensinya dikurangi (antara lain harus bertanggung jawab kepada
DPRD), untuk menjadi penyelenggara Pilkada langsung Sementara itu, para Pemohon
berangkat dari paradigma bahwa Pilkada langsung tak lain adalah Pemilu, oleh karena itu
harus tunduk pada rezim hukum Pemilu, sehingga semua prinsip-prinsip Pemilu harus
dianut oleh Pilkada langsung, penyelenggara dan wewenang regulasinya harus ada pada
KPL.

3. Ketentuan-ketentuan tentang Pilkada langsung yang didesain pembentuk undang-
undang melalui Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004 telah
dibuat sedemikian rupa dalam perspektif pemberian peran yang besar kepada Pemerintah
(Pusat) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengendalikan Pilkada
langsung dengan mengabaikan peranan KPU sebagai sebuah lembaga negara vang
bersifat  nasional, tetap, dan mandiri.  Pencomotan KPU  Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dari mata rantai ikatannya dengan KPU dengan dibeni label KPUD
adalah sebuah desain untuk melrmpuhkan kemandirannya sebagai penvelenggara
Pilkada langsung. Sehinyiga, pengabulan beberapa petitum permohonan justru malah akan
merusak seluruh desair bangunan Pilkada langsung yang memang bersandar pada sebuah
paradigma tertentu. {cbaliknya, permohonan Para Pemohon yang berangkat dari
paradigma Pemilu dalan: desain Pasal 22E UUD 1945, pengabulan sebagian dan peritum
permohonannya, tidaklay bermakna apa-apa jika dikaitkan dengan alur penalaran hukum
vang mendasari dalil-dalil dalam positanya. Oleh karena itu, dalam menyikapi
permohonan pengujian pasal-pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan
Pilkada langsung tersebut, seharusnya Mahkamah berdiri pada titik tolak vang jelas dan
tidak mendua, vaitu bahwa “Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara demokratis adalah
permlihan kepala dacrah secara langsung (Pilkada langsung), Pilkada langsung adalah
Pemilu, dan Pemilu adalah Pemilu yang secara substansial berdasarkan prinsip-prinsip
yang ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945”, Dengan titik berdiri vang jelas tersebut.
amar putusan Mahkamah akan berada dalam dua alternatif yang ekstrim, vakni: »
Menerima seluruh dalil para Pemohon dengan amar menyatakan seluruh pasal LU
Nomor 32 Tahun 2004 yang terkait Pilkada langsung (Pasal 56 sampai dengan Pasal 119)
tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, jadi bersifat wltra-petitum, karena jikahanya
sebagian yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat justru akan
merusak seluruh bangunan hukum Pilkadalangsung yang paradigmanya bukan paradigma
Pemilu. Putusan wltra-petitum pernah dilakukan Mahkamah dalam kasuspermohonan
pengujian UU Ketenagalistrikan, sebab kalau yang dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat hanyapasal-pasal yang tercantum dalam petitum yang nota
bene adalah“pasal jantung” undang-undang dimaksud, malah akan timbulkekacauan.
Maka, apabila “ruh Pemilu” dijadikan ruhnya Pilkadalangsung, mutatis mutandis akan
meruntuhkan desain bangunanPilkada langsung yang semula tidak diberi ruh Pemilu.+
Menerima seluruh dalil dan argumentasi para Pemohon, tetapiamarnya justru sebaliknya,
yaitu menolak seluruh petitumpermohonan, karena memang sangat disayangkan bahwa
petitumyang dimohonkan tidak “match” dengan seluruh dalil danargumentasi
permohonan para Pemohon (mungkin juga para Pemohon memang bingung, sebau par
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desam seluruh bangunansistem Pilkada langsung tdak bertumpu pada paradigma
Pemilu,sehingga jtka akan diben paradigma Pemilu, mestinya Para Pemohon minta
seluruh pasal yang terkait Pilkada langsung dinvatakan tidak mempunyar kekuatan
hukum mengikat) Atau, pada dasamya ingin berada pada ntik berdiri (siand point
pembentuk undang-undang dengan seluruh paradigmanya, yang hasilnya pasti juga akan
menolak seluruh permohonan para Pemohon

4 Mahkamah sebagai ‘“the guardian of constitution”, seyogyanyamembenkan
pencerahan dalam membangun sistem ketatanegaraandan sistem demokrasi Indonesia
vang berkelanjutan (sustainabledemocracy), bukan demokrasi yang patah-patah, “mulur
mungkret " seperti gelang karet, Sebab, semua demokrasi modern memangmelaksanakan
pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis Pengalaman Indonesia
sclama tiga dasa warsa OrdeBaru selalu ada ritual pemilihan (Pemilu dan Pilkada). tetapi
tidak bisa dikwalifikei sebagai pemulihan yang demokratis. Apakah kita akan
mengulangnya dengan Pilkada langsung versi UU Nomor 32 Tahun 20047 Padahal
amanah Konstitusi varg tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan
kepala daerah harus dipilih sccara demokratis, yang harus memiliki ukuran-ukuran
tertentu, seperti ada tiduknya pengakuan dan perlindungan [HAM, adanya kepercayaan
masyarakat terhadap Pilkada langsung vang bisa menghasilkan pemenntahan daerah
yang legitimate, dan terdapat persaingan vang adil dan para peserta Pilkada langsung
Ukuran-ukuran tersebut harus tercermin dalam efectoral faws (asas, sistem, hak pilih,
penvelenggara, dan lain-lain) dan electoral process (peserta, pendaftaran pemilih,
kampanye, pemungutan suara, penentuan hasil dan penyelesaian sengketanya, don lain-
lain),

5. Pada akhirnya, dengan kesadaran bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang tidak
sekali jadi, maka apa boleh buat, apabila Pilkada langsung yang demokratis yang menjadi
obsesi kita selama im, dengan undang-undang yang sebagian ketentuannya telah
dibatalkan oleh Mahkamah, pelaksanaannya justru tidak akan “seindah wama aslinya”
Mudah-mudahan, di masa depan, peraturan perundangan-undangan yang terkait Pilkada
langsung bisa dibuat lebith responsif yang mampu menangkap hakikat dan makna
pemilihan kepala dacrah yang demokratis sebagaimana diamanatkan Konstitusi. Waliahu
‘alam bishawab.

3. MARUARAR SIAHAAN, S.H, berpendapat sebagai berikut -

Permohonan pemohon untuk  seluruhnya seyogianya dikabulkan, dengan alasan
sebagaimana diuratkan di bawah im

Permohonan Para Pemohon sesungguhnya dapat dinilai dan dipeitimbangkan dengan
menjawab pertanyaan mendasar scbagai berikut:

|. Apakah Pemilihan Kepala Daerah yvang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004, sebagm pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, merupakan pemilthan umum
sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 atau dipandang hanya
termasuk dalamrezim Pemerintah Daerah. 2. Apakah KPUD sebagai penyelenggara
pemilihan kepala daerah yangbertanggung jawab kepada DPRD dapat dipand:ng sebagai
independent atau mandin dalam melaksanakan pemilihan secara langsung, bebas dan
rahasia serta jujur dan adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pgsal 22E ayat (1) dan ayat
(5) UUD 1945, Sebelurn menjawab kedua pertanyaan pokok tersebut, maka menjadi
penting untuk diuraikan bahwa dalam proses pengujian undangundang terhadap UUD
1945, maka dalam meng nukan arti vang terkandung dalam norma UUD 1945, dilakukan
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interpretasi dan konstriksi oleh MK sebagai penafsir (interpreter of the constitution) dan
sebagai pengawal Koutitusi (guardian of the constitution), dan batu ujian yang
digunakan adalah UUI) 1945 itu sendiri. Salah satu ciri konstitusi sebagai dokumen
hukum, adalah bahwa lia dimaksudkan untuk dapat bertahan lama sehingga harus
memiliki jangkauan jauh ke depan dengan rumusan yang sifatnya umum agar dapat
menyesuatkan din kepada perkembangan dan tafsiran tidak hanya didasarkan pada teks
UUD maupun maksud pembuat UUD waktu istilah tertentu diadopsi pada saat
pembuatan UUD, tetapi harus juga memperhatikan sejarah, keadaan yang berkemkang
pada waktu pembuatan UUD atau perubahanaya, konteks, tujuan, dan struktur dan satu
konstitusi. Nilai-nilai, tujuan dan filosofi atau pandangan hidup yang mendasari batang
tubuh UUD sebagaimana terlihat dalam pembukaan (preambule) merupakan nilai internal
yang tidak dapat diabaikan dalam menafsir konstitusi; Dalam seluruh keadaan itulah kita
melihat konstitusi kita dalam kehidupan bangsa dan negara, vang berkembang dan
tumbuh (evelving constitution) sebagai satu instrumen pemerintahan yang diharapkan
bisa bertahan dan mengatur kekuasaan pemerintahan dalam dalil-dalil yang lebih umum,
yang membutuhkan pendekatan udak secara tunggal Di satu saat pendekatan dan
penalsiran dapat lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan jika dilakukan dengan
metode penafsiran tertentu, di lain saat pendekatan kesisteman akan memenuhi
kebutuhan dalam perkembangan zaman; Berdasarkan latar belakang pendiriar demikian,
akan dinilai dan dipertimbangkan masalah-masalah pokok yang terkanuung dalam
permohonan para pemohon sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah masuk rezim Pemilu atau Pemerintahan Daerah.
Permohonan Para Pemohon yang berpendapat bahwa aturan dalam Pasal 24 ayat (5) UU
Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan (3) dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan”, seharusnya termasuk rezim
pemilihan umum, sehingga seharusnya pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) merujuk pada Pasal
22F ayat (1) dan ayat (5), dimana pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Bupati dan
Walikota sebagai Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
Juur dan adil vang diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum vang bersifat
nastonal, bebas dan mandin Tidak dapat dihindan jikalau pendekatan kesisteman juga
dijadikan dasar untuk menafsir UUUD 1945, maka apa vang menjadi infent (maksud)
pembuat perubahan UL 1945 tidak dapat dilihat secara berdin sendiri, melainkan harus
Juga mempertimbangkim proses dan sejarah perubahan yang dilakukan secara parsial
(bertahap) sehingga kensep yang seharusnya dapat operasional digunakan membangun
sistem, tidak menjadi Ix rkurang artinya. Dilihat secara harfiah, terpisahnya pengaturan
Pemilihan Presiden/W: il Presiden, DPR, DPRD dan DPD dari Kepala Pemerintahan
Daerah tampaknya seclaholah tidak keliru mengkategorikan Pilkada bukan termasuk
rezim Pemilthan Umum. Tetapi penyebutan anggota DPRD dalam Pasal 22F ayat (2)
quo tidak harus ditafsir secara limitatif, karena justru menurut Pasal 3 ayat (1) UU Nomor
32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) adalah: (a) pemenntah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah
daerah provinsi dan DPRD provinsi; (b) pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri
atas pemerintah daerah kabupaten’kota dan DPRD kabupaten/kota”, dalam Bagian
Kesatu Bab IV diatur tentang penyelenggara pemerintahan, dalam Pasal 19 avat (2)
dinyatakan “penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD"
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Hal itu telah menyebabkan argumen Pemerintah dalam keterangan tertulisnya tanggal 7
Februari 2005 menjadi tidak tepat dengan menyebut bahwa substansi Pasal 18 ayat (4)
berbeda dengan substansi Pasal 22E. meskipun ada unsur yang sama yakni upaya
demokratisasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia (halaman 14
keterangan tertulis Pemerintah). Justru hemat kami, argumen tersebut mendukung
kebenaran tafsiran bahwa Pilkada seyogianya dimasukkan dalam Pasal 22E, karena
pembuat undangundang juga dalam Pasal 19 ayat (1) UU @ quo menyebut secara tegas
bahwa “Presiden dan Pemerintah Daerah serta DPRD adalahpenyelenggara Negara”, oleh
karena mana kategori Presiden, DPR, DPD, Kepala Daerah dan DPRD merupakan
penyelenggara Negara yang tidak harus dipisahkan pengertian pemilihannya dalam upaya
demokratisasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yang berlangsung
secara nasional dan tidak dibeda-bedakan. Hal ini timbul karena terjadinya Perubahan
JUD secara parsial dimana Pasal 18 ayat (4) merupakan hasil Perubahan Kedua yang
berada dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 22E merupakan hasil
perubahan ketiga yang diletakkan dalam bab baru yaitu Bab VIIB tentang pemilihan
umum. Sesuai dengan asas perundang-undangan yang berlaku juga dalara Undang-
Undang Dasar, seharusnya pembuat undang-undang membaca dan menafsirkan Pasal 18
ayat (4) dalam konteks perubahan ketiga yang menghasilkan Pasal 22E dalam Bab VIIB
tersebut, sehingga tidak bisa ditafsir lain bahwa pemilihan Kepala daerah secara
demokratis dalam Pasal 18 avat (4) UUD 1945 adalah dengan Pemilihan Umum yang
dimaksud Pasal 22E Bab VIIB UUD 1945. Jiwa UUD 1945 dalam Pasal 22E Bab VIIB

tersebut scharusnya mendasan pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) dalam bentuk UU Nomor 32
Tahun 2004, Sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil setiap lima tahun sekali oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri, adalah sistem dan asas yvang telah ditetapkan oleh Pembentuk UUD
1945 untuk rekruitmer. secara demokratis pejabatpejabat penyelenggara pemerintahan,
vang harus menjadi meX inisme standard yang berlaku sama di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. M kipun pemilithan kepala daerah diatur dalam Bab VI ULD 1945
tentang Pemerintah Dazah, namun nemilihan pejabatnya sama dengan Bab 111 tentang
Kekuasaan Presiden ying menyebu. pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Bab VII
tentang DPR dan Bab /IIA tentang DPD, masing-masing menyebut juga rekrutmennya
dengan pemilihan tetapi kemudian disebut juga dalam Bab VIIB tentang Pemilihan
Umum. Konstitusi adalah kerangka kerja organisasi kenegaraan, yang memuat asas atau
prinsip yang pokok, sedang nincian lebih jauh akan dilakukan pembuat undang-undang.
Asas atau prinsip tersebul akan menyanpkut kategori yang boleh meliputi organ,
kewenangan dan proses penetapan orang-orang yang duduk untuk melaksanakan
kewenangan tersebut. Oleh karena itu konstitusi dibagi dalam bab-bab sesuai dengan
kategori masalah yang diatur. Konstitusi itu bersifat dinamis dan berubah, meskipun
diharapkan akan memibki dava laku yang panjang, karenanya dimamika politik
kckuasaan dan kesadaran pengaturannya atau pembatasannya juga menjadi berubah.
Dengan mengikuti dinamika tersebut, kategori pengaturan dalam konstitusi juga berubah,
tetapi tetap dalam garis besar yang menyangkut organisasi kekuasaan, kewenangan dan
dengan perkembangan proses pengangkatan pejabat publiknya melalu pemilihan umum
menjadi satu persoalan penting yang mebutuhkan pengaturan tersendiri dalam konstitusi.
Perubahan, scbagaimana dibuktikan 4 kali perubahan UUD 1945, tidak sekali jadi dan
langsung selesai, karenanya boleh terjadi adanya penggalan kategori permasalahan yang
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tidak diorganisasikan secara serasi dalam bab-bab konstitusi Sejarah Perubahan Pasal
18UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah (Bab VI) yang mengatur bahwa Pemerintah
Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, memiliki DPRD, yang anggotanya dipilih melalu
pemilu, tapi Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis adalah hasil perubahan kedua.
Bab VIl tentang Pemilihan Umum, lahir melalui perubahan ketiga, tanpa memasukkan
pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara expresis verbis didalamnya,
dipengaruhi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang baru efektif berlaku 1 Januan
2001, sehingga perubahan ketiga 2001 dipengaruhi undang-undang tersebut. Penafsiran
konstitusi yang dilakukan oleh semua organ, termasuk pembuat undang-undang juga
harus melakukan penafsiran ketika membuat undang-undang sebagai perintah UUD,
tetapi tetap harus taat asas. Penafsiran atau interpretasi tersebut akan dibimbing oleh
staatsfundamentalnorm dan cita hukum (rechisidee) “Persatuan Indonusia”™ yang
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Pemilihan pejabat publik dalam dinamika
demokrasi adalah harus dengan standar yang sama yang dapat mewujudkan prinsip dan
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai inti pengertian Demokrasi. Pembuat undang-
undang harusnya menjabarkan proses pemilihan pejabat penyvelenggara pemenntahan,
vaitu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Gubernur, Bupati serta Walikota
dalam kelompok kategori yvang sama, yang tunduk pada Bab VIIB UUD 1945, dalam
undang-undang tersendin, terpisah dari pengaturan otonomi daerah. Oleh karenanya,
kami dapat membenariin argumen Para Pemohon dan berpendapat bahwa pemilihan
kepala dacrah termasul rezim pemilihan umum, dengan mana bukan saja asas-asasnya
diambil alih  dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, pengaturan dan
penvelenggaraannya ju it harus tunduk pada sistem dan aturan ULD 1945 dalam Bab
VIIB tentang Perilihan Umum vaitu Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Pasal-
pasal konstitust harus dilihat dan diboca dalam satu-kesatuan konstitust ketika merncang
dan membuat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pasal yang satu dengan pasal
yang lain yang menyangkut kategori vang sama harus dilihat dalam satu kesatuan yang
harmomis. Jikalau harmomsast demikian tidak terdapat dalam konstitusi itu sendin,
adalah menjadi tugas Hakim MK untuk melakukannya melalur imerpretasi. (Heinnch
Scholler, Notes on Constitutional Interpretation, hal 19) Tafsir yang tidak hanya tekstual,
melainkan juga kontekstual historis dan sistematis, dengan mendudukkan pasal-pasal
UUD 1945 secara serasi dalam satu kesatuan (principle of the wuty of Constitution),
merupakan cara melihat yang scharusnya juga dilakukan oleh pembuat Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, dalam membangun penvelengparaan ketatanegaraan vang
demokratis di negara kesatuan Rl vang mengakui otonomi Pemerintah Daerah, dan
pilihan kebijakan harus dilakukan dengan batas yang diganskan dalam konstitusi dalam
tafsir vang mempertimbangkan struktur konstitusi. Disharmoni yang terjadi antara Pasal
18 ayat (4) dengan Pasal 22E sebagaimana telah diutarakan juga dapat terjadi karena
Perubahan Kedua Tahun 2000 masibh dipengaruln adanya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 vang baru efektif berlaku | Januan 200], sechingga tampaknya dielakkan
untuk mengatur pemilihan kepala daerah dalam perubahan UUD 1945 secara berbeda
dengan UL Nomor 22 Tahun 1999 yang baru effekuif berlaku tahun 2001 tersebur Hal
demikian diperburuk oleh tiadanya waktu yang cukup dalam pembahasan dan penyerapan
masukan dan seluruh stakeholder secara wajar, karena dibicarakan di akhir masa jabatan
DPR tahun 1999-2004, yang menurut Ahli Bivitn Susanti, SH LL M “misierius”,
schingga harmonisasi yangm diharapkan dilakukan tidak terlaksana.
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2. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Independen.

Konsekwensi pendirian yang membenarkan bahwa pemilihan Kepala Daerah masuk
dalam rezim pemilihan umum yang tunduk pada Bab VIIB Pasal 22E ayat (1) sampai
dengan ayat (6), membawa akibat hukum dalam pemilihan kepala daerah yang meliputi
hal-hal berikut ini:

a. Penyelenggara pemilihan umum untuk memilih kepala daerah adalah suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandir;

b. KPU beserta KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kotamadya, yang ditetapl.an sebagal
penyelenggara pemilihan umum secara nasional, tetap dan mandiri menuut Undang-
undang Nomor 12 dan 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan
Presiden/Wakil Presiden juga menjadi penyelenggara pemilihan Kepala Daerah,

¢. Partisipan atau peserte dalam kompetisi rekrutmen jabatan public tersebut, tidak ikut
serta dalam penyelengairan dan pengaturan (regulator) pemilihun umum, Pengertian
mandiri atau independini, yaitu melakukan tugasnya secara bebas dan pengaruh pthak
manapun adalah satu s tem jaminan untuk memungkinkan adanya penyelenggara yang
imparsial atau tidak miemihak dalam rekrutmen penyelenggara pemerintahan yang
diusulkan oleh partai pclitik atau gabungan partai politik. Pembenan idependens: pada
penyelengpara pemilu dimaksudkan untuk dapat bersikap imparsial, merupakan sistem
yang harus diberlakukan dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut sebagaimana telah
dilakukan dalam Pemilihan [Jmum secara nasional tahun 2004 yaitu secara mandin juga
diatur oleh penyvelenggara itu sendiri. Oleh karenanya adanya Peraturan Pemerintah
sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, meskipun dan segi aturan
perundang-undangan diperbolehkan sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang, akan
tetapi sebagai satu sistem dan mekanisme pemilihan umum dalam rekrutmen jabatan
publik, merupakan hal yang ndak serasi dengan jaminan demokrasi, dalam pengertian
dari rakyat, olech rakyat dan untuk rakyat. Demikian pula kelentuan yang mewajibkan
penyelenggara pemilihan kepala daerah yang membern pertanggungan jawab kepada
DPRD, baik keuangan maupun penyelenggaraan pemilihan, adalah merupakan hal yang
mengancam sistem jaminan independensi vang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Peserta atau kompetitor dalam rekrutmen pimpinan penyelenggara pemernintahan,
sebagaimana yang dikemukakan ahli dan kami setujw, seyogianya tidak turut dalam
proses dan mekanisme seleks: atau pemilihan yang dilakukan, Desain yang dirancang
dalam pemilu nasional, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, seharusnya juga menjadi
desain yang diberlakukan di tingkat daerah, schingga tampak adanya kesatuan dan
konsistensi sistem yang dianut, tanpa melupakan adanya perbedaan antara dacrah yang
satu dengan yang lain, terutama yang telah diberi otonomi khusus. Harus menjadi
pertimbangan utama, bahwa BabVIIB Pasal 22E yang mengatur penyelenggaraan
pemilihan umum yang independen, telah melahirkan hak asasi manusia dan warganegara,
setidaknya implied human right, yang menjadi kepentingan konstutusional warganegara
yang harus dilindungi, dengan standar dan acuan yang sama di seluruh wilayah
Indonesia. Argumen Pemerintah dan DPR dibangun atas dasar tafsir tekstua untuk
menyusun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, schingga memunculkan paradigma
yang tidak bersesuaian dengan sistem yang dikehendaki oleh UUD 1945 dilihat dari
seluruh perubahan yang dilakukan dan konteks system pemerintahan yang demokratis.
Adalah menjadi tugas MK sebagai interpreter of the constitution dan guardian of the
constitution dalam s'stem pembagian dan pemisahan kekuasaan Negara, untuk
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meluruskan tafsir tersebut dan melalu interpretasi tersebut melakukan harmonisasi antara
satu pasal dengan pasal yang lain schingga UUD 1945 dalam empat kali perubahannya
memenuhi  asas the wumity of constitution. Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawaratan hakim yang dihadin oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hary
Senin, 21 Maret 2005,

dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi vang terbuka untuk umum
pada hari ini Selasa, 22 Maret 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H.
selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof.
H.A.S. Natabava, S.H.. LL.M, H. Achmad Roestandi, SH, Dr. Harjono, S.H.,
M.C.L., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S,, I Dewa Gede Palguna, S.H.,
M.H.. Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono. S.H., masing-masing sebagai
anggota, dengan dibantu oleh Teuku Umar, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., schaga
Panitera Pengganti serta dihadin olch Pemohon/Kuasa Pemchon, Pemenntah, Dewan
Perwakilan Rakyat, serta Komisi Pemilihan Umum sebaga) Pihak Terkait

KETUA

Prof. Dr. Jimly Asshicdigie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Prof.Dr.JL.M.Laica Marzuki,SH Prof.H.A.S.Natabaya,SH.LL M

H.Achmad Roestandi, $iH Prof.H.A.Mukthie Fadjar,SH,M.S

Dr. Harjono, SH, MCL I Dewa Gede Palguna, SH, MH

Maruarar Siahaan, S.I . Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGG/ AT,

Teuku Umar, S.H., M.H Widi Astuti, S.H.
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